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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah, Bappeda
menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan
dengan Perkada;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2025 dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur;

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111
Pos-el humas@kaltimprov.go.id Laman http://kaltimprov.go.id



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008 Nomor 15);



Menetapkan

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1,
Tambaha Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 11);

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 26);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan,
sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat
Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Pasal 2

(1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri

atas :
BAB 1. Pendahuluan;
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah Tahun Lalu;
BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
BAB V. Penutup.



(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur sebagai berikut:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,;

Dinas Kesehatan;

RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda;

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan,;

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Sosial;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;

m. Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Dinas Pemuda dan Olah Raga;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;

Dinas Kelautan Dan Perikanan;

Dinas Pariwisata;

Dinas Perkebunan;

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Dinas Kehutanan;

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah;

aa. Sekretariat Daerah;

bb. Sekretariat DPRD;

cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

dd. Badan Pendapatan Daerah;

ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

ff. Badan Kepegawaian Daerah;
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Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;



Badan Penelitian dan Pengembangan,;
Badan Penghubung Provinsi;
Inspektorat;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

;:;:: =3 g:

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda

pada tanggal 30

Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 28.




KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025
sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat
kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan
penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pendapatan serta pengelolaan
keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 dan untuk
mereviu hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu dan prakiraan capaian
tahun berjalan..

Tahun 2025 merupakan dokumen pencapaian tujuan dan sasaran yang
akan ditetapkan untuk 5 (lima) tahun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2025-2029. Mengamati pelakanaan program dan kegiatan
dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai
dengan rencana kerja yang ditetapkan. Melalui RENJA diharapkan dapat
memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun

mitra kerja.

Samarinda, 30 Juli 2024
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu
tahun yang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis
(Renstra) DKP3A Tahun 2018 — 2023 dan mengacu pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) serta hasil evaluasi pelaksanaan Program

dan Kegiatan periode sebelumnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang
perencanaan. Pada level pemerintah daerah disusun Perencanaan Jangka
Panjang (RPJPD), Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD) maupun
Perencanaan Tahunan (RKPD) dan untuk level perangkat daerah disusun
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) serta
Rencana kerja-Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) yang
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun.

Secara hierarki penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah
merupakan penjabaran dari Rancanga RKPD yang memuat program,
kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif sesuai dengan rencana
program prioritas pada rancangan RKPD tersebut. Renja Perangkat
Daerah juga diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah yang
merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah.
Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja

Daerah (RAPBD).

Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah Renja Perangkat
Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani
antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan. Secara teknis, Renja Perangkat Daerah akan

menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran



1.2

Perangkat Daerah/Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor
86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah. Adapun tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi :

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;

Penyusunan rancangan

o o

Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. Perumusan rancangan akhir; dan

]

Penetapan

Selanjutnya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang
perangkat daerah mengatur bahwa dalam penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah
salah satu jenis perangkat daerah adalah dinas yang mempunyai tugas
membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pemanantuan yang ditugaskan
kepada daerah. Dengan demikian terjadi perubahan dalam urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari badan menjadi
Dinas, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
(BPPKB) berubah menjadi Dinas Kependudukan Pemberdayaan
perempuan dan perlindungan Anak (DKP3A) dengan mandat 3 urusan
yaitu pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, serta Pelayanan Adminsitrasi Kependudukan.

Selanjutnya Renja Dinas DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagai
tahapan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2025.

Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja DKP3A Provinsi
Kaltim Tahun 2025 mengacu pada beberapa produk perundang-
undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional,
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11.

12.

13.

14.

15.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembanguna Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang



16.

17.

18.

19.

20.
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Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.

Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja DKP3A Provinsi Kaltim
Tahun 2025 adalah untuk merumuskan rencana kerja DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 1 (satu) tahun sebagai
implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Akhir DKP3A
Provinsi Kaltim Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan
pelayanan Perangkat Daerah dan evaluasi program kegiatan dalam

penyusunan rencana anggaran DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.



12

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja DKP3A Provinsi Kaltim

Tahun 2025 terdiri dari :

BAB I

BAB II

BAB III :

BAB IV
BAB V

Pendahuluan

1.2
1.2
1.3
1.4

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Analisis Kinerja Pelayananan Perangkat Daerah

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

Review Terhadap Rancangan RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1
3.2
3.3

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan

: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

: Penutup
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BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja DKP3A Provinsi
Kalimantan Timur ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan dalam
melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian
target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur serta hambatan dan
permasalahan yang terjadi. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 mendapatkan
alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus Non
Fisik (DAK-NF). Untuk Dana APBD sebesar RpRp31.566.835.247,- dan dan
DAK-NF sebesar Rp 451.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
24.042.477.120,- atau 93,04%. Secara rinci tertuang dalam table berikut :

Tabel 2.1

Realisasi anggaran dan fisik DKP3A Provinsi Kalimantan Timur

REALISASI PER TANGGAL 31

PAGU DESEMBER 2023
KODE
REKENING AN(;gIZ\?l’!A N
KEUANGAN (Rp) SISA DANA (Rp.)
TOTAL BELANJA 31'566'835'24 29.308.767.652 2.258.067.595
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2.08.01.1.01 Kinerja Perangkat Daerah 633.120.000 630.713.866 2.406.134
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.08.01.1.01 " Perangkat Daerah 633.120.000 630.713.866 2.406.134
2.08.01.1.02 . .
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,344,839,000 7,893,688,511 920.103.513
2.08.01.1.02 . . .
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | g 344 39 000 7,893,688,511 920.103.513
2.08.01.1.06.09 Administrasi Umum Perangkat Daerah 989,167,624 938,989,590 16.214.525
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
2.08.01.1.06.09 dan Konsultasi SKPD 989,167,624 938,989,590 16.214.525
2.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 2,137,648,540 1,736,289,915 31.053.880
2.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor 2,137,648,540 1,736,289,915 31.053.880
2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
e Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,571,183,635 1,163,129,305 537.261.283
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
2.08.01.1.09 dan Prasarang Gedung Kantor atau 1,571,183,635 1,163,129,305 537.261.283
Bangunan Lainnya
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PAGU
ANGGARAN
2023

REALISASI PER TANGGAL 31
DESEMBER 2023

KEUANGAN (Rp)

SISA DANA (Rp.)

2.08.02.

1.01

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada Lembaga Pemerintah
Kewenangan Provinsi

950.000.000

945.824.878

4.175.122

2.08.02

.1.01.02

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan PUG Kewenangan
Provinsi

550.000.000

549.888.497

111.503

2.08.02

.1.01.03

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pelaksanaan PUG
termasuk PPRG Kewenangan
Provinsi

300.000.000

296.274.210

3.725.790

2.08.02

.1.01.04

Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan
PUG termasuk PPRG Kewenangan
Provinsi

100.000.000

99.662.171

337.829

2.08.02.

1.02

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,
Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada
Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan
Provinsi

350.000.000

345.659.459

4.340.541

2.08.02

.1.02.01

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi
Perempuan di Bidang Politik,
Hukum, Sosial, dan Ekonomi
Kewenangan Provinsi

200.000.000

198.088.466

1.911.534

2.08.02

.1.02.02

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Peningkatan
Partisipasi Perempuan dalam Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi
Kewenangan Provinsi

150.000.000

147.570.993

2.429.007

2.08.02.

1.03

Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Provinsi

400.000.000

397.640.578

2.359.422

2.08.02

.1.03.01

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan kepada Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Provinsi

137.440.000

136.961.624

478.376

2.08.02

.1.03.02

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi

135.630.000

134.017.896

1.612.104

2.08.02

.1.03.03

Pengembangan Komunikasi
Informasi dan Edukasi (KIE)
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi

126.930.000

126.661.058

268.942

2.08.03

.1.01.01

Pencegahan Kekerasan terhadap
Perempuan yang melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

789.200.000

668.348.298

183.751.702

2.08.03

.1.01.01

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan
Kegiatan Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan Kewenangan
Provinsi

789.200.000

668.348.298

183.751.702
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Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan Korban Kekerasan yang
memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

PAGU

ANGGARAN

2023

500.000.000

REALISASI PER TANGGAL 31
DESEMBER 2023

KEUANGAN (Rp)

482.798.657

SISA DANA (Rp.)

17.201.343

2.08.03.1.02.01

Penyediaan Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Perempuan Korban
Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

500.000.000

482.798.657

17.201.343

2.08.03.1.03.02

Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Perlindungan
Perempuan Kewenangan Provinsi

74.596.000

71.120.000

3.476.000

2.08.03.1.03.02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan
Penanganan bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Provinsi

74.596.000

71.120.000

3.476.000

2.08.05.1.01

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Provinsi

692.400.000

681.069.384

11.330.616

2.08.05.1.01.01

Penyediaan Data Gender dan Anak
Provinsi

448.400.000

440.596.622

7.803.378

2.08.05.1.01.02

Penyajian dan Pemanfaatan Data
Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data Provinsi

244.000.000

240.472.762

3.527.238

2.08.06.1.01.01

Pelembagaan PHA pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan Provinsi

156.600.000

151.734.484

4.865.516

2.08.06.1.01.01

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pemenuhan Hak
Anak pada Lembaga

156.600.000

151.734.484

4.865.516

2.08.06.1.02

Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan Provinsi

196.400.000

184.862.905

11.537.095

2.08.06.1.02.03

Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi Pemenuhan
Hak Anak bagi Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Provinsi

98.000.000

86.767.888

11.232.112

2.08.06.1.02.04

Penguatan Jejaring Antar Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten /Kota

98.400.000

98.095.017

304.983

2.08.07.1.01

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
yang Melibatkan para Pihak Lingkup
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

336.000.000

293.424.274

42.575.726

2.08.07.1.01.02

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pencegahan Kekerasan terhadap
Anak Kewenangan Provinsi

336.000.000

293.424.274

42.575.726

2.08.07.1.02

Penyediaan Layanan bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus yang
Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Provinsi

880.000.000

842.330.404

37.669.596

2.08.07.1.02.03

Pengembangan Komunikasi,
Informasi, Edukasi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus
Kewenangan Provinsi

880.000.000

842.330.404

37.669.596
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PAGU
ANGGARAN
2023

REALISASI PER TANGGAL 31
DESEMBER 2023

KEUANGAN (Rp)

SISA DANA (Rp.)

2.12.02

.1.01.01

Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

1.624.150.000

1.595.591.384

28.558.616

2.12.02

.1.01.01

Penetapan Kebijakan Teknis di
Bidang Pendaftaran Penduduk
Berdasarkan Kebijakan Nasional

1.624.150.000

1.595.591.384

28.558.616

2.12.03.

1.01

Pelayanan Pencatatan Sipil

278.000.000

275.502.763

2.497.237

2.12.03.

1.01

Penetapan Kebijakan Teknis di
Bidang Pencatatan Sipil

278.000.000

275.502.763

2.497.237

2.12.04.

1.01

Penataan Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

498.000.000

492.073.798

5.926.202

2.12.04

.1.01.02

Penyusunan Tata Cara Perencanaan,
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,
Pengendalian dan Penyusunan
Pelaporan Adminduk Terkait
Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan

498.000.000

492.073.798

5.926.202

2.14.02.

1.01

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah Provinsi dalam rangka
Pengendalian Kuantitas Penduduk

1.377.400.000

1.357.195.654

20.204.346

2.14.02

.1.01.02

Penyusunan dan Pemanfaatan
Grand Design Pembangunan
Kependudukan (GDPK) Tingkat
Provinsi

1.377.400.000

1.357.195.654

20.204.346

2.14.03.

1.01

Pengembangan Desain Program,
Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya
Lokal

1.027.500.000

975.673.425

51.826.575

2.14.03

.1.01.05

Penguatan Kerja Sama dengan
Stakeholders dan Mitra Kerja dalam
Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan
KIE Program KKBPK

880.000.000

850.650.992

29.349.008

2.14.03

.1.01.07

Pengembangan dan Penyediaan
Materi Promosi dan Konseling
Kesehatan Reproduksi dan Hak Hak
Reproduksi sesuai dengan Kearifan
Budaya Lokal

70.000.000

51.610.985

18.389.015

2.14.03

.1.01.08

Pembinaan Promosi dan Konseling
Kesehatan Reproduksi

77.500.000

73.411.448

4.088.552

2.14.04.

1.01

Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program
Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

953.300.000

937.410.799

15.889.201

2.14.04

.1.01.03

Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

953.300.000

937.410.799

6,248,142

hasil/keluaran yang direncanakan

Program/Kegiatan yang

tidak memenuhi

hasil/keluaran yang direncanakan yaitu

1. Program Perlindungan Perempuan

target

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

kinerja

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
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2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Realiasasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan DKP3A Provinsi Kalimantan
timur secara keseluruhan di tahun 2023 terlaksana atau
terealisasi dengan cukup baik dapat dilihat dari realisasi
keuangan sebesar 92,85 %, hal ini didukung oleh anggaran dan

sumber daya yang memadai.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan secara keseluruhan program
dan kegiatan pada DKP3A provinsi Kalimantan timur di tahun

2023 terlaksana sesuai dengan target kegiatan. DKP3A telah

berupaya untuk terus menjalankan aktifitas program/kegiatan

khusunya terkait pelayanan masyarakat dan program prioritas.

Secara umum program dan Kkegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik
maupun anggaran juga adanya dukungan sarana dan prasarana
lainnya. Secara rinci faktor pendukung capaian kinerja adalah
sebagai berikut :

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana
yang memadai.

2. Adanya kebijakan PUG Kalimantan Timur sebagai pedoman
Pelaksanaan dalam Terwujudnya Pembangunan yang setara
dan berkeadilan.

3. Adanya regulasi dan komitmen pemerintah daerah dalam
memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak
korban kekerasan melalui melalui satgas perlindungan
perempuan dan anak.

4. Tiga Urusan dalam Institusi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur
memberi kemudahan dalam penyediaan dan pemanfaatan
data, baik data administrasi kependudukan, data sistem
informasi online perlindungan perempuan dan anak, data
Keluarga Berencana sebagai bahan informasi dalam
pelaksanaan program dan kegiatan.

5. Kemitraan dengan lembaga pemerhati anak (PATBM,
PUSPAGA, PUSPA, Kampung KB, dll)
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2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan

- Dukungan anggaran yang tidak sesuai dengan penetapan
Renstra Perangkat daerah

- Kurang Maksimalnya operasional rutinitas DKP3A Provinsi
Kalimantan Timur guna mendukung kelancaran tugas dan
fungsi serta laporan kinerja dan laporan keuangan
sesuai dengan peraturan yang ada.

- Masih Belum tersedianya Data pilah Gender secara baik
pada setiap Perangkat Daerah

- Perangkat daerah belum menuangkan PPRG menjadi dasar
dalam pencapaian kinerja Program Kegiatan.

- Belum terbentuknya sistem informasi data gender dan anak
(data pilah) yang aktif.

- Pelaksanaan Program kegiatan Pendidikan Politik perempuan
bersifat temporer.

- Sifat Tugas kewenangan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur
dalam meningkatkan keberhasilan program pendapatan
perempuan tidak secara langsung, namun di tentukan oleh
komitmen lintas sektor lainnya ( Dinas Tenaga Kerja,
Disperindakop, Perbankan, dll).

- Terbatasnya jumlah ADB (Administrator Data Base) dalam

pengendalian administrasi kependudukan.

Implikasi yang timbul terhadapa target capaian program
Renstra Perangkat Daerah secara langsung terwujud dalam
peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran
program/kegiatan  yang memberikan konstribusi dalam
penurunan angka  kekerasan terhadap perempuan dan
perlindungan anak. Selain itu Potensi Sumber Kesejahteraan
perempuan dan perlindungan anak dapat tergali dan
didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam
pembangunan.

Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
antara lain :

- Melakukan perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan
dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan
pergeseran anggaran  sehingga  target —anggaran  bisa
ditingkatkan pada tahun berjalan

- Meningkatkan Koordinasi dengan Pemangku kepentingan



19

- Meningkatkan komitmen antar unit kerja
- Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas sumber daya
melalui program dan kegiatan
- Konsisten dalam kualitas target dan indikator kinerja
2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
perangkat daerah
2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
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Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

s/d Tahun 2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Realisasi Kegiatan Tahun 2023

Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra

s/d Tahun berjalan

VT target kinerja Target
Urusan / Bidang Urusan Kinerja . L Tingkat
Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Capaian izl Breg el program dan Reallga5| Capaian
. dan keluaran : kegiatan Tahun Capaian "
Program / Kegiatan Program 3 . Tingka REEURETS
kegiatan s/d : Realisasi 2024 Program dan .
Tahun 2025 Target RenJa i t + | Target
tahun 2022 Renja Tahun : Kegiatan
Tahun 2023 2023 REENS Tahun 2024 Renstra
asi (%) (%)
11)
Indeks kualitas pelayanan : o o o o o o o
PROGRAM PENUNJANG kesekretariatan 82 indeks 90 % 95% 90% 94,74% 95% 90% 100%
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI P_e_rsentase_ke_luhan pengguna yang 100% ) ) ) ) 100% 100% 100%
ditindaklanjuti
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat | Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70,50 % 1% 100 % 100 % 100% 70,50% 76,00% 100 %
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen perencanaan 3 dokumen 5 dokumen 4 dokumen 4 Dokumen 100% 3 dokumen 3 dokumen 100%
Perencanaan Perangkat Daerah perangkat daerah
Koordinasi dan Penyusunan jumlah dokumen RKA -SKPD 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen | 100% 2 dokumen 2 dokumen 100%

Dokumen RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA-SKPD dan
laporan hasil koordinasi penyusunan 2 dokumen - - - -
dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
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Koordinasi dan Penyusunan

Jumlah dokumen perubahan DPA-
SKPD dan laporan hasil koordinasi

perubahan DPA-SKPD penyusunan dokumen perubahan DPA- 1 dokumen i i ) i ) ) i
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA- o o
SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100%
Koordinasi dan Penyusunan jumlah dokumen forum perangkat
Laporan Capaian Kinerja dan J P 9 3 Laporan 1 dokumen 19 dokumen 19 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
) T daerah
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat jumlah qlol_<um_en monitoring dan 1 Laporan 1 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
Daerah evaluasi kinerja perangkat daerah
Administrasi Keuangan Persentase realisasi anggaran 94,00 % 12 bulan 100 % 92 % 100% 12 bulan 2 bulan 100%
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah orang menerima gaji dan 50 o o
ASN tunjangan ASN orang/bulan 44 orang 41 orang 44 orang 100% 1 tahun 1 tahun 100%
L Jumlah laporan keuangan akhirtahun
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan laporan hasil koordinasi
Laporan Keuangan Akhir Tahun Ip K ka=hi 1 Laporan 1 dokumen 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
SKPD penyusunan laporan keuangan akg=hir
tahun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah lapoan keuagamm
Laporan Keuanaan y bulanan/triwulan/semesteram SKPD
P -uang dan laporan koordinasi penyusunan 16 Laporan 3 dokumen 4 laporan 4 laporan 100% 3 dokumen 3 dokumen 100%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran |
SKPD aporan k_euangan
bulnan/triwulan/semestrean SKPD
Penyu_sunan Pe'.apora’? da_n Jumlah dokumen pelapon dan analis
analisis prognosis realisasi - L 2 dokumen - - - - - - -
prognosis realiasi anggaran
angaran
- . . Jumlah ASN yang mendapat
Administrasi Kepegawaian pelayanan administrasi kepegawaian 80 Orang 80% 100% 100% 100% 80% 80% 100%

Perangkat Daerah

perangkat daerah
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Pengadaan Pakaian Dinas

. . . . 0 0
Beserta Atribut Kelengkapannya jumlah pakaian dinas pegawai 3 Paket 4 Paket 3 Paket 3 Paket 100% 4 Paket 4 Paket 100%
Bimbingan Teknis Implementasi . . Do 0 0
Peraturan Perundang-Undangan jumlah pegawai yang mengikuti bimtek 85 orang 44 Orang 34 Orang 75 Orang 220% 44 Orang 44 Orang 100%
Sosialisasi peraturan perundang- Jumah orang yang mengikuti sosialisas 85 orang - - - - - - -
undangan

Administrasi Umum Perangkat Jumlah Fasnllta_ls Pelayana_n Kantor 111 unit 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah yang berfungsi dengan baik

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi listrik yan

Listrik/Penerangan Bangunan tersedia P yang 1 paket 1 tahun 4 paket 4 paket 100% 5 komponen 5 komponen 100%
Kantor

Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan o!an perlengkapan 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 100% 6 item 6 item 100%
Perlengkapan Kantor kantor yang tersedia

Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah barang cetakan dan 0 . . 0
Penggandaan penggandaan yang tersedia 2 paket 26 paket 2 paket 2 paket 100% 26 item 26 item 100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan peraturan o o
Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan yang tersedia 96 dokumen 300 eksemplar 84 dokumen 84 dokumen 100% 300 eksemplar 300 eksemplar 100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu fellr?y;ﬂtlglgpjungan tamu yang 1 laporan 75 orang 1 laporan 1 laporan 100% 75 orang 75 orang 100%
Penyelenggaraan Rapat Jumlah dokumen rapat koordinasi o o
Koordinasi dan Konsultasi SKPD daerah SKPD 3 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
Penatausahaan arsip dinasmis Jumlah dokumen Penatausahaan arsip 1 dokumen i i ) i ) ) i
pda SKPD dinasmis pda SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah pengadaan barang milik

Penunjang Urusan Pemerintah daerah penunjang urusn pemerintah 32 unit 90% 20% 20% 100% 82% 90% 109,76 %
Daerah daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah pengadaan peralatan dan 30 unit 5 unit 25 unit 25 unit 100% 5 unit 5 unit 100%

Lainnya

mesin
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Pengadaan kendaraan dinas

Jumlah unit kendaraan dinas

- operasionalatau lapangan yang 1 unit - - - - - - -

operasional atau lapangan disediakan
Penyediaan Ja_sa Penunjang Jumlah jenis jasa penunjang urusan 4 jenis jasa 60% 100% 100% 100% 62% 62% 100%
Urusan Pemerintahan Daerah pemerintah daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;]nu;:\;?uhrzie;gﬁsltaearlgeijéi‘za surat 1 laporan 600 eksemplar 1 laporan 1 laporan 100% 800 eksemplar 600 eksemplar 75%
Penvediaan Jasa Komunikasi jumlah penyedia jasa komunikasi,

Y . c e sumber daya air dan listrik yang 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 tahun 1 tahun 100%
Sumber Daya Air dan Listrik .

tersedia
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah penyedia jasa peralatan qan 1 laporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor yang tersedia
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyedlaje_lsa pelayanan umum 1 laporan 12 bulan 1 laporan 1 laporan 100% 4 unit 4 unit 100%
Umum Kantor kantor yang tersedia
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Sarana dan Prasarana yan
Daerah Penunjang Urusan : . yang 86 unit 11 unit 100% 100% 100% 11 unit 12 unit 100%
. berfungsi dengan baik

Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan | Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan 1 unit 15 unit 15 paket 15 paket 100% 15 unit 15 unit 100%
Perizinan Kendaraan Dinas dan pajak kendaraan yang tersedia
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan mesin yang .

. . . 24 unit - - - - - - -
Mesin Lainnya terpelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pendukung Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi
Gedung Kantor atau Bangunan sarana dan prasarana gedung kantor 1 unit 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 6 ruang 6 ruang 100%

Lainnya

yang terpelihara




18

PROGRAM Jumlah perempuan kepala keluarga
PENGARUSUTAMAAN (PEKA) didampingi untuk . y . 0 . . 0
GENDER DAN peningkatan kapasitas dalam 400 orang 1 Kebijakan 1 Kebijakan 1 Kebijakan 100% 1 Kebijakan 1 Kebijakan 100%
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | kewirsusahaan
Implementasi kelembagaan PUG - 7 lembaga PUG 1 kebijakan 1 kebijakan 100% - - -
Jumlah perempuan kepala keluarga
(PEKA) di damplng! untuk - - - - 400 orang 400 orang 100%
peningkatan kapasitas dalam
kewirausahaan
Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender Penguatan lembaga PUG
(PUG) pada Lembaga K 9 gar 10 Lembaga - - - - 400 orang 400 orang 100%
! ewenangan provinsi
Pemerintah Kewenangan
Provinsi
Penguatan lembaga PUG - 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan 100% - - -
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan PUG Kewenangan jumlah dokumen pelaksanaan PUG - 1 Dokumen - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Provinsi
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan 0
Pengarusutamaan Gender (PUG) i i 1 Dokumen 1 Dokumen 100% ) ) i
Kewenangan Provinsi
Jumlah laporan hasil koordinasi dan
sinkronisasi penyelenggara PUG 1 Laporan - - - - 1 Laporan 1 Laporan 100%
tingkat provinsi
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pelaksanaan PUG | Jumlah peserta Pendampingan dan ) 75 Peserta ) ) 89% 75 Peserta 75 Peserta 100%

termasuk PPRG Kewenangan
Provinsi

advokasi PUG
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Jumlah Perangkat Daerah yang
Mengikuti Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender (PUG)
termasukPerencaan Pembangunan
Responsif Gender (PPRG)
Kewenangan Provinsi

35 Perangkat
Daerah

31 Perangkat
Daerah

89%

Jumlah SDM tingkat Provinsi yang
memperoleh advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Penyelenggaraan PUG

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

jumlah SDM tingkat provinsi yang
memperoleh advokasi kebijakan dan
pendampingan penyelenggara PUG

1 Dokumen

Sosialisasi Kebijakan
Pelaksanaan PUG termasuk
PPRG Kewenangan Provinsi

Jumlah peserta Sosialisasi
pelaksanaan kebijakan PUG

100 orang

150 Peserta

89%

150 Peserta

150 Peserta

100%

Jumlah Perangkat Daerah yang
mengikuti Sosialisasi kebijakan
Pelaksanaan Pengarustamaan
Gender(PUG)termasuk Perencanaan
Pembangunan Responsif Gender
(PPRG)

35 Perangkat
Daerah

31 Perangkat
Daerah

89%

Jumlah peserta sosialisasi kebijakan
penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi

130 Orang

130 Orang

100%

Pemberdayaan Perempuan
Bidang Politik, Hukum, Sosial,
dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan
Provinsi

Pengembangan SDM Perempuan
bidang politik dan hukum

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan
Menuju LPLPP

1 Lembaga

1 Lembaga

1 Lembaga

100%
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Pengembangan SDM Perempuan
Bidang Politik dan hukum

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di Bidang
Politik, Hukum, Sosial, dan
Ekonomi Kewenangan Provinsi

Jumlah pengelola organisasi
kemasyarakatan/profesi/dunia
usaha/media tingkat provinsi yg
mengikuti peningkatan kapasitas dalam
rangka peningkatan partisipasi
perempuan di bidang politik, hukum,
sosial dan ekonomi

450 orang

190 Peserta

430 Peserta

100%

Jumlah dokumen hasil sosialisasi
peningkatan partisipasi perempuan dan
bidang politik hukum, sosial dan
ekonomi kewenangan provinsi

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100 %

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Peningkatan
Partisipasi Perempuan dalam
Politik, Hukum, Sosial, dan
Ekonomi Kewenangan Provinsi

Jumlah organisasi kemasyarakatan/
profesi/ dunia usaha/ media tingkat
provinsi yg diadvokasi dan didampingi
dalam rangka peningkatan partisipasi
perempuan di bidang politik, hukum,
sosial dan ekonomi

2 lembaga

10 organisasi

10 organisasi

100%

Jumlah organisasi masyarakat yang
mengikuti advokasi dan pendampingan
kebijakan peningkatan partisipasi
perempuan di bidang politik, hukum,
sosial dan ekonomi kewenangan
provinsi kepada organisasi masyarakat
di kab/kota

30 organisasi
masyarakat

2 lembaga

2 lembaga

100%

Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi

Jumlah perempuan kepala keluarga
(PEKA) didampingi untuk
peningkatan kapasitas dalam
kewirsusahaan

300 Orang

100%

400 Orang

400 Orang

100%
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Penguatan lembaga penyedia layanan

- 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen - - - -
pemberdayaan perempuan
Advokasi !(ebuakan dan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan
Pendampingan kepada Lembaga
. Pemberdayaan Perempuan
Penyedia Layanan L - - 10 lembaga 10 lembaga 100% - -
Kewenangan Provinsi yang Mendapat
Pemberdayaan Perempuan . :
K = Advokasi dan Pendampingan
ewenangan Provinsi
Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan)
dalam bentuk &Pusat Pembelajaran 1 lembaga - - - - 1 lembaga 1 lembaga 100%
Perempuané& (PUTARAN) yang
terstandarisasi tingkat Provinsi
. . Jumlah perempuan SIAP (Suara dan
gﬁmggﬁ;ag 'ngnatf‘;ta: Penvedia Aksi Perempuan Pelopor) di bidang
Y 9 y Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemim 300 orang 50 orang 100 orang 100 orang 100% 500 peserta 500 peserta 100%
Layanan Pemberdayaan . .
.. | pinan/Hukum pd LPLPP Tingkat
Perempuan Kewenangan Provinsi o
Provinsi
Jumlah sumberdaya lembaga penyedia
layanan pemberdayaan perempuan ) 25 lembaga ) . ) ) )
kewenangan provinsi yang mendapat
advokasi dan pendampingan
Jumlah Sumberdaya Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan ) ) 100 orang 100 orang 100% ) ) )
Perempuan Kewenangan Provinsi yang
Mendapat Peningkatan Kapasitas
Pengempangan KomL_mlkaS| Jumlah Pusat Informasi Sahabat
Informasi dan Edukasi (KIE) . . . . .
Perempuan (Prisma) yg terbentuk di 1 unit - - - - 1 unit 1 unit 100%
Pemberdayaan Perempuan rovinsi
Kewenangan Provinsi P
Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi
dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -

Perempuan Kewenangan Provinsi yang
Tersedia
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PROGRAM PERLINDUNGAN

Persentase korban kekerasan

0, - - - - 0, 0, 0,
PEREMPUAN perempuan yang terlayani 23,24 % 23,46 % 23,46 % 100%
Kebijakan Perlindungan Perempuan - 4 Kebijakan 2 Kebijakan 2 Kebijakan 100% - - -
Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan yang Penguatan kelembagaan
melibatkan para Pihak Lingkup erligndun an eremg uan 10 lembaga - - - - 10 lembaga 10 lembaga 100%
Daerah Provinsi dan Lintas P ganp P
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan SDM yang memahami
pencegahan kekerasan terhadap - 1 dokumen - - - -- - -
perempuan
jumlah dokumen layanan pengaduan
masyarakat bagi perempuan korban - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
kekerasan
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pelaksanaan Kebijakan, Program | Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,
dan Kegiatan Pencegahan Program dan Kegiatan Pencegahan 3 dokumen - - - - 3 dokumen 3 dokumen 100%
Kekerasan terhadap Perempuan Kekerasan terhadap Perempuan
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan Pencegahan - 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% - - -
Kekerasan terhadap Perempuan
Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Jumlah Perangkat Daerah yang
Pendampingan Layanan Mendapat Advokasi dan 10 Perangkat 25 perangkat ) ) ) 10 Perangkat 10 Perangkat 100%

Perlindungan Perempuan
Kewenangan Provinsi

Pendampingan Layanan Perlindungan
Perempuan Kewenangan Provinsi

Daerah

daerah

Daerah

Daerah
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Jumlah layanan pengaduan masyarakat
bagi perempuan korban kekerasan

tingkat daerah Provinsi dan lintas ) ) 10 layanan 10 layanan 100% ) ) )
Daerah Kab/Kota
Een_yedlaan Layanan Rujukan Cakupan perempuan dan anak
anjutan bagi Perempuan Korban kekerasan van
Korban Kekerasan yang orban kexerasan yang
) A mendapatkan penanganan 80% - - - - 75% 75% 100%
memerlukan Koordinasi Tingkat .
e ; pengaduan oleh petugas terlatih
Daerah Provinsi dan Lintas dalam unit pelayanan terpadu
Daerah Kabupaten/Kota
jumlah dokumen layanan pengaduan
masyarakat bagi perempuan korban - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
kekerasan
Penyediaan Layanan Pengaduan | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan
Masyarakat bagi Perempuan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas 123.75
Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang 40 Orang 0,29 % 80 orang 99 orang % 30 orang 30 orang 100%
Daerah Provinsi dan Lintas Mendapatkan Layanan Pengaduan
Daerah Kabupaten/Kota Masyarakat
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan Penguatan lembaga penyedia
Perlindungan Perempuan layanan i i i ) i ) ) i
Kewenangan Provinsi
peningkatan kapasitas sumberdaya ) 30 orang 15 orang 15 orang 100% - - -

manusia pada unit penyedia layanan

Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Lembaga Penyedia
Layanan Penanganan bagi
Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Provinsi

Jumlah peserta lembaga penyedia
layanan yang ditingkatkan
kapasitasnya
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Jumlah Sumberdaya Lembaga
Penyedia Layanan Penanganan bagi

Perempuan Korban Kekerasan - - 15 orang 15 orang 100% - - -
Kewenangan Provinsi yang Mendapat
Peningkatan Kapasitas
PROGRAM PEMENUHAN HAK . o ) ) ) o o o o
ANAK (PHA) Predikat kabupaten/kota layak anak 90% 100% 90% 90% 100%
Penguatan Pemenuhan Hak Anak - 3 Kebijakan 3 Kebijakan 3 Kebijakan - - -
Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah, Non Jumlah lembaga yang mendapatkan ) ) ) ) o
Pemerintah, dan Dunia Usaha penguatan pelembagaan PHA 10 lembaga 10 lembaga 10 lembaga 100%
Kewenangan Provinsi
Penguatan pelembagaan PHA - 1 Kab/Kota 1 Kab/Kota 1 Kab/Kota 100% - - -
Advokasi Kebijakan dan Jumlah perangkat daerah yan
Pendampingan Pemenuhan Hak perang yang
. mempunyai dokumen pembangunan
Anak pada Lembaga Pemerintah, . 30 perangkat
. . daerah yang responsif hak anak dan - - - - - - -
Non Pemerintah, Media dan . daerah
. berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA
Dunia Usaha Kewenangan . - -
Provinsi tingkat Provinsi yang berfungsi
rovinsi
Advokasi sosialisasi dan Jumlah peranakat daerah van
pendampingan pelaksanaan perang yang
kebijakan PHA pada lembaga mempunyal dokumeq pembangunan 30 perangkat 30 perangkat
daerah yang responsif hak anak dan - - - - - 100%

pemerintah, non pemerintah,
media, dunia usaha kewenangan
provinsi

berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA
tingkat Provinsi yang berfungsi

daerah

daerah




25

Jumlah Organisasi Pemerintah. Non
Pemerintah. Media dan Dunia Usaha
Usaha Kewenangan Provinsi yang
Mendapat Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pemenuhan Hak Anak
pada Lembaga Pemerintah. Non
Pemerintah. Media dan Dunia Usaha

30 organisasi

Advokasi Kebijakan dan

Jumlah Organisasi Pemerintah. Non
Pemerintah. Media dan Dunia Usaha
Usaha Kewenangan Provinsi yang

30 organisasi

35 organisasi

Pendampingan Pemenuhan Hak Mendapat Advokasi Kebijakan dan - - eranakat daerah perangkat 100% - - -
Anak pada Lembaga Pendampingan Pemenuhan Hak Anak P 9 daerah

pada Lembaga Pemerintah. Non

Pemerintah. Media dan Dunia Usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pelembagaan Pemenuhan Hak Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
Anak Kewenangan Provinsi Hak Anak Kewenangan Provinsi
Penguatan dan Pengembangan

: Jumlah lembaga layanan penguatan
Lembaga Penyedl.a Laygnan dalam peningkatan kualitas hidup 10 lembaga 10 lembaga - - - 10 lembaga 10 lembaga 100%
Peningkatan Kualitas Hidup
o anak

Anak Kewenangan Provinsi

Jumlah dokumen penguatan

lembaga penyedia layanan - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - -- -

peningkatan kualitas hidup anak

Penguatan lembaga penyedia

layanan peningkatan kualitas hidup - 1 dokumen - - - - - -

anak
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Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi
Pemenuhan Hak Anak bagi

Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak

Lembaga Penyedia Layanan Anak 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Provinsi
Jumlah dokumen KIE pemenuhan hak
anak bagi lembaga penyedia layanan - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
peningkatan kualitas hidup anak
kewenangan provinsi
Penguatan Jejaring Antar Jumlah Kegiatan kerjasama antar
Lembaga Penyedia Layanan Lembaga penyedia layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak | pemernuhan hak anak Kewenangan 1 kegiatan - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
Kewenangan Provinsi dan Lintas Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/
Daerah Kabupaten/Kota Kota
Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring
Antar Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
Kewenangan Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase penyelesaian kasus o ) ) . ) o o o
KHUSUS ANAK kekerasan terhadap anak 3.88% 407 % 4.07% 100%
Persentase Pemenuhan Kebutuhan ) 90% 90% 90% 100% ) ) )
Hak Anak
Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak yang Melibatkan
para Pihak Lingkup Daerah Jumlah Lembaga Layanan Anak 1 lembaga - - - - 1 lembaga 1lembaga 100%

Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

yang mendapatkan Pelatihan
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dokumen pencegahan kekerasan

- 0 - - -
terhadap anak 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pencegahan Kekerasan terhadap | Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan 1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100%
Anak Kewenangan Provinsi terhadap Anak Kewenangan Provinsi
Penyediaan Layanan bagi Anak
yang Memerlukan Perlindungan Jumlah Iayanan_pengaduan
masyarakat bagi anak korban
Khusus yang Memerlukan 80 layanan - - - - 75 layanan 75 layanan 100%
A kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Tingkat Daerah ;
Provinsi Perlindungan Khusus
rovinsi
Jumlah layanan bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus - 1 dokumen - - - - - -
anak
jumlah dokumen komunikasi
informasi dan edukasi (KIE) anak ) ) 1 dokumen 1 dokumen 100% ) ) )
yang memerlukan perlindungan
khusus kewenangan Provinsi
Pengembangan Komunikasi, Jumlah Dokumen kegiatan Komunikasi
Informasi, Eduka_5| Anak yang Informasi dan Ed_uka5| (KIE) Anak yang ) 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% ) ) )
Memerlukan Perlindungan Memerlukan Perlindungan Khusus
Khusus Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan
Layanan Pengaduan Masyarakat | Jumlah AMPK yang mendapatkan
bagi Anak yang Memerlukan layanan pengaduan Kewenangan 40 orang - - - - 30 orang 30 orang 100%
Perlindungan Khusus Provinsi
Kewenangan Provinsi
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi
Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan 50 orang - - - - 30 orang 30 orang 100%

Kewenangan Provinsi

layanan Kewenangan Provinsi
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Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan bagi
Anak yang Memerlukan

Jumlah dokumen penguatan dan

i - - - - 0,
Perlindungan Khusus Tingkat r;er;?]:‘r:baerrllgi]r?;ulﬁn;?]agr?aﬁ)(enyedla 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100%
Daerah Provinsi dan Lintas y P g
Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan KIE (komunikasi,
|nf0_rmaS|, dan edukasi) Jumlah KIE Perhndun_gan AMPK 1 dokumen ) ) ) ) 1 dokumen 1 dokumen 100%
perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi
Kewenangan Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Capaian Data Gender
SISTEM DATA GENDER DAN P 80% 70% - - - 75% 75% 100%
dan anak
ANAK
Capaian Data Gender dan anak
sebagai dasar perencanaan ) ) 750 7506 100% ) ) )
pembangunan berdasarkan Data
Pilah
Pengumpulan, Pengolahan
Analisis dan Penyajian Data
Gender dan Anak dalam \Iil:glliigiD?g G?giird?:n Anak 20 data - - - - 20 data 20 data 100%
Kelembagaan Data di Tingkat yang
Daerah Provinsi
Capaian Data Gender dan Anak
sebagai dasar perencanaan i o o 0 o ) ) i
pembangunan berdasarkan data 70% 75% 75% 100%
pilah
Penyediaan Data Gender dan Jumlah Dokumen Data Gender Provinsi ) ) 3 dokumen 3 dokumen 100% ) )
Anak Provinsi yang Tersedia
Jumlah Dokumen Data anak Provinsi 1 dokumen 1 dokumen 100% . )
yang Tersedia
Jumlah dokumen data gender dan 2 dokumen 1 dokumen - - - 2 dokumen 2 dokumen 100%

anak provinsi yang tersedia
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Penyajian dan Pemanfaatan Data

Jumlah Dokumen Penyajian dan

Gender dan Anak dalam Pemanfaatan Data Gender dan Anak 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100%
Kelembagaan Data Provinsi dalam Kelembagaan Data Provinsi
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
BIDANG FASILITASI
PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN Persentase Cakupan kepemilikan o ) ) ) ) o o o
PENDUDUK dokumen pendaftaran penduduk 80% 70% 70% 100%
Kebijakan terkait dengan - 6 Kebijakan 6 Kebijakan 4 Kebijakan 66,67% - -
pendaftaran penduduk
Pelayanan Pendaftaran Jumlah Dokumen fasilitasi layanan ) ) ) ) ) ) ) )
Kependudukan pendaftaran penduduk
jumlah kebijakan terkait pelayanan
pendaftaran penduduk Kab/Kota Se- - 6 Dokumen 1 kebijakan 1 kebijakan 100% - - -
Kaltim
Penyelenggaraan pendafataran | Jumlah Dokumen fasilitasi layanan 1 dokumen ) ) . ) 1 dokumen 1 dokumen 100%
kependudukan pendaftaran penduduk
Penetapan Kebijakan Teknis di ‘élijc?:r?h E:ﬁggi?aﬁeggiﬁigl]—f knis di
Bidang Pendaftaran Penduduk 9 - . - 1 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100% - - -
- . Berdasarkan Kebijakan Nasional yang
Berdasarkan Kebijakan Nasional -
Ditetapkan
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 1 laporan i i ) i 1 laporan 1 laporan 100%
Penduduk Pendaftaran Penduduk P P P 0
Sosialisasi Terkait Pendaftaran Jumlah Laporan Hasil sosialisasi 1 laporan i i ) i 1 laporan 1 laporan 100%

Penduduk

Pendaftaran Penduduk
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Pembinaan dan pengawasan

jumlah dokumen peningkatan

penyelenggaraan pendaftaran kapasitas layanan pendaftaran 1 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%
penduduk penduduk
Pembinaan dan pengawasan jumlah laporan hasil pembinaan dan
; peng pengawasan terkait pendaftaran 1 laporan - - - - 1 laporan 1 laporan 100%
terkait pendaftaran penduduk
penduduk
Bimbingan teknis terkait jumlah laporan hasil bimbingan teknis ) ) ) ) o
pendaftaran penduduk pendaftaran penduduk 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100%
PROGRAM PENCATATAN sipiL | Fersentase Cakupan kepemilikan 100% - - - - 100 % 100 % 100%
dokumen pencatatan sipil
Kebijakan terkait pencatatan sipil - 6 Kebijakan 6 Kebijakan 3 Kebijakan 66,67% - -
P_en_yel_engggragn Pencatatan Jumlah doku_m_en penyelenggaraan 2 dokumen i i ) i 2 dokumen 2 dokumen 100%
Sipil di Provinsi pencatatan sipil
P_enetapan Kebuakan_ Teknls di Jumlah kgpuakan teknis c.j' bidang - 1 Dokumen 6 Dokumen 3 Dokumen 100% 6 Dokumen 6 Dokumen 100%
Bidang Pencatatan Sipil catatan sipil yang telah ditetapkan
- jumlah kebijakan terkait pelayanan ) ) ) ) ) } )
Pelayanan pencatatan sipil catatan sipil Kab/Kota se Kaltim 1 dokumen
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumiah Laporan Hasil Fasilitasi 1 laporan - 6 Dokumen 6 Dokumen | 100% 1 laporan 1 laporan 100%
Pencatatan Sipil
Sosialisasi Terkait Pencatatan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi ) ) ) ) o
Sipil terkait Pencatatan Sipil 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100%
Pemberian konsultasi jumlah dokumen Pemberian
penyelenggaraan pencatatan konsultasi penyelenggaraan 1 laporan - - - - 1 laporan 1 laporan 100%
sipil pencatatan sipil
Pemt_)lnaan dan pengawasan Jumlah laporan Pe_mblnaan dan o 1 laporan ) ) ) ) 1 laporan 1 laporan 100%
terkait pencatatan sipil pengawasan terkait pencatatan sipil
Bimbingan teknis terkait Jumlah laporan Bimbingan teknis 1 laporan ) ) . ) 1 laporan 1 laporan 100%

pencatatan sipil

terkait pencatatan sipil
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PROGRAM PENGELOLAAN

Publikasi data kependudukan skala

INFORMASI ADMINISTRASI rovinsi 2 kali - - - 2 kali 2 kali 100%

KEPENDUDUKAN P
Kebijakan terkait pengelolaan : 5 Kebijakan 5 Kebijakan 5 Kebijakan | 100% - - :
administrasi kependudukan

Penataan Pengelolaan

Informasi Administrasi Jumlah data kependudukan - 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% - - -

Kependudukan

Penyelenggaraan Pengelolaan .

Informasi Administrasi Persentase jumlah OPD yang 28% - - 100% 27% 27% 100%
memanfaatkan data kependudukan

Kependudukan

Penyusunan Tata Cara

Perencanaan, Pelaksanaan, Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan

Pemantauan, Evaluasi, Tata Cara Pengelolaan Data

Pengendalian dan Penyusunan Kependudukan yang Bersifat Data - 1 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 100% - -

Pelaporan Adminduk Terkait Perseorangan, Data Agregat dan Data

Pengelolaan Informasi Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Administrasi Kependudukan

Penyusunan tata cara pengelola Jumlah dokumen hasil penyusunan tata

data kependudukan yang bersifat | cara pengelolaan data kependudukan

data perseorangan, data agregat yang bersifat data perseorangan. data - 1 dokumen - - - - - -

dan data pribadi di provinsi dan agregat dan data pribadi di prov dan

kab/kota kab/kota

Fasilitasi Terkait Pengelolaan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi

Informasi Administrasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi 1 laporan - - - - 1 laporan 1 laporan 100%

Kependudukan Kependudukan

Sosialisasi Terkait Pengelolaan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi

Informasi Administrasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi 1 laporan - - - - 1 laporan 1 laporan 100%

Kependudukan

Kependudukan
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Penyelenggaraan Pemanfaatan

Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan

- - - - 0,
Data Kependudukan data kependudukan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100%
%EEG;VAV;A;]PF;eanI'QEaaZdan Jumlah dokumen Pembinaan dan
9 - engelols Pengawasan Pengelolaan Informasi 1 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%
Informasi Administrasi L )
S Administrasi Kependudukan
Kependudukan Provinsi
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan
tekait Pengelolaan Informasi Pengawasan terkait Pengelolaan 1 laporan - - - - 1 laporan 1 laporan 100%
Administrasi Kependudukan Informasi Administrasi Kependudukan
Bimbingan Teknis Terkait Jumlah Sumber Daya Manusia yang
Pengelolaan Informasi Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait
Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan Informasi Administrasi 40 orang - - - - 40 orang 40 orang 100%
Pendayagunaan Data Kependudukan dan Pendayagunaan
Kependudukan Data Kependudukan
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
PROGRAM PENGENDALIAN . 0 i i i i 0 0 0
PENDUDUK Angka kelahiran total 55 % 2,10% 2,10% 100%
Kebijakan tentang pengendalian 1 Kebijakan 1 Kebijakan 1 Kebijakan 100% - - -
penduduk
Pemaduan dan Sinkronisasi Jumlah sektor yang menyepakati
Kebijakan Pemerintah Pusat d f yk gd y pf'l
dengan Pemerintah Daerah an memaniaatkan ata.pro '
(parameter dan proyeksi penduduk) 5 sektor - - - - 5 sektor 5 sektor 100%

Provinsi dalam rangka
Pengendalian Kuantitas
Penduduk

untuk perencanaan dan pelaksanaan
program pembangunan
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kebijakan tentang pengendalian

- 1 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100% - - -
penduduk
Penyusunan dan Pemanfaatan
Grand Design Pembangunan Jumlah dokumen Grand Design ) ) o o
Kependudukan (GDPK) Tingkat Pembangunan Kependudukan (GDPK) 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Provinsi
Jumlah dokumen Penyusunan dan
Pemanfaatan Grand Design ) 1 Dokumen ) ) ) ) ) )
Pembangunan Kependudukan (GDPK)
Tingkat Provinsi
Jumlah Laporan Penyusunan dan
Pemanfaatan Grand Design o ) } )
Pembangunan Kependudukan (GDPK) i i 8 laporan 3 laporan 100%
Tingkat Provinsi
) . Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi o
Advokasi dan Sosialisasi GDPK dan Sosialisasi GDPK 1 laporan - 3 laporan 1 laporan - 1 laporan 1 laporan 100%
Implementasi Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal, Non Jumle_1h_ Laporan Pelaksanaan
Pendidikan Kependudukan Jalur
Formal dan Informal Pada Formal, NonFormal dan Informal pada
. X . , i i 0
Jenjang SI__TA MA Melalui Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah 1 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100%
Sekolah Siaga ; -
. Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok
Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJIK
Kependudukan/PJK P
PROGRAM PEMBINAAN Angka prevalensi kontrasepsi o ) ) o o o
KELUARGA BERENCANA (KB) | modern 68,42 % 68,42 68,42 67,98% 67,98% 100%
Peningkatan SDM yang mendapatkan
KIE Pengendalian Penduduk dan i 40% 50% 80% 100% ) ) i

Keluarga Berencana (KB) Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
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Pengembangan Desain
Program, Pengelolaan dan
Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan

Edukasi (KIE) Pengendalian Ratio akseptor KB 0,76 % - 0,76% 0,76% - 0,76 % 0,76 % 100%
Penduduk dan Keluarga
Berencana (KB) Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
Peningkatan jumlah peserta KB - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan
P . Kerja Sama dengan Stakeholders dan
enguatan Kerja Sama dengan - .
Stakeholders dan Mitra Kerja Mitra Ker_ja dalam _Pelaksanaan
q . Advokasi, Promosi dan KIE Program - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
alam Pelaksanaan Advokasi,
Promosi dan KIE Program KKBPK Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana (Bangga Kencana)
Pengembangan dan Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan
Materi Promosi dan Konseling dan Penyediaan Materi Promosi dan
Kesehatan Reproduksi dan Hak- Konseling Kesehatan Reproduksi dan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
Hak Reproduksi sesuai dengan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan
Kearifan Budaya Lokal Kearifan Budaya Lokal
Pembinaan Promosi dan Jumlah _Laporan Has_il Pembinaan
. .| Promosi dan Konseling Kesehatan - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% - - -
Konseling Kesehatan Reproduksi R .
eproduksi
[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan
Kerja Sama dengan Stakeholders | Stakeholders dan Mitra Kerja dalam
dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan 1 daerah ) 1 daerah 1 daerah ) 1 daerah 1 daerah 100%

Pelaksanaan Advokasi, Promosi
dan KIE Program Bangga
Kencana

KIE Program Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana (Bangga Kencana)
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[ SUB KEGIATAN ] Pelaksanaan
Advokasi dan KIE Program

Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan

T KIE Program Bangga Kencana Melalui 1 daerah - 1 daerah 1 daerah - 1 daerah 1 daerah 100%
Bangga Kencana Melalui Mitra Mitra Keria
Kerja J
LirllJBeﬁiSrllAlﬁggn Penvediaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan
Matgri Prom%si dan Kons):alin dan Penyediaan Materi Promosi dan
. 9 Konseling Kesehatan Reproduksi dan 1 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%
Kesehatan Rep.roduks[dan Hak- Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan
Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budava Lokal
Kearifan Budaya Lokal y
PROGRAM PEMBERDAYAAN .
DAN PENINGKATAN Eee;‘g‘shktztraag :ngu';?ta;a”a” dan - 1 Kebijakan 1 Kebijakan 1 Kebijakan | 100% - - -
KELUARGA SEJAHTERA (KS) ! 9
Indeks pembangunan keluarga 65,54 indeks - 65,54 indeks 65,54 indeks - 63,64 indeks 63,64 indeks 100%
(IBANGGA)
Pengelolaan Pelaksanaan . L
. Peningkatan organisasi perempuan
Desain Program Pembangunan ang mendapatkan pembinaan
Keluarga Melalui Pembinaan yang p P - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
. ketahanan dan kesejahteraan
Ketahanan dan Kesejahteraan keluaraa
Keluarga g
Jumlah organisasi perempuan yang
mendapatkan pembinaan ketahanan 4 organisasi - - - - 4 organisasi 4 organisasi 100%
dan kesejahteraan perempuan
Pembinaan Ketahanan dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
- Ketahanan dan Kesejahteraan - - 1 laporan 1 laporan 100% - - -
Kesejahteraan Keluarga K
eluarga
Jumlah dokumen Hasil Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan 1 dokumen 1 dokumen - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%

Keluarga
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Jumlah PIK-R yang mengikuti

Fasilitasi pengembangan pengembangan kelompok PIK -R di . L L L L 0

kelompok PIK -R di kampung KB kampung KB 1 organisasi 2 organisasi 1 organisasi 1 organisasi 1 organisasi 100%

Pemberdayaan dan peningkatan

peran serta organisasi ersentase organisasi Pemberdayaan

kemasyarakatan tingkat daerah (Fj)an enin kat%ln eran serta or gnisasi

provinsi dalam pembangunan P 9 P ganisasi 40% 40 % %0 % 30% 30% 100%
. . kemasyarakatan tingkat daerah provinsi

keluarga melalui pembinaan dalam pembandunan keluaraa

ketahanan dan kesejahteraan P 9 9

keluarga

Sosialisasi dan promosi tentang Jumlah laporan hasil Sosialisasi dan

pemberdayaan ekonomi keluarga | promosi tentang pemberdayaan 1 laporan 1 laporan 1 laporan ) 1 laporan 100%

dan pengelolaan keuangan
keluarga

ekonomi keluarga dan pengelolaan
keuangan keluarga
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Kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator NSPK, SPM dan IKK dan Indikator Kinerja lainnya. Analisis

kinerja yang menggambarkan capaian kinerja pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan indikator yang

sudah ditentukan dan tertuang dalam Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2026. Analisis kinerja

pelayanan dapat digambarkan pada tabel berikut :

Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Indeks kualitas pelayanan

Target Renstra PD (%)

Tabel T-C.30

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisi

0, 0, 0, i 0, 0, 0, I

PROGRAM PENUNJANG kesekretariatan 90% 95% 90% 84 indeks 95% 95% 90% 82 indeks
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI P_e_rsentase_ke_luhan pengguna yang ) ) 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ditindaklanjuti
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Nilai SAKIP Perangkat Daerah 100 % 100 % 76,00% 71 % 70,50% 70,50% 76,00% 70,50 %
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen perencanaan 4 dokumen | 4 dokumen | 3 dokumen | 6 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah perangkat daerah
Koordinasi dan Penyusunan jumlah dokumen RKA -SKPD 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

Dokumen RKA-SKPD
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S Jumlah dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan laporan hasil koordinasi penyusunan - - - 1 dokumen - - - 2 dokumen
Dokumen Perubahan RKA-SKPD dokumen RKA-SKPD
Jumlah dokumen perubahan DPA-
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan laporan hasil koordinasi ) ) ) ) ) )
perubahan DPA-SKPD penyusunan dokumen perubahan DPA- 1 dokumen 1 dokumen
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 1 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan .
Laporan Capaian Kinerja dan jumlah dokumen forum perangkat 19 19 1 dokumen 23 1 dokumen | 1 dokumen 1 dokumen 3 Laporan
) ST daerah dokumen dokumen Laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat jumiah c_iol_<um_en monitoring dan 4 dokumen | 4 dokumen | 1 dokumen | 1Laporan | 1 dokumen | 1 dokumen 1 dokumen 1 Laporan
Daerah evaluasi kinerja perangkat daerah
Pelaksanaan forum PD Jumlah berita acara forum PD
berdasarkan bidang urusan yang berdasarkan bidang urusan yang .
) ) 2 berita
diampu dalam rangka diampu dalam rangka penyusunan - - - - - - -
_ acara
penyusunan dokumen dokumen perencanaan perangkar=t
perencanaan perangkar=t daerah | daera
Administrasi Keuangan L 0 0 0 0
Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran 100 % 100 % 2 bulan 94,00 % 12 bulan 12 bulan 2 bulan 94,00 %
. - . . . 71
Penyediaan Gaji dan Tunjangan J“m'ah orang menerima gaji dan 41 orang 41 orang 1 tahun orang/bula 1 tahun 1 tahun 1 tahun 50 orang/bulan
ASN tunjangan ASN n
Pelaksanaan penatausahaan dan
> L Jumlah dokumen penatausahaan dan
pengujian/verifikasi keuangan Hanjverifikasi k - - - 2 dokumen
SKPD pengujian/verifikasi keuangan SKPD
L Jumlah laporan keuangan akhirtahun
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan laporan hasil koordinasi 12
Laporan Keuangan Akhir Tahun lp k ka=hi 1 Laporan 1 Laporan | 1 dokumen dok 1 dokumen | 1 dokumen 1 dokumen 1 Laporan
SKPD Pehnyusunan aporan keuangan akg=hir okumen
ahun
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Koordinasi dan Penyusunan Jumlah lapoan keuagamm
Lanoran Keuangan y bulanan/triwulan/semesteram SKPD 16
P -uang dan laporan koordinasi penyusunan 4 laporan 4 laporan | 3 dokumen 3 dokumen | 3 dokumen 3 dokumen 16 Laporan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran | Laporan
SKPD aporan k_euangan
bulnan/triwulan/semestrean SKPD
Penyu_sunan pe't”‘p”ar.‘ da_n Jumlah dokumen pelapon dan analis
analisis prognosis realisasi X L - - - 2 dokumen - - - 2 dokumen
prognosis realiasi anggaran
angaran
Administrasi Kepegawaian Jumlah ASN yang mendapat
Peg pelayanan administrasi kepegawaian 100% 100% 80% 82 Orang 80% 80% 80% 80 Orang
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Pengadaan_ Pakalan Dinas jumlah pakaian dinas pegawai 3 Paket 3 Paket 4 Paket 3 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 3 Paket
Beserta Atribut Kelengkapannya
Bimbingan Teknis Implementasi . . S
Peraturan Perundang-Undangan jumlah pegawai yang mengikuti bimtek 34 Orang 34 Orang 44 Orang 10 orang 44 Orang 44 Orang 44 Orang 85 orang
Sosialisasi peraturan perundang- I .
undangan Jumah orang yang mengikuti sosialisas - - - 78 orang - - - 85 orang
Administrasi Umum Perangkat Jumlah Fasmte_ls Pelayana_n Kantor 100% 100% 100% 113 unit 100% 100% 100% 111 unit
Daerah yang berfungsi dengan baik
Penyediaan Komponen Instalasi . —
Listrik/Penerangan Bangunan Juml;é\jh komponen instalasi listrik yang 4 paket 4 paket K 5 1 paket K 5 K 5 5 komponen 1 paket
Kantor tersedia omponen omponen omponen
Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan d_an perlengkapan 6 paket 6 paket 6 item 6 paket 6 item 6 item 6 item 6 paket
Perlengkapan Kantor kantor yang tersedia
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan da_n 2 paket 2 paket 26 item 2 paket 26 item 26 item 26 item 2 paket
Penggandaan penggandaan yang tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan peraturan 84 84 300 96 300 300
. 300 eksemplar 96 dokumen
Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan yang tersedia dokumen dokumen eksemplar dokumen eksemplar | eksemplar
Fasilitasi Kunjungan Tamu E]:r?;ll;ntg:injungan tamu yang 1 laporan 1 laporan 75 orang 1 laporan 75 orang 75 orang 75 orang 1 laporan




Penyelenggaraan Rapat

Jumlah dokumen rapat koordinasi

Koordinasi dan Konsultasi SKPD daerah SKPD 1 laporan 1 laporan 1 dokumen | 3 laporan 1 dokumen | 1 dokumen 1 dokumen 3 laporan
Penatausahaan arsip dinasmis Jumlah dokumen Penatausahaan arsip
pda SKPD dinasmis pda SKPD ) i i 1 dokumen ) i i 1 dokumen
Pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah pengadaan barang milik
Penunjang Urusan Pemerintah daerah penunjang urusn pemerintah 20% 20% 90% 33 unit 82% 82% 90% 32 unit
Daerah daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah pengadaan peralatan dan 25 unit 25 unit 5 unit 30 unit 5 unit 5 unit 5 unit 30 unit
Lainnya mesin
. Jumlah unit kendaraan dinas
Pengadaan kendaraan dinas . . .
X operasionalatau lapangan yang - - - 1 unit - - - 1 unit
operasional atau lapangan T
disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah jenis jasa penunjang urusan 100% 100% 6206 4 jenis 620 620 620 4 jenis jasa
Urusan Pemerintahan Daerah pemerintah daerah jasa
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan Jgsa surat 1 laporan 1 laporan 600 1 laporan 800 800 600 eksemplar 1 laporan
menyurat yang tersedia eksemplar eksemplar | eksemplar
Penvediaan Jasa Komunikasi jumlah penyedia jasa komunikasi,
Y ; ! sumber daya air dan listrik yang 1 laporan 1 laporan 1 tahun 1 laporan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 laporan
Sumber Daya Air dan Listrik i
tersedia
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah penyedia jasa peralatan Qan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 laporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 laporan
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor yang tersedia
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyedia jasa pelayanan umum 1 laporan 1 laporan 4 unit 1 laporan 4 unit 4 unit 4 unit 1 laporan
Umum Kantor kantor yang tersedia
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Sarana dan Prasarana yan
Daerah Penunjang Urusan yang 100% 100% 12 unit 87 unit 11 unit 11 unit 12 unit 86 unit

Pemerintahan Daerah

berfungsi dengan baik
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Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan

Perizinan Kendaraan Dinas dan pajak kendaraan yang tersedia 15 paket 15 paket 15 unit 24 unit 15 unit 15 unit 15 unit 1 unit
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan mesin yang ) ) ) 60 unit ) ) ) 24 unit
Mesin Lainnya terpelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pendukung Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi
Gedung Kantor atau Bangunan sarana dan prasarana gedung kantor 1 tahun 1 tahun 6 ruang 1 unit 6 ruang 6 ruang 6 ruang 1 unit
Lainnya yang terpelihara
PROGRAM Jumlah perempuan kepala keluarga
PENGARUSUTAMAAN (PEKA) didampingi untuk 1 1 1 300 oran 1 1 1 Kebiiakan 400 oran
GENDER DAN peningkatan kapasitas dalam Kebijakan | Kebijakan | Kebijakan 9 Kebijakan | Kebijakan ! 9
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | kewirsusahaan
Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada Lembaga Penguatan lembaga PUG - - 400 orang 10 400 orang | 400 orang 400 orang 10 Lembaga
! kewenangan provinsi Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah laporan hasil koordinasi dan
Pelaksanaan PUG Kewenangan sinkronisasi penyelenggara PUG - - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Provinsi tingkat provinsi
Advokasi Kebijakan dan . . -
Pendampingan Pelaksanaan PUG jumlah SDM tingkat provinsi yang 1
memperoleh advokasi kebijakan dan - - - - - - 1 Dokumen

termasuk PPRG Kewenangan . Dokumen

S pendampingan penyelenggara PUG
Provinsi
Sosialisasi Kebijakan Jumlah peserta sosialisasi kebijakan
Pelaksanaan PUG termasuk P ! - - 130 Orang 30 orang 130 Orang | 130 Orang 130 Orang -

PPRG Kewenangan Provinsi

penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi
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Pemberdayaan Perempuan
Bidang POl't'.k’ Hukum, Sc_>5|al_, Pengembangan SDM Perempuan 1 1
dan Ekonomi pada Organisasi bidang politik dan hukum dokumen | dokumen i i ) i i i
Kemasyarakatan Kewenangan gp
Provinsi
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan ) i 1 1 1 1 1 Lembada 1 Lembada
Menuju LPLPP Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga 9 9
Pengembangan SDM Perempuan 1 1 i i ) i i i
Bidang Politik dan hukum Dokumen Dokumen
Jumlah pengelola organisasi
e . kemasyarakatan/profesi/dunia
Sosialisasi Peningkatan usaha/media tingkat provinsi
Partisipasi Perempuan di Bidang mengikuti eningkata% ka asi%gs dalam - - 430 300 190 190 430 Peserta 450 oran
Politik, Hukum, Sosial, dan 9 P 9 apasit Peserta orango Peserta Peserta 9
. I rangka peningkatan partisipasi
Ekonomi Kewenangan Provinsi 7 e
perempuan di bidang politik, hukum,
sosial dan ekonomi
Jumlah dokumen hasil sosialisasi
peningkatan partisipasi perempuan dan 1 1 ) ) ) ) ) _
bidang politik hukum, sosial dan dokumen dokumen
ekonomi kewenangan provinsi
Advokasi Kebijakan dan Jumlah organisasi kemasyaquatan/
. . profesi/ dunia usaha/ media tingkat
Pendampingan Peningkatan S - . . i
S provinsi yg diadvokasi dan didampingi 10 10
Partisipasi Perempuan dalam . T L . - 2 lembaga - - - 2 lembaga
o . dalam rangka peningkatan partisipasi organisasi | organisasi
Politik, Hukum, Sosial, dan L .,
Ek h o perempuan di bidang politik, hukum,
onomi Kewenangan Provinsi - -
sosial dan ekonomi
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Jumlah organisasi masyarakat yang
mengikuti advokasi dan pendampingan
kebijakan peningkatan partisipasi
perempuan di bidang politik, hukum,

; - - - 2 lembaga - 2 lembaga | 2lembaga 2 lembaga -
sosial dan ekonomi kewenangan
provinsi kepada organisasi masyarakat
di kab/kota
Penguatan dan Pengembangan | Jumlah perempuan kepala keluarga
Lembaga Penyedia Layanan (PEKA) dldamplngl_untuk - - 400 Orang | 300 Orang | 400 Orang | 400 Orang 400 Orang 300 Orang
Pemberdayaan Perempuan peningkatan kapasitas dalam
Kewenangan Provinsi kewirsusahaan
Penguatan lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan 1 1
dokumen | dokumen i i ) i i i
Advokasi Kebijakan dan ;umlgh Ic_jembagg Penyedia Layanan
Pendampingan kepada Lembaga emberdayaan Ferempuan
. Kewenangan Provinsi yang Mendapat 10 10
Penyedia Layanan Advokasi dan Pendampi lembaga lembaga i i ) i i i
Pemberdayaan Perempuan vokasi dan Fendampingan 9 9
Kewenangan Provinsi
Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan)
dalam bentuk &Pusat Pembelajaran - - llembaga | llembaga | 1llembaga | 1lembaga 1 lembaga 1 lembaga
Perempuan& (PUTARAN) yang
terstandarisasi tingkat Provinsi
. . Jumlah perempuan SIAP (Suara dan
Peningkatan Kapasitas . Aksi Perempuan Pelopor) di bidang
Sumberdaya Lembaga Penyedia . - : . 500 500 500
Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemim - - 100 orang 500 peserta 300 orang
Layanan Pemberdayaan peserta peserta peserta

Perempuan Kewenangan Provinsi

pinan/Hukum pd LPLPP Tingkat
Provinsi
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Jumlah Sumberdaya Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Provinsi yang | 100 orang | 100 orang - - - - - -
Mendapat Peningkatan Kapasitas
Pengemt_)angan Komqnlka5| Jumlah Pusat Informasi Sahabat
Informasi dan Edukasi (KIE) ) . . . . . . .
Perempuan (Prisma) yg terbentuk di 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Pemberdayaan Perempuan L n
= provinsi
Kewenangan Provinsi
Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi
dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Provinsi yang | 1 dokumen | 1 dokumen - - - - - -
Tersedia
PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase korban kekere_lsan ) ) 23.46 % 24.96 % 23.46 % 23.46 % 23.46 % 23.24 %
PEREMPUAN perempuan yang terlayani
Kebijakan Perlindungan Perempuan 2 . 2 . - - - - - -
Kebijakan | Kebijakan
Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan yang
melibatkan para Pihak Lingkup P::]Iignudfﬁﬁn ;rfleggr?wgi?n ) ) Iemlboa a Iemlboa a Iemlboa a Iemlboa a 10 lembaga 10 lembaga
Daerah Provinsi dan Lintas P ganp P 9 9 9 9
Daerah Kabupaten/Kota
jumlah dokumen layanan pengaduan
masyarakat bagi perempuan korban 1 1 ) B } ) ) )
kekerasan dokumen dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pelaksanaan Kebijakan, Program | Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,
dan Kegiatan Pencegahan Program dan Kegiatan Pencegahan - - 3 dokumen | 1 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
Kekerasan terhadap Perempuan Kekerasan terhadap Perempuan
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
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Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan Pencegahan

Kekerasan terhadap Perempuan 2 dokumen | 2 dokumen i i ) i i i
Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Jumlah Perangkat Daerah yang 10 20 10 10
Pendampingan Layanan Mendapat Advokasi dan 10 Perangkat 10 Perangkat
. - . - - Perangkat | Perangkat | Perangkat | Perangkat
Perlindungan Perempuan Pendampingan Layanan Perlindungan Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah
Kewenangan Provinsi Perempuan Kewenangan Provinsi
Jumlah layanan pengaduan masyarakat
bagi perempuan korban kekerasan
tingkat daerah Provinsi dan lintas 10 layanan | 10 layanan - - - - - -
Daerah Kab/Kota
Pen_yedlaan L_ayanan Rujukan Cakupan perempuan dan anak
Lanjutan bagi Perempuan
Korban Kekerasan yang korban kekerasan yang 50
’ - mendapatkan penanganan - - 75% 75% 75% 75% 80%
memerlukan Koordinasi Tingkat . layanan
T ; pengaduan oleh petugas terlatih
Daerah Provinsi dan Lintas dalam unit pelavanan terpadu
Daerah Kabupaten/Kota pelay P
jumlah dokumen layanan pengaduan
masyarakat bagi perempuan korban 1 1
kekerasan dokumen | dokumen ) ) . ) ) )
Penyediaan Layanan Pengaduan | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan
Masyarakat bagi Perempuan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang 80 orang 80 orang 30 orang 300 Orang 30 orang 30 orang 30 orang 40 Orang

Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Mendapatkan Layanan Pengaduan
Masyarakat
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Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan

Melaksanakan penguatan dan
pengembangan bagi SDM lembaga

- h . - - - 60 orang - - - -

Perlindungan Perempuan penyedia layanan perlindungan
Kewenangan Provinsi perempuan kewenangan provinsi

peningkatan kapasitas sumberdaya 15 oran 15 oran ) ) ) ) ) _

manusia pada unit penyedia layanan g 9
Peningkatan Kapasitas Sumber Jumlah Sumberdaya Lembaga
Daya Lembaga Penyedia Penyedia Layanan Penanganan bagi
Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan 15 orang 15 orang - 60 orang - - - -
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat
Kewenangan Provinsi Peningkatan Kapasitas
PROGRAM PEMENUHAN HAK . i i 0 0 0 0 0 0
ANAK (PHA) Predikat kabupaten/kota layak anak 90% 90% 90% 90% 90% 90%

3 3

Penguatan Pemenuhan Hak Anak Kebijakan | Kebijakan - - - - - -
Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah, Non Jumlah lembaga yang mendapatkan ) ) 10 10 10 10 10 lembaga 10 lembaga
Pemerintah, dan Dunia Usaha penguatan pelembagaan PHA lembaga lembaga lembaga lembaga 9 9
Kewenangan Provinsi

1 1

Penguatan pelembagaan PHA Kab/Kota Kab/Kota - - - - - -
Advokasi Kebijakan dan Jumlah perangkat daerah yan
Pendampingan Pemenuhan Hak per: dgk {) 9
Anak pada Lembaga Pemerintah mempunyai dokumen pembangunan 3 30 perangkat
N - . ' | daerah yang responsif hak anak dan - - - perangkat - - -

on Pemerintah, Media dan . daerah
berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA daerah

Dunia Usaha Kewenangan
Provinsi

tingkat Provinsi yang berfungsi




47

Advokasi sosialisasi dan
pendampingan pelaksanaan

Jumlah perangkat daerah yang

- mempunyai dokumen pembangunan 30 3 30 30
kebljak_an PHA pada Ier_nbaga daerah yang responsif hak anak dan - - perangkat perangkat perangkat perangkat 30 perangkat -
pemerintah, non pemerintah, . daerah
) ] berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA daerah daerah daerah daerah
media, dunia usaha kewenangan tingkat Provinsi yang berfungsi
provinsi 9 yang 9
Advokasi Kebijakan dan Jumlah Organisasi Pemerintah. Non
Pendampingan Pemenuhan Hak Pemerintah. Media dan Dunia Usaha
o 30 30

Anak pada Lembaga Usaha Kewenangan Provinsi yang oraanisasi organisasi

Mendapat Advokasi Kebijakan dan 9 g - - - - - -

- perangkat | perangkat
Pendampingan Pemenuhan Hak Anak
. daerah daerah

pada Lembaga Pemerintah. Non

Pemerintah. Media dan Dunia Usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pelembagaan Pemenuhan Hak Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan | 1 dokumen | 1 dokumen - 1 dokumen - - - 1 dokumen
Anak Kewenangan Provinsi Hak Anak Kewenangan Provinsi
Penguatan dan Pengembangan Jumlah lembaga layanan penguatan
Lem_baga Penyedi_a Laygnan dalam peningl?atanykualitgs h?dup - - 10 10 10 10 10 lembaga 10 lembaga
Peningkatan Kualitas Hidup anak lembaga lembaga lembaga lembaga
Anak Kewenangan Provinsi

Jumlah dokumen penguatan

lembaga penyedia layanan 1 1 _ ) ) ) ) )

peningkatan kualitas hidup anak dokumen | dokumen
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi
Pemenuhan Hak Anak bagi il#‘rglI(ah kegiatan KIE Pemenuhan Hak - - 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Provinsi
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Jumlah dokumen KIE pemenuhan hak
anak bagi lembaga penyedia layanan ) ) ) ) ) )
peningkatan kualitas hidup anak 1 dokumen | 1 dokumen
kewenangan provinsi
Penguatan Jejaring Antar Jumlah Kegiatan kerjasama antar
Lembaga Penyedia Layanan Lembaga penyedia layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak | pemernuhan hak anak Kewenangan - - 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kewenangan Provinsi dan Lintas Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/
Daerah Kabupaten/Kota Kota
Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring
Antar Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak 1 dokumen | 1 dokumen _ _ _ _ _ _
Kewenangan Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase penyelesaian kasus . ) o o o o o o
KHUSUS ANAK kekerasan terhadap anak 4.07% 3,88% 4.07 % 4.07 % 407 % 3.88%
Persentase Pemenuhan Kebutuhan
Hak Anak 90% 90% - - - - - -
Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak yang Melibatkan Jumlah Lembaga Lavanan Anak
para Pihak Lingkup Daerah ang menda atgkan I%/elatihan - - llembaga | 1lembaga | 1lembaga | 1lembaga 1lembaga 1 lembaga
Provinsi dan Lintas Daerah yang P
Kabupaten/Kota
dokumen pencegahan kekerasan
terhadap anak 1 1 - - - - - -
Dokumen Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 1 1 2 2 2
Pencegahan Kekerasan terhadap | Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Dokumen Dokumen Dokumen 1 dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 1 dokumen
Anak Kewenangan Provinsi terhadap Anak Kewenangan Provinsi
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Penyediaan Layanan bagi Anak
yang Memerlukan Perlindungan

Jumlah layanan pengaduan

masyarakat bagi anak korban 75 50 75 75
Khusus yang Memerlukan kek M luk - - | | | | 75 layanan 80 layanan
Koordinasi Tingkat Daerah ekerasan yang Memerlukan ayanan ayanan ayanan ayanan
N Perlindungan Khusus
Provinsi
jumlah dokumen komunikasi
informasi dan edukasi (KIE) anak 1 1
yang memerlukan perlindungan - - - - - -
khusus kewenangan Provinsi dokumen | dokumen
p b K iKasi Jumlah Dokumen kegiatan Komunikasi
| (?ngem_alggal? .C)ank' asl, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang
'\qormalls:(, ; aI'SId nakyang Memerlukan Perlindungan Khusus 1 dokumen | 1 dokumen - - - - - -
emeriukan Feriindungan Kewenangan Provinsi
Khusus Kewenangan Provinsi
[ SUB KEGIATAN ] Penyediaan
Layanan Pengaduan Masyarakat | Jumlah AMPK yang mendapatkan
bagi Anak yang Memerlukan layanan pengaduan Kewenangan - - 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 40 orang
Perlindungan Khusus Provinsi
Kewenangan Provinsi
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi
Pelaksanaan Layanan AMPK IJ;Inghn?(hgvﬁlgn);ar?ganmE?g\iliﬁszan - - 30 orang 50 layanan 30 orang 30 orang 30 orang 50 orang
Kewenangan Provinsi y 9
Penguatan dan Pengembangan
’I&ir:kb agﬁ Pl\e/lr;);?g:ﬁjllzgzanan bagi Jumlah dokumen penguatan dan
Perlinﬁungan Khusus Tinakat pengembangan lembaga penyedia - - 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
gan #&f 19 layanan perlindungan anak
Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan KIE (komunikasi,
?;ﬂ?r%isr:bgﬁnkﬁgghz?nak JKléTvgr?a};:gir?grlg/cijﬁgigan AMPK - - 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Kewenangan Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN .
SISTEM DATA GENDER DAN Persentase Capaian Data Gender - - 75% 80% 75% 75% 75% 80%

ANAK

dan anak
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Capaian Data Gender dan anak
sebagai dasar perencanaan
pembangunan berdasarkan Data 75% 75% - - - - - -
Pilah
Pengumpulan, Pengolahan
Analisis dan Penyajian Data
Gender dan Anak dalam Juml_ah _Data Gender Qan Anak - - 20 data 20 data 20 data 20 data 20 data 20 data
R Provinsi yang Tersedia
Kelembagaan Data di Tingkat
Daerah Provinsi
Capaian Data Gender dan Anak
sebagai dasar perencanaan o o
pembangunan berdasarkan data 5% 75% ) ) ) ) ) )
pilah
Penyediaan Data Gender dan Jumlah Dokumen Data Gender Provinsi
o . 3 dokumen | 3 dokumen - - - - - -
Anak Provinsi yang Tersedia
Jumlah Dokqmen Data anak Provinsi 1 dokumen | 1 dokumen _ ) ) ) ) )
yang Tersedia
Jumiah dokumen data gender dan - - 2 dokumen | 4 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
anak provinsi yang tersedia
Penyajian dan Pemanfaatan Data | Jumlah Dokumen Penyajian dan
Gender dan Anak dalam Pemanfaatan Data Gender dan Anak 1 dokumen | 1 dokumen | 2 dokumen | 6 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
Kelembagaan Data Provinsi dalam Kelembagaan Data Provinsi
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
BIDANG FASILITASI
PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN Persentase Cakupan kepemilikan . ) o o o o o o
PENDUDUK dokumen pendaftaran penduduk 70% 80% 70% 70% 70% 80%
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Kebijakan terkait dengan 6 6
pendaftaran penduduk Kebijakan | Kebijakan - - - - - -
jumlah kebijakan terkait pelayanan
Pelayanan Pendaftaran pendaftaran penduduk Kab/Kota Se- 1 1 - - - - - -
Kependudukan : kebijakan kebijakan
Kaltim
Jumlah Dokumen fasilitasi layanan
Penyelenggaraan pendafataran 1 1 1 1
kependudukan pendaftaran penduduk ) i dokumen | dokumen | dokumen | dokumen 1 dokumen 1 dokumen
. o Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk 6 6
Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang | pokumen | Dokumen - - - - - -
Berdasarkan Kebijakan Nasional Ditetapkan
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi ) i 1 laporan 3 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Penduduk Pendaftaran Penduduk P P P P P P
Sosialisasi Terkait Pendaftaran Jumlah Laporan Hasil sosialisasi ) ) 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Penduduk Pendaftaran Penduduk P P P P P P
Pembinaan dan pengawasan jumlah dokumen peningkatan 1 1 1 1
penyelenggaraan pendaftaran kapasitas layanan pendaftaran - - dokumen dokumen dokumen dokumen 1 dokumen 1 dokumen
penduduk penduduk
Pembinaan dan pendawasan jumlah laporan hasil pembinaan dan
: peng pengawasan terkait pendaftaran - - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
terkait pendaftaran penduduk
penduduk
Bimbingan teknis terkait jumlah laporan hasil bimbingan teknis ) ) 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pendaftaran penduduk pendaftaran penduduk
PROGRAM PENCATATAN sipiL | Fersentase Cakupan kepemilikan 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 100%
dokumen pencatatan sipil
Kebijakan terkait pencatatan sipil 6 6
Kebijakan | Kebijakan ) ) ) ) ) )
Penyelenggaraan Pencatatan Jumlah dokumen penyelenggaraan . ) 2 2 2 2
Sipil di Provinsi pencatatan sipil dokumen dokumen dokumen dokumen 2 dokumen 2 dokumen
Penetapan Kebijakan Teknis di Jumlah kebijakan teknis di bidang 6 6 6 i 6 6 6 Dokumen i
Bidang Pencatatan Sipil catatan sipil yang telah ditetapkan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
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Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di
Bidang Pencatatan Sipil yang - - - 2 dokumen - - - -
Ditetapkan
I . - Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 6 6
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Dokumen Dokumen 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Sosialisasi Terkait Pencatatan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi . ) 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Siplil terkait Pencatatan Sipil P P P P P P
Pemberian konsultasi jumlah dokumen Pemberian
penyelenggaraan pencatatan konsultasi penyelenggaraan - - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
sipil pencatatan sipil
Pembinaan dan pengawasan Jumlah laporan Pembinaan dan
: 2 . - - - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
terkait pencatatan sipil pengawasan terkait pencatatan sipil
Bimbingan teknis terkait Jumlah laporan Bimbingan teknis
- - L - - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
pencatatan sipil terkait pencatatan sipil
PROGRAM PENGELOLAAN L
INFORMASI ADMINISTRASI Pfobv':ﬁgf' data kependudukan skala - - 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
KEPENDUDUKAN P
Kebijakan terkait pengelolaan 5 5
administrasi kependudukan > > - - - - - -
P Kebijakan | Kebijakan
Penataan Pengelolaan 3 3
Informasi Administrasi Jumlah data kependudukan dokumen dokumen - - - - - -
Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan .
Informasi Administrasi Persentase jumlah OPD yang - - 27% 28% 27% 27% 27% 28%
memanfaatkan data kependudukan
Kependudukan
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Penyusunan Tata Cara
Perencanaan, Pelaksanaan,
Pemantauan, Evaluasi,
Pengendalian dan Penyusunan
Pelaporan Adminduk Terkait
Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan
Tata Cara Pengelolaan Data
Kependudukan yang Bersifat Data
Perseorangan, Data Agregat dan Data
Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota

6 dokumen

6 dokumen

Fasilitasi Terkait Pengelolaan

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi

Informasi Administrasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi - - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Kependudukan Kependudukan
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi
Informasi Administrasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi - - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Kependudukan Kependudukan
Penyelenggaraan Pemanfaatan Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan ) ) 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Data Kependudukan data kependudukan
[ KEGIATAN ] Pembinaan dan Jumlah dokumen Pembinaan dan
Pengawasan Pengelolaan . 1 1 1 1
) g . Pengawasan Pengelolaan Informasi - - 1 dokumen 1 dokumen
Informasi Administrasi Administrasi Kependudukan dokumen dokumen dokumen dokumen
Kependudukan Provinsi P
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan
tekait Pengelolaan Informasi Pengawasan terkait Pengelolaan - - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Administrasi Kependudukan Informasi Administrasi Kependudukan
Bimbingan Teknis Terkait Jumlah Sumber Daya Manusia yang
Pengelolaan Informasi Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait
Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan Informasi Administrasi - - 40 orang 80 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang

Pendayagunaan Data
Kependudukan

Kependudukan dan Pendayagunaan
Data Kependudukan

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
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PROGRAM PENGENDALIAN . . ) o o o o o o

PENDUDUK Angka kelahiran total 2,10% 60 % 2,10% 2,10% 2,10% 55 %
Kebijakan tentang pengendalian
penduduk 1 1 - - - - - -

Kebijakan | Kebijakan
Pemaduan dan Sinkronisasi Jumlah sektor yang menyepakati
5;?Ijgﬁa;efneerﬂﬁrtgagal:?:ﬁt dan memanfaatkan data profil
gan, (parameter dan proyeksi penduduk) - - 5 sektor 5 sektor 5 sektor 5 sektor 5 sektor 5 sektor
Provinsi dalam rangka
. . untuk perencanaan dan pelaksanaan

Pengendalian Kuantitas b

Penduduk program pembangunan
kebijakan tentang pengendalian 5 5 ) ) ) ) ) _
penduduk Dokumen Dokumen

Penyusunan dan Pemanfaatan

Grand Design Pembangunan Jumlah dokumen Grand Design 1 1 1 ) 1 1 1 Dokumen )

Kependudukan (GDPK) Tingkat Pembangunan Kependudukan (GDPK) Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

Provinsi
Jumlah dokumen Penyusunan dan
Pemanfaatan Grand Design
Pembangunan Kependudukan (GDPK) - ) - - - - - -
Tingkat Provinsi
Jumlah Laporan Penyusunan dan
Pemanfaatan Grand Design
Pembangunan Kependudukan (GDPK) 3 laporan 3 laporan - - - - - -
Tingkat Provinsi

. e Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi
Advokasi dan Sosialisasi GDPK dan Sosialisasi GDPK - - 1 laporan 3 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
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Implementasi Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal, Non
Formal dan Informal Pada

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Pendidikan Kependudukan Jalur
Formal, NonFormal dan Informal pada

Jenjang SI._TA-MA Melalui Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah - - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Sekolah Siaga ; .
. Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok
Kependudukan/SSK dan Pojok Kenendudukan/PJIK
Kependudukan/PJK P
PROGRAM PEMBINAAN Angka prevalensi kontrasepsi ) ) o o o o o o
KELUARGA BERENCANA (KB) modern 67,98% 68,42 % 67,98% 67,98% 67,98% 68,42 %
Peningkatan SDM yang mendapatkan
KIE Pengendalian Penduduk dan o o
Keluarga Berencana (KB) Sesuai 50% 50% i i ) i i i
Kearifan Budaya Lokal
Pengembangan Desain
Program, Pengelolaan dan
Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan : ) i o o 0 o o o
Edukasi (KIE) Pengendalian Ratio akseptor KB 0,76 % 0,76 % 0,76 % 0,76 % 0,76 % 0,76 %
Penduduk dan Keluarga
Berencana (KB) Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
Peningkatan jumlah peserta KB L L - - - - - -
9 J P dokumen dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan
. Kerja Sama dengan Stakeholders dan
Penguatan Kerja Sama dengan . i3 dal lak
Stakeholders dan Mitra Kerja Mitra Keqa ajam .Pe aksanaan
Advokasi, Promosi dan KIE Program 1 dokumen | 1 dokumen - - - - - -

dalam Pelaksanaan Advokasi,
Promosi dan KIE Program KKBPK

Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana (Bangga Kencana)
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: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan
Pengembangan dan Penyediaan : . .
Materi Promosi dan Konseling zan Pel_nyel(ilaanhl\/:ategProrgoil q§n
Kesehatan Reproduksi dan Hak- onseling Kesenatan Reproduxsi dan 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
; : Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan
Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Bud Lokal
Kearifan Budaya Lokal earilan Budaya Loka
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Pembinaan Promosi dan Promosi dan Konseling Kesehatan 1 laboran 1 laporan i ) ) ) } }
Konseling Kesehatan Reproduksi | Reproduksi P p
[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan
Kerja Sama dengan Stakeholders | Stakeholders dan Mitra Kerja dalam
dan Mitra Kerja dalam_ _ Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan . ) 1 daerah 1 daerah 1 daerah 1 daerah 1 daerah 1 daerah
Pelaksanaan Advokasi, Promosi KIE Program Pembangunan Keluarga,
dan KIE Program Bangga Kependudukan, dan Keluarga
Kencana Berencana (Bangga Kencana)
'[A‘Z\L/JO?(;(SI?(&;;AHTQE Lf’oeI?:;anaan Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan
gram. KIE Program Bangga Kencana Melalui - - 1 daerah 1 daerah 1 daerah 1 daerah 1 daerah 1 daerah
Bangga Kencana Melalui Mitra . :
. Mitra Kerja
Kerja
[ SUB KEGIATAN | . Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan
Pengembangan dan Penyediaan dan P di M ip id
Materi Promosi dan Konseling an Fenyediaan ateri Promosi dan
. Konseling Kesehatan Reproduksi dan - - 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Kesehatan Reproduksi dan Hak- - .
. ) Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan
Hak Reproduksi sesuai dengan .
: Kearifan Budaya Lokal
Kearifan Budaya Lokal
PROGRAM PEMBERDAYAAN Peningkatan SDM ketahanan dan 1 1
DAN PENINGKATAN kesejahteraan keluarga Kebijakan | Kebijakan i i ) i i i
KELUARGA SEJAHTERA (KS) ! 9 J !
Indeks pembangunan keluarga ) ) 63,64 65,54 63,64 63,64 . .
(IBANGGA) indeks indeks indeks indeks | 6364indeks | 6554indeks




Pengelolaan Pelaksanaan
Desain Program Pembangunan

Peningkatan organisasi perempuan

. . yang mendapatkan pembinaan 1 1
Keluarga Melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan dokumen | dokumen ) ) ) ) ) )
Ketahanan dan Kesejahteraan )
keluarga
Keluarga
Jumlah organisasi perempuan yang
. 4 4 4 4 L L
mendapatkan pembinaan ketahanan - - S L L . . | 4organisasi 4 organisasi
. organisasi | organisasi | organisasi | organisasi
dan kesejahteraan perempuan
) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Pembinaan Ketahanan dan Ketahanan dan Kesejahteraan 1laporan | 1 laporan ) ) . ] ) ]
Kesejahteraan Keluarga Keluarga
Jumlah dokumen Hasil Pembinaan 1 1 1 1
Ketahanan dan Kesejahteraan - - 1 dokumen 1 dokumen
Keluarga dokumen dokumen dokumen dokumen
Jumlah PIK-R yang mengikuti
Fasilitasi pengembangan pengembangan kelompok PIK -R di ) i 1 12organisa 1 1 1 organisasi 1 organisasi
kelompok PIK -R di kampung KB kampung KB organisasi Si organisasi organisasi 9 9
Pemberdayaan dan peningkatan persentase organisasi Pemberdayaan
peran serta organisasi dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat daerah kemasyarakatan tingkat daerah provinsi
provinsi dalam pembangunan dalam pembangunan keluarga - - 30% 40% 30% 30% 30% 40%
keluarga melalui pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan
keluarga
Sosialisasi dan promosi tentang Jumlah laporan hasil Sosialisasi dan
i romosi tentang pemberdayaan
pemberdayaan ekonomi keluarga | P 9P 4 - - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

dan pengelolaan keuangan
keluarga

ekonomi keluarga dan pengelolaan
keuangan keluarga
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Pada Tabel di atas, dapat kita cermati bahwa ada 1 (satu) indikator yang
menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah yang tercantum di dalam RPJMD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2026 yaitu Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG). Pada tahun 2025 IDG ditargetkan sebesar 67.31 dan realisasi
tahun 2022 sebesar 66.89 tingkat capaian sebesar 103,50%. Data bersumber
dari Badan Pusat Statistik RI.

Ketimpangan gender di Kalimantan Timur masih terjadi. Hal ini
tergambar dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG) yang masih rendah. Secara khusus bila membahas peran
perempuan dalam pembangunan, maka indikator IDG Kalimantan Timur
masih rendah bila dibandingkan daerah lain di Pulau Kalimantan dan berada
di bawah IDG nasional. Hal ini menunjukkan Kaltim masih terjadi
ketimpangan/ ketidaksetaraan gender pada partisipasi perempuan dalam
pembangunan. Untuk itu perlu perhatian yang besar untuk peningkatan

kualitas hidup perempuan sehingga dapat berdaya dan produktif.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal Kritis yang
Terkait dengan Pelayanan Perangkat daerah

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih belum terpenuhinya jaminan perlindungan dan
pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak serta belum
setaranya kualitas hidup dan peran perempuan dalam
pembangunan, permasalahan ini yang lebih dikenal dengan
sebutan 3 M yaitu (1) akhiri kesenjangan Ekonomi, Politik dan
pengambilan keputusan perempuan, (2) akhiri kekerasan
terhadap perempuan dan anak, dan (3) akhiri perdagangan

orang.
b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahannya adalah masih rendahnya minat akseptor KB
metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), lemahnya
koordinasi lintas program dalam mewujudkan KB yang responsif
gender, tingginya angka perkawinan usia anak dan masih

banyaknya usia remaja (sekolah) yang belum mendapatkan
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fasilitasi pengembangan kualitas diri melalui wadah/forum PIK

R dan BKR.
c. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sampai saat ini permasalahan yang timbul adalah masih
kurangnya kesadaran/pemahaman masyarakat akan
pentingnya dokumen dan belum optimalnya pelaksanaan KTP-

El, serta belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan

2.3.2Dampak terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap
capaian program nasional/intenasional, seperti NSPK, SPM dan

SDGs

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
terhadap capaian program untuk bagian pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak yaitu:

1. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan,
dengan indikator penunjang keberhasilan nya yaitu indeks
pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender
(IDG).

2. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, dengan
indikator penunjang keberhasilannya yaitu proporsi keterwakilan
perempuan di lembaga legislatif, proporsi keterwakilan
perempuan sebagai pengambil kebijakan, dan sumbangan

perempuan dalam pendapatan kerja.

2.3.3Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat
Daerah
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan
DKP3A Provinsi Kalimantan Timur pada lima tahun mendatang
adalah sebagai berikut:

- Kuranganya Pemahaman dan komitmen para pengambil
kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif
gender di semua bidang dan urusan dalam tahapan
pembangunan

- Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara
efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

dalam pembangunan dan angka kemiskinan perempuan yang
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cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan
kesetaraan dan keadilan gender

Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak
semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk
memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya
perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan
penipuan

Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak
harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan
pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi
tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak

Belum terintegrasi sistem data gender dan anak antar
kabupaten kota

Meningkatnya kualitas kesehatan perempuan yang ditandai
dengan tingginya Angka Harapan Hidup perlu disertai dengan
peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi dan
sosial

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan

DKP3A Provinsi Kalimantan Timur pada lima tahun mendatang

adalah sebagai berikut:

Pengalaman bekerjasama dengan lembaga internasional cukup
besar

Beberapa kebijakan strategis dari Kementrian KPPPA turut
memperkuat pencapaian kinerja DKP3A Provinsi Kalimantan
timur

Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah
tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk
meningkatkan kesetaraan gender di daerah

Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah
dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan,
perlindungan perempuan dan anak

Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan
kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh
pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi
Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi
Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan,

Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan
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Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s)
Tahun 2015-2030)

Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian
terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat
dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait
perempuan dan anak

Adanya  dukungan = kebijakan dalam  pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam
peningkatan kualitas pemenuhan hak anak

Menguatnya dukungan swasta dalam percepatan pencapaian
hak-hak anak

Berkembangnya kapasitas masyarakat untuk memperkuat
jaringan kelembagaan dalam mengatasi permasalahan

kesenjangan gender dan pemenuhan hak-hak anak

2.3.4Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat

daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a.

Permasalahan terkait kesekretariatan:

e Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

e  Hasil Evaluasi kinerja belum dijadikan sebagai pedoman.

e Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk
menunjang pelayanan perangkat daerah.

e Kurangnya pengembangan kompetensi ASN disebabkan
oleh terbatasnya diklat yang tersedia, diklat yang ada
hanya pada kegiatan teknis tertentu.

e Adanya Mutasi Pegawai pada bidang teknis menghambat
proses pelayanan.

e Belum optimalnya penggunan SOP dalam pelayanan
internal sehingga berpengaruh terhadap lauanan publik.

° Dalam capaian kinerja belum sepenuhnya berpedoman

pada dokumen Perencanaan dan Penganggaran.

b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

e Angka Harapan Hidup Perempuan relatif lebih tinggi
dibandingkan dengan angka harapan hidup laki-laki.
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Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun
relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) rendah dibandingkan
kondisi ideal dan daerah lain.

Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah,
terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam
parlemen.

Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan
tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh
penduduk laki-laki lebih tinggi dari pendapatan penduduk
perempuan.

Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya
saing dalam menduduki kepemilikan wusaha, sehingga
untuk kepemilikannya diserahkan kepada suami/anak
laki-lakinya.

Kurangnya minat dan kompetensi serta peluang

perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi.

c. Permasalahan Perlindungan Hak Perempuan:

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat

dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah

kasus KDRT.

v

Perhitungan Data Korban Kekerasan sering terjadi tidak
optimal karena terdapat kasus yang tidak dilaporkan,
masyarakat masih enggan melaporkan karena menanggap
aib keluarga, atau karena tdak mengetahui lembaga
layanan.

Belum optimalnya fungsi lembaga layanan bagi perempuan
penyandang disabilitas

Belum tersedianya data perempuan tenaga kerja korban
kekerasan

Belum optimalnya pencatatan laporan data kekerasan
melalui aplikasi simfoni dikarenakan mutasi pegawai/

tenaga teknis.

Perempuan sangat rentan terhadap pornografi dan kekerasan.

Belum maksimalnya fungsi dan peran gugus tugas PTPPO serta

belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD, instansi

vertikal, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dll.
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Belum optimalnya peran lembaga pemerhati perempuan dalam

pemenuhan perlindungan hak perempuan.

Permasalahan Perlindungan Anak:

Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak
anak, seperti perkawinan anak, anak jalanan dan anak
berhadapan dengan hukum (ABH)

Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti
pornografi, pelecehan seksual, & penipuan terlihat dari kasus
pornografi dan cyber crime.

Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi
dan pemenuhan Hak Anak.

Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang
anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll

Angka anak Putus sekolah yang cukup tinggi.

Belum sepenuhnya sistem perlindungan di provinsi dan

kabupaten/kota berjalan dengan baik.

Permasalahan Tumbuh Kembang Anak:

Belum semua anak memiliki akte kelahiran.

Masih tingginya anak yang belum memiliki kartu identitas
anak.

Kurangnya pengetahuan / informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan keluarga yang aman. Hal ini dapat terlihat dari
jumlah anak korban kekerasan.

Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.

Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah
anak

Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang
anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)

Masih kurangnya tindak lanjut dari Komitmen pemerintah
daerah, penentu kebijakan, masyarakat,dunia usaha, perguruan

tinggi dalam menuju Kota Layak Anak.

Permasalahan Sistim Infornasi Gender dan Anak.

Data dan informasi yang ada tidak terpilah dan tidak terbaru
Belum terbangunnya jaringan sistem informasi data gender dan

anak
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Masih kurangnya partisipasi OPD dalam menyediakan data
gender dan anak.

Kurangnya tersedianya kelembagaan sistem informasi gender
dan anak

Belum semua wilayah Kalimantan Timur dengan mudah

mengakses internet untuk penggunaan aplikasi Simfoni PPPA.

g. Permasalahan Pengendalian Penduduk dan KB

Banyaknya penduduk yang migrasi ke Provinsi Kalimantan
Timur untuk meningkatkan taraf hidup terbatas oleh
kompetensi rawan menjadi kelompok marjinal.

Adanya dampak Demografi penduduk berupa terbatasnya
Pengembangan kapasitas sumberdaya penduduk, misalnya
dalam pemenuhan pendidikan dan kesempatan kerja terutama
bagi perempuan.

Kurangnya komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
dalam pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR), khususnya pada program kegiatan calon pengantin
dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga

Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan
program KB

Tingginya angka perceraian di karenakan pendewasaan usia

pernikahan pertama belum optimal.

h. Permasalahan terkait Fasilitasi Pelayanan Administrasi

Kependudukan

Kurang optimalnya fungsi organisasi / lembaga penyedia data
dalam penyediaan data terpilah atau data gender.

Belum tersedianya jaringan yang memadai untuk menunjang
pelayanan administrasi kependudukan.

Kurang optimalnya pemanfaatan database kependudukan/profil

kependudukan oleh stakeholder terkait

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesetaraan Gender

dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah

dalam

rangka mencapai sasaran pembangunan Kependudukan,
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Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam rangka

mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender difokuskan pada:

Mengoptimalkan pengarusutamaan gender dan hak anak dalam
pembangunan,;

Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak

Meningkatkan kualitas SDM aparatur perlindungan anak dan

perempuan

Analisa Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) dari berbagai

kegiatan yang terdapat dalam rincian kegiatan APBD Tahun 2023

secara umum berhasil diselesaikan , tetapi program dan kegiatan

terlaksana sepenuhnya dengan beberapa hal yang menjadi hambatan

realiasisasi anggaran sebagaimana tersebut diatas. Nilai rata-rata

pencapaian realisasi fisik 95%. Sedangkan Analisa pencapaian sasaran

strategis dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi mencapai sasaran

Meningkatnya kualitas hidup perempuan sasaran
Meningkatnya implementasi PUG dalam proses perencanaan,
penganggaran, implementasi

Meningkatnya Kualitas Hidup keluarga

Meningkatnya implementasi Kabupaten/ Kota menuju layak
anak

Meningkatnya ketersedian data dan informasi gender dan anak

yang komprehensif dan uptodate dengan sasaran

2.4.1 Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis

kebutuhan

Perencanaan yang baik membutuhkan perhatian yang jeli
terhadap perkembangan yang terus berubah. Akibatnya,
penyesuaian rencana kerja patut dilakukan guna
memastikan  visi dan  misi organisasi tercapai. Karena itu,
DKP3A melakukan berbagai perbaikan perencanaan melalui

peninjauan kembali rencana awal yang telah dibuat.



41

2.4.2 Alasan Perbandingan tersebut dilaksanakan

Selanjutnya kesenjangan kebutuhan anggaran dengan
alokasi dana  yang telah ditetapkan dalam dukumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi
tolok ukur kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan
pagu pada setiap program/ kegiatan lembaga sesuai dengan
kebutuhannya, sehingga Perangkat Daerah dapat menjalankan
program dan kegiatannya dengan penggunaan anggaran secara

efektif dan efisien

2.4.3 Temuan dan catatan penting jika terdapat perbedaan dengan
rancangan RKPD seperti rumusan program/kegiatan yang tidak
sesuai dengan RKPD termasuk perbedaan besaran anggaran dan
kinerja. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan timur pada tahun 2023
tidak terdapat temuan atau catatan penting terhadap rumusan

program/kegiatan yang tidak sesuai dengan DPA
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Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Provinsi Kalimantan Timur

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,

Indikator Kinerja

Program dan q Target Pagu Program dan q Tujuan, Sasaran, Target Kebutuhan
- Lokasi Program (outcome) 3 - : Lokasi A
Kegiatan - Capaian Indikatif Kegiatan Program (outcome) dan Capaian
CEm LR Fia Kegiatan (Output)
(Output) g P
4
NON URUSAN 26.494.666. | NON URUSAN 26.494.666.9
928 28

[ PROGRAM ]
[ PROGRAM | PROGRAM Indeks Kualitas Layanan : 26.494.666.9
PROGRAM q A 84 indeks

Indeks Kualitas PENUNJANG Kesekretariatan 28
PENUNJANG q 26.494.666.
URUSAN Layanan 84 indeks 928 URUSAN
Kesekretariatan PEMERINTAHAN Persentase Keluhan

PEMERINTAHAN o
DAERAH PROVINSI DAERAH Pengguna Layanan yang 100%

PROVINSI Ditindaklanjuti

[ KEGIATAN |
[ KEGIATAN ] Perencanaan,
Perencanaan, A Penganggaran, e1s

Prov. Nilai SAKIP o . Prov. | Nilai SAKIP Perangkat o

Penganggaran, dan |y 1.0 | Perangkat Daerah | V%0 % | g9o4.815.101 | 420 Evaluasi Kaltim | Daerah 71,50 % | 994.815.101
Evaluasi Kinerja Kinerja
Perangkat Daerah Perangkat

Daerah
[ SUB KEGIATAN | [ SUB KEGIATAN
Penyusunan Jumlah Dokumen | Penyusunan Jumlah Dokumen
Dokumen Perencanaan 6 dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat 6

126.560.000 dokumen 126.560.000

Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Daerah

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah




Program dan

Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome)
dan Kegiatan

Target
Capaian
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Pagu
Indikatif

Program dan
Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

Jumlah Dokumen
[ SUB KEGIATAN | RKA-SKPD dgn [ SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen RKA-
. . Laporan Hasil | Koordinasi dan SKPD dan Laporan
Koordinasi dan Prov. Koordinasi 2 dokumen Penyusunan Prov. Hasil Koordinasi 2
Penyusunan Kaltim 175.597.068 yu Kaltim dokumen 175.597.068
Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Penyusunan Dokumen
Dokumen RKA- SKPD RKA-SKPD
SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan RKA- [ SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen
| SUB .KEQIATAN ] SKPD dan Laporan | Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan . . . .
Penvusunan Prov. Hasil Koordinasi 1 dokumen Penyusunan Prov. dan Laporan Hasil 1
yu Kaltim | Penyusunan 8.000.000 | Dokumen Kaltim | Koordinasi Penyusunan dokumen 8.000.000
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA- Dokumen Perubahan
Perubahan RKA- SKPD RKA-SKPD
SKPD
Jumlah Dokumen
[ SUB KEGIATAN | DPA-SKPD dgn [ SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen DPA-
. . Laporan Hasil . . SKPD dan Laporan
Koordinasi dan Prov. Koordinasi 1 dokumen | Koordinasi dan Prov. Hasil Koordinasi 1
Penyusunan DPA- Kaltim 8.000.000 | Penyusunan Kaltim dokumen 8.000.000
SKPD Penyusunan DPA-SKPD Penyusunan Dokumen
Dokumen DPA- DPA-SKPD
SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA- Jumlah Dokumen
[ SUB .KEQIATAN ] SKPD dan Laporan [ SUB K.EGI.A TAN Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan . . . | Koordinasi dan .
Penvusunan Prov. Hasil Koordinasi 1 dokumen Penvusunan Prov. dan Laporan Hasil 1
yu Kaltim Penyusunan 8.000.000 yu Kaltim | Koordinasi Penyusunan dokumen 8.000.000
Perubahan DPA- Perubahan DPA-
SKPD Dokumen SKPD Dokumen Perubahan
Perubahan DPA- DPA-SKPD
SKPD




Program dan
Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome)
dan Kegiatan

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar

Target
Capaian
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Pagu
Indikatif

Program dan

Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Jumlah Laporan

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

[ SUB KEGIATAN | Realisasi  Kinerja [ SUB KEGIATAN Capaian _Kinerja  dan
. . ] Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi
Koordinasi dan SKPD dan L
. Penyusunan Kinerja SKPD dan
Penyusunan Laporan Prov. Laporan Hasil 93 laporan Laporan Capaian Prov. Laporan  Hasil 23
Capaian Kinerja dan Kaltim | Koordinasi b 166.999.610 por p Kaltim pore . laporan 166.999.610
. S Kinerja dan Koordinasi Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Penyusunan . L . L
L . Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian Kinerja
Kinerja SKPD Laporan Capaian L. . L
T . Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja dan Ikhtisar .
e Kinerja SKPD
Realisasi Kinerja
SKPD
[ SUB KEGIATAN | Jumlah  Laporan [ SUB KEGIATAN Jumlah  Laporan
Evaluasi Kinerja Prov. Evaluasi Kinerja 1 laporan | Evaluasi Kinerja Prov. Evaluasi Kinerja 1 laporan
Perangkat Daerah Kaltim Perangkat Daerah 286.549.943 Perangkat Daerah Kaltim Perangkat Daerah 286.549.943
(SUB KEGIATAN)
(SUB KEGIATAN) Jumlah Berita Pelaksanaan
Pelaksanaan Forum Acara Hasil Forum Forum Perangkat Jumlah Berita Acara Hasil
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Daerah Forum Perangkat Daerah
Berdasarkan Bidang Berdasarkan Bidang Berdasarkan Berdasarkan Bidang
Urusan yang diampu Prov. Urusan yang 2 Berita Bidang Urusan Prov. | Urusan yang diampu 2 Berita
. . 215.108.480 > . 215.108.480
dalam rangka Kaltim diampu dalam Acara yang diampu Kaltim | dalam rangka Acara
Penhusunan rangka Penhusunan dalam rangka Penhusunan Dokimen
Dokimen Dokimen Penhusunan Perencanaan Perangkat
Perencanaan Perencanaan Dokimen Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perencanaan
Perangkat Daerah
[ KEGIATAN ] Prov Persentase [ KEGIATAN ] Prov Persentase realisasi
Administrasi Kaltir.n realisasi anggaran 94.50% 16.585.614. | Administrasi Kal ti1;1 angearan 94.50% 16.585.614.1
Keuangan Perangkat g 124 | Keuangan g8 24




Program dan

Kegiatan

Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome)
dan Kegiatan
(Output)

4

Target
Capaian
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Pagu
Indikatif

Program dan
Kegiatan

Perangkat
Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

[ SUB KEGIATAN

[ SUB KEGIATAN | Prov Jumlah Orang yang 71 | Penyediaan Gaji Prov Jumlah Orang yang 71
Penyediaan Gaji dan . Menerima Gaji dan orang/bula | 16.116.374.1 yedl J .| Menerima Gaji dan orang/bul | 16.116.374.12
Tun: Kaltim . dan Tunjangan Kaltim )
unjangan ASN Tunjangan ASN n 24 ASN Tunjangan ASN an 4
(SUB KEGIATAN(
(SUB KEGIATAN( Jumlah dokumen Pelaksanaan Jumlah dokumen
Pelaksanaan Prov Penatausahaan dan Penatausahaan Prov Penatausahaan dan 2
Penatausahaan dan . .. ) . | 2 Dokumen 281.240.000 | dan . .. . . 281.240.000
.. . . Kaltim Pengujian /Verifkasi . . Kaltim | Pengujian/Verifkasi Dokumen
Pengujian/Verifkasi Pengujian/Verifk
Keuangan SKPD . Keuangan SKPD
Keuangan SKPD asi Keuangan
SKPD
(SUB KEGIATAN) Jumlah dokumen (SUB KEGIATAN) Jumlah dokumen hasil
Koordinasi dan Prov. hasil koordinasi dan 12 40.000.000 Koordinasi dan Prov. | koordinasi dan 12 40.000.000
Pelaksanaan Kaltim | Pelaksanaan dokumen ’ ’ Pelaksanaan Kaltim | Pelaksanaan Akuntasni dokumen ’ ’
Akuntasni SKPD Akuntasni SKPD Akuntasni SKPD SKPD
Jumlah Laporan
: Jumlah Laporan
[ SUB KEGIATAN | Keuangan Alkhir [SUB K.EGI.A TAN Keuangan Akhir Tahun
. . Tahun SKPD dan ] Koordinasi dan
Koordinasi dan . SKPD dan Laporan
Penyusunan Laporan Prov. Laporan Hasil 1 laporan Penyusunan Prov. Hasil Koordinasi 1 laporan
yu P Kaltim | Koordinasi p 30.000.000 | Laporan Kaltim p 30.000.000
Keuangan Akhir . Penyusunan Laporan
Tahun SKPD Penyusunan Keuangan Akhir Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keuangan Tahun SKPD g

Akhir Tahun SKPD

SKPD
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Capaian
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Pagu
Indikatif

Program dan
Kegiatan

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

Jumlah
Laporan
Keuangan Jumlah Laporan
Bulanan/ [ SUB KEGIATAN Keuangan
[ SUB KEGIATAN | Triwulanan/Semest | Koordinasi dan Bulanan/
Koordinasi dan eran SKPD Penyusunan Triwulanan/Semesteran
Penyusunan Laporan Prov. dan Laporan 18 laporan Laporan Prov. SKPD dan Laporan 18
Keuangan Kaltim Koordinasi b 59.000.000 | Keuangan Kaltim | Koordinasi laporan 59.000.000
Bulanan/Triwulanan Penyusunan Bulanan/Triwula Penyusunan Laporan
/Semesteran SKPD Laporan nan/Semesteran Keuangan
Keuangan SKPD Bulanan/Triwulanan/Se
Bulanan/Triwulana mesteran SKPD
n/Semesteran
SKPD
[ SUB KEGIATAN
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Dokumen | Penyusunan Jumlah Dokumen
Penyusunan .
Pelaporan dan Prov. Pelapo.ran dan . 9 dokumen Pelaporan dan Prov. | Pelaporan dan Analisis 2
- . Kaltim | Analisis Prognosis 79.000.000 | Analisis Prognosis | Kaltim | Prognosis Realisasi dokumen 79.000.000
Analisis Prognosis .. L.
L. Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran
Anggaran
Jumlah ASN yang
[ KEGIATAN ] mendapat [ KEGIATAN | Jumlah ASN yang
R ; Administrasi mendapat pelayanan
Administrasi Prov. pelayanan 82 oran Kepegawaian Prov. administrasi 82 oran
Kepegawaian Kaltim administrasi g 967.428.861 peg Kaltim . g 967.428.861
. Perangkat kepegawaian perangkat
Perangkat Daerah kepegawaian
Daerah daerah
perangkat daerah
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Paket [ SUB KEGIATAN .
Pengadaan Pakaian Prov. Pakaian Dinas 3 paket 984.373.000 | Pengadaan Prov. L]:I)?rrlr;fh B:jg:; i?iabﬁ? 3 paket 984.373.000
Dinas Beserta Atribut Kaltim | Beserta Atribut p ’ ’ Pakaian Dinas Kaltim Kelenekapan P ’ ’
Kelengkapannya Kelengkapan Beserta Atribut gxap
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Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome)
dan Kegiatan

Target
Capaian

35

Pagu
Indikatif

Program dan
Kegiatan

Kelengkapannya

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

Jumlah Orang yang

[ SUB KEGIATAN

[ SUB KEGIATAN | Mer.‘giku“. ] Sosialisasi Juml‘ii‘ Orang yf.‘ng .
Sosialisasi Peraturan Proy. Sosialisasi 78 orang Peraturan Proy. Mengikuti Sosialisasi 78 orang
Kaltim Peraturan 526.627.901 Kaltim | Peraturan Perundang- 526.627.901
Perundang-undangan Perundang-
Perundang- Undangan
undangan
Undangan
Jumlah Orang [ SUB KEGIATAN
[ SUB KEGIATAN | yang Mengikuti ] Bimbingan Jumlah Orang yang
Bimbingan Teknis Prov Bimbingan Teknis Teknis Prov Mengikuti Bimbingan
Implementasi . Implementasi 10 orang 176,428.960 | Implementasi .~ | Teknis Implementasi 10 orang 176,428.960
Kaltim Kaltim
Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan Perundang-
Perundang-Undangan Perundang- Perundang- Undangan
Undangan Undangan
o1 [ KEGIATAN ]
[ KEGIATAN ] Prov ‘;‘:;: laal;:‘:i;g;at(s)r Administrasi Prov Jumlah Fasilitas
Administrasi Umum . Y . 113 unit 2.612.085.9 | Umum .| Pelayanan Kantor yang 113 unit 2.612.085.93
Kaltim | yang berfungsi Kaltim . .
Perangkat Daerah . 37 | Perangkat berfungsi dengan baik 7
dengan baik
Daerah
Jumlah
[ SUB KEGIATAN
[ SUB KEGIATAN | Paket | Penyediaan Jumlah Paket
. Komponen Komponen
Penyediaan . Komponen .
Komponen Instalasi Prov. Instalasi 1 paket Instalasi Prov. | Instalasi 1 paket
ompone S S Kaltim Listrik /Penerangan pake 25.478.425 1staas Kaltim | Listrik/Penerangan paxe 25.478.425
Listrik/Penerangan Listrik/Peneranga
Bangunan Bangunan Kantor
Bangunan Kantor n Bangunan . .
Kantor yang Kantor yang Disediakan

Disediakan




Program dan
Kegiatan

[ SUB KEGIATAN |

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome)

dan Kegiatan

Jumlah Paket

Target
Capaian
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Pagu
Indikatif

Program dan
Kegiatan

[ SUB KEGIATAN

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

. Peralatan dan | Penyediaan Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan Prov. Perlengkapan 6 paket Peralatan dan Prov. dan Perlengkapan 6 paket
dan Perlengkapan Kaltim gxap p 57.186.964 Kaltim gxapan p 57.186.964
Kantor yang Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kantor - .
Disediakan Kantor
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Paket [ SUB KEGIATAN Jumlah Paket Peralatan
. Prov. Peralatan Rumah | Penyediaan Prov.
Penyediaan Peralatan . - . Rumah Tangga yang -
Kaltim | Tangga yang - | Peralatan Rumah | Kaltim N -
Rumah Tangga . e Disediakan
Disediakan Tangga
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Paket [ SUB KEGIATAN Jumlah Paket Bahan
. Prov. Bahan Logistik | Penyediaan Prov. L
Penyediaan Bahan . - L . Logistik Kantor yang -
v, Kaltim Kantor yang - | Bahan Logistik Kaltim o -
Logistik Kantor . . Disediakan
Disediakan Kantor
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Paket [ SUB KEGIATAN Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Prov. Barang Cetakan 2 paket | Penyediaan Prov. | Cetakan dan 2 paket
Cetakan dan Kaltim | dan Penggandaan P 853.471.714 | Barang Cetakan Kaltim | Penggandaan yang p 853.471.714
Penggandaan yang Disediakan dan Penggandaan Disediakan
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Dokumen [ SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen
. Bahan Bacaan dan | Penyediaan
Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan
Bacaan dan Prov. Peraturan 96 Bahan Bacaan Prov. Peraturan Perundans- 96
Kaltim | Perundang- dokumen 16.791.800 | dan Peraturan Kaltim & dokumen 16.791.800
Peraturan Undangan yang
Undangan yang Perundang- L
Perundang-undangan .. Disediakan
Disediakan undangan
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Laporan [ SUB KEGIATAN e
Fasilitasi Kunjungan Prov. Fasilitasi 1 laporan | Fasilitasi Prov. | Jumlah Laporan Fasilitasi 1 laporan
Jung Kaltim , p 68.352.922 . Kaltim | Kunjungan Tamu p 68.352.922
Tamu Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Laporan [ SUB KEGIATAN Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Prov. Penyelenggaraan | Penyelenggaraan | Prov. | Penyelenggaraan Rapat
Rapat Koordinasi dan Kaltim Rapat Koordinasi 8 laporan 1.481. 172'35 Rapat Koordinasi | Kaltim | Koordinasi dan Konsultasi 3 laporan 1.481.172.312

Konsultasi SKPD

dan Konsultasi

dan Konsultasi

SKPD
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Target
Capaian
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Pagu
Indikatif

Program dan
Kegiatan

SKPD

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

[ SUB KEGIATAN |

Jumlah Dokumen

[ SUB KEGIATAN

Jumlah Dokumen

Penatausahaan Arsi Prov. Penatausahaan 1 dokumen ] Penatausahaan Prov. Penatausahaan Arsi 1
. . P Kaltim | Arsip Dinamis pada 110.632.000 | Arsip Dinamis Kaltim . . P dokumen 110.632.000
Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD
SKPD pada SKPD
[ KEGIATAN ]
Pengadaan
[ KEGIATAN ] Jumlah p.eflgadaan Barang Milik Jumlah pengadaan
Pengadaan Barang Prov barang milik Daerah Prov barang milik daerah
Milik Daerah . daerah penunjang 33 unit 1.648.365.3 . . g 33 unit 1.648.365.31
. Kaltim . Penunjang Kaltim | penunjang urusn
Penunjang Urusan urusn pemerintah 10 . (0]
. Urusan pemerintah daerah
Pemerintah Daerah daerah .
Pemerintah
Daerah
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Unit [ SUB KEGIATAN .
. Jumlah Unit Kendaraan
Pengadaan Kendaraan Dinas | Pengadaan . .
Kendaraan Dinas Prov. Operasional atau 1 unit Kendaraan Dinas Prov. | Dinas Operasional atau 1 unit
) Kaltim 581.662.000 ) Kaltim | Lapangan yang 581.662.000
Operasional atau Lapangan yang Operasional atau . .
T Disediakan
Lapangan Disediakan Lapangan
[ SUB KEGIATAN | Prov. Jumlah Paket Mebel ) ][ ggf ;{iiLATAN Prov. | Jumlah Paket Mebel yang )
Pengadaan Meubel Kaltim | yang Disediakan - Meul:;gel Kaltim | Disediakan -
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Unit [ SUB KEGIATAN Jumlah Unit Peralatan
Prov. Peralatan dan . | Pengadaan Prov. . . .
Pengadaan Peralatan . . . 30 unit 1.067.703.31 . dan Mesin Lainnya 30 unit
. . Kaltim | Mesin Lainnya Peralatan dan Kaltim S 1.067.703.310
dan Mesin Lainnya L 0 . . yang Disediakan
yang Disediakan Mesin Lainnya
[ SUB KEGIATAN | Prov. Jumlah Unit Aset ) [ SUB KEGIATAN Prov. | Jumlah Unit Aset Tak )
Pengadaan Aset Tak Kaltim | Tak Berwujud yang - | ] Pengadaan Aset | Kaltim | Berwujud yang -




Program dan
Kegiatan

Berwujud

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome)
dan Kegiatan

Disediakan

Target
Capaian
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Indikatif

Program dan
Kegiatan

Tak Berwujud

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Disediakan

Target
Capaian

Kebutuhan

[ SUB KEGIATAN ]

Jumlah Unit

[ SUB KEGIATAN
| Pengadaan

Jumlah Unit Gedung

Pengadaan Gedung Prov. Gedung Kantor atau ) - | Gedune Kantor Prov. Kantor atau Baneunan ) )
Kantor atau Kaltim Bangunan Lainnya g Kaltim . gun
Bangunan Lainnya yang Disediakan atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Lainnya
[ KEGIATAN | [ KEGIATAN ]
. C .. Penyediaan Jasa s .
Penyediaan Jasa Prov Jumlah jenis jasa Penunian Prov Jumlah jenis jasa 4 ienis
Penunjang Urusan Kaltir'n penunjang urusan 4 jenis jasa | 3.066.180.1 Urusa r.l g Kal tir.n penunjang urusan 'Jasa 3.066.180.17
Pemerintahan pemerintah daerah 76 . pemerintah daerah J 6
Daerah Pemerintahan
Daerah
SUB KEGIATAN Jumlah Laporan SUB KEGIATAN Jumlah Laporan
Prov Prov
Penyediaan Jasa . Penyediaan Jasa 1 laporan Penyediaan Jasa .| Penyediaan Jasa Surat 1 laporan
Kaltim 10.902.000 Kaltim 10.902.000
Surat Menyurat Surat Menyurat ) ) Surat Menyurat Menyurat ) )
Jumlah Laporan
[ SUB KEGIATAN | Penyediaan Jasa [ SUB KEGIATAN Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Prov. Komunikasi. 1 laporan ]Kz(re;lgfl(iillzaslin Jasa Prov. Ezrgziliizzi giﬁber 1 laporan
Komunikasi, Sumber Kaltim Sumber Daya Air p 809.162.200 S Kaltim . C T p 809.162.200
Daya Air dan Listrik dan Listrik yang Sumber Daya Air Daya Air dan Listrik yang
Disediakan dan Listrik Disediakan
Jumlah Laporan
[ SUB KEGIATAN | Penyediaan Jasa ][ IEBI]IB ;?gﬁ?:ga ‘;E?f;a;‘ipggiz
Penyediaan Jasa Prov. Peralatan dan 1 laporan Peralﬁtan dan Prov. Pere}lllatan dan 1 laporan
Peralatan dan Kaltim | Perlengkapan p 9.360.000 Kaltim P 9.360.000
Perlengkapan Kantor Kantor yang Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan

Disediakan




Program dan
Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome)
dan Kegiatan

Target

Capaian
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Pagu
Indikatif

Program dan
Kegiatan

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

[ SUB KEGIATAN | “F{‘;Irlnfcﬁaanl‘apggasz [ SUB KEGIATAN Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Prov. Y 2.236.715.97 | | Penyediaan Jasa | Prov. | Penyediaan Jasa
. Pelayanan Umum 1 laporan . 1 laporan | 2.236.715.976
Pelayanan Umum Kaltim 6 | Pelayanan Umum | Kaltim | Pelayanan Umum Kantor
Kantor yang . .
Kantor S Kantor yang Disediakan
Disediakan
[ KEGIATAN ]
[ KEGIATAN ] Pemeliharaan
Pemeliharaan Jumlah Sarana dan Barang Milik
oxs Jumlah Sarana dan
Barang Milik Daerah Prov. Prasarana yang . Daerah Prov. .
. . . 87 unit 5999.196.41 . . Prasarana yang 87 unit
Penunjang Urusan Kaltim | berfungsi dengan Penunjang Kaltim . . 5999.196.419
. . 9 berfungsi dengan baik
Pemerintahan baik Urusan
Daerah Pemerintahan
Daerah
[ SUB KEGIATAN
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah kendaraan ] Penyfedlaan Jasa
Penyediaan Jasa - Pemeliharaan,
- . perorangan dinas : Jumlah kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Biaya .
. . atau kendaraan . perorangan dinas atau
Pemeliharaan, Pajak Prov. abatan van 1 unit Pemeliharaan, Prov. kendaraan iabatan van 1 unit
dan Kendaraan Kaltim |J53>aran yans 56.004.999 | Pajak dan Kaltim o J an yang 56.004.999
. dipelihara dan dipelihara dan dibayarkan
Perorangan Dinas . Kendaraan .
dibayarkan . pajaknya
atau Kendaraan aiaknva Perorangan Dinas
Dinas Jabatan paj y atau Kendaraan
Dinas Jabatan
[ SUB KEGIATAN | Jumlah [ SUB KEGIATAN
. . Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa Kendaraan | Penyediaan Jasa . .
. . : . Dinas  Operasional
Pemeliharaan, Biaya Dinas Pemeliharaan,
Pemeliharaan, Pajak Prov. Operasional atau 24 unit Biaya Prov. | atau Lapangan yang 24 unit
. ’ Kaltim 288.665.420 . Kaltim | Dipelihara dan 288.665.420
dan Perizinan Lapangan yang Pemeliharaan, . .
. Ry . Dibayarkan Pajak dan
Kendaraan Dinas Dipelihara dan Pajak dan Perizinannva
Operasional atau Dibayarkan Pajak Perizinan Y




Program dan

Kegiatan

Lapangan

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome)
dan Kegiatan

dan Perizinannya

Target
Capaian
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Program dan
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Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

[ SUB KEGIATAN |

Jumlah peralatan

[ SUB KEGIATAN

Jumlah peralatan dan

Pemeliharaan Prov. dan mesin lainnya 60 unit ] Pemeliharaan Prov. mesin lainnya yan 60 unit
Peralatan dan Mesin Kaltim . y 94.332.000 | Peralatan dan Kaltim . ya yang 94.332.000
. yang dipelihara . . dipelihara
Lainnya Mesin Lainnya
Jumlah Sarana [ SUB KEGIATAN
[ SUB KEGIATAN | ]
. . dan Prasarana . Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabi Pemeliharaan/Re
o Pendukung Gedung ey Prasarana Pendukung
litasi Sarana dan habilitasi Sarana
Prasarana Prov. Kantor atau 1 unit dan Prasarana Prov. Gedung Kantor atau 1 unit
Kaltim Bangunan 160.204.000 Kaltim | Bangunan Lainnya 160.204.000
Pendukung Gedung - Pendukung
Kantor atau Lainnya yang Gedung Kantor yang
. Dipelihara/Direhabi Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya litasi atau Bangunan
Lainnya
URUSAN
URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
BIDANG BIDANG
PEMBERDAYAAN Igl‘;:’m 18.259.296.0 Eﬁgﬁi‘f&%ﬁf Ifarl‘a’m 18.259.296.00
PEREMPUAN DAN 00 DAN 0
:ﬁl:I;{INDUNGAN PERLINDUNGAN
ANAK
[ PROGRAM ] Jumlah perempuan [ PROGRAM ] Jumlah perempuan
PROGRAM Prov. kepala keluarga PROGRAM Prov. | kepala keluarga (PEKA) 300
PENGARUSUTAMAA | Kaltim | (PEKA) didampingi | SOC °Fang 2‘537'26752 PENGARUSUTAM | Kaltim | didampingi untuk orang 2'537267'22
N GENDER DAN untuk peningkatan AAN GENDER peningkatan kapasitas
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Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

PEMBERDAYAAN kapasitas dalam DAN dalam kewirausahaan
PEREMPUAN kewirausahaan PEMBERDAYAA
N PEREMPUAN
[ KEGIATAN ] [ KEGIATAN ]
Pelembagaan Pelembagaan
Pengarusutamaan Penguatan Pengarusutamaa Penguatan kelembagaan
Gender (PUG) pada Proy. kelembagaan PUG 10 lembaga | 563.730.648 n Gender (PUG) Proy. PUG kewenangan 10 563.730.648
Lembaga Kaltim kewenangan pada Lembaga Kaltim o . lembaga
. .. . Provinsi
Pemerintah Provinsi Pemerintah
Kewenangan Kewenangan
Provinsi Provinsi
[ SUB KEGIATAN | Jumlah lapp ran [SUB K.EGI.A TAN Jumlah laporan hasil
. . hasil koordinasi dan | Koordinasi dan . h
Koordinasi dan . S . L koordinasi dan
Sinkronisasi Prov. sinkronisasi 1 laporan Sinkronisasi Prov. sinkronisasi 1 laporan
Kaltim | penyelenggaraan p 337.599.560 | Penyelenggaraan Kaltim p 337.599.560
Penyelenggaraan PUG . penyelenggaraan PUG
. PUG tingkat PUG Kewenangan . Iy
Kewenangan Provinsi L o tingkat provinsi
provinsi Provinsi
Jumlah SDM [ SUB KEGIATAN
[ SUB KEGIATAN | tingkat Provinsi ] Advokasi Jumlah SDM tingkat
Advokasi Kebijakan yang memperoleh Kebijakan dan Provinsi yang memperoleh
dan Pendampingan Prov. advokasi Kebijakan 1 dokumen Pendampingan Prov. advokasi Kebijakan dan 1
ping Kaltim J 126.131.500 ping Kaltim SebY dokumen 126.131.500
Penyelenggaraan PUG dan Pendampingan Penyelenggaraan Pendampingan
Kewenangan Provinsi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Penyelenggaraan PUG
PUG Provinsi
[ SUB KEGIATAN | Jumlah peserta [ SUB KEGIATAN Jumlah peserta sosialisasi
Sosialisasi kebijakan Prov. sosialisasi 30 oran | Sosialisasi Prov. | kebijakan 30 oran
Penyelenggaraan PUG Kaltim kebijakan g 99.999.588 | kebijakan Kaltim | penyelenggaraan PUG & 99.999.588
Kewenangan Provinsi penyelenggaraan Penyelenggaraan tingkat Provinsi
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PUG Kewenangan
Provinsi

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

[ KEGIATAN ]
Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Politik, Hukum,

Jumlah organisasi

[ KEGIATAN ]
Pemberdayaan
Perempuan
Bidang Politik,

Jumlah organisasi

Sosial, dan Ekonomi Proy. kemasyarakatan 1 lembaga | 658.937.430 Hukum, Sos1.a L, Proy. kemasyarakatan menuju 1 658.937.430
e s Kaltim . dan Ekonomi Kaltim lembaga
pada Organisasi menuju LPLPP . . LPLPP
pada Organisasi
Kemasyarakatan
Kemasyarakatan
Kewenangan
.. Kewenangan
Provinsi e
Provinsi
Jumlah pengelola
organisasi
et/ SUB KEGIATAN Syt pengeoa
[ SUB KEGIATAN | . ] Sosialisasi g .
T usaha/media : kemasyarakatan/profesi/
Sosialisasi . . Peningkatan - -
. tingkat provinsi yg .S . dunia usaha/media
Peningkatan . . Partisipasi . Lo
Partisipasi Prov. mer}glkutl Perempuan di Prov. tlngka}t Provinst yg
Perempuan di Bidang Kaltim peningkatan 200 orang 260.999.568 Bidang Politik, Kaltim mengikuti peningkatan 200 orang 260.999.568

Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi
Kewenangan Provinsi

kapasitas dalam
rangka peningkatan
partisipasi
perempuan di
bidang politik,
hukum, sosial dan
ekonomi

Hukum, Sosial
dan Ekonomi
Kewenangan
Provinsi

kapasitas dalam rangka
peningkatan partisipasi
perempuan di bidang
politik, hukum, sosial dan
ekonomi
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[ SUB KEGIATAN

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

[ SUB KEGIATAN | profesi/ dunia ] AdYOkaSI Jumlah organisasi .
. . . Kebijakan dan kemasyarakatan/ profesi/
Advokasi Kebijakan usaha/ media . . -
: . L Pendampingan dunia usaha/ media
dan Pendampingan tingkat provinsi yg . . S
. . . Peningkatan tingkat provinsi yg
Peningkatan diadvokasi dan LS . . .
Partisipasi Prov. didampingi dalam 1 lembaga Partisipasi Prov. | diadvokasi dan 1 lembaga
b Kaltim pst g 397.337.862 | Perempuan Kaltim | didampingi dalam rangka & 397.337.862
Perempuan dalam rangka peningkatan " . .. :
. - . dalam Politik, peningkatan partisipasi
Politik, Hukum, partisipasi . S
. . . Hukum, Sosial perempuan di bidang
Sosial dan Ekonomi perempuan di : . .
L. . .. dan Ekonomi politik, hukum, sosial dan
Kewenangan Provinsi bidang politik, .
. Kewenangan ekonomi
hukum, sosial dan .
. Provinsi
ekonomi
[ KEGIATAN ] [ KEGIATAN ]
Penguatan dan
Penguatan dan
Jumlah perempuan Pengembangan
Pengembangan Jumlah perempuan
. kepala keluarga Lembaga
Lembaga Penyedia X .. A kepala keluarga (PEKA)
Prov. (PEKA) didampingi Penyedia Prov. . . . 300
Layanan . . 300 orang 1.304.599.1 . didampingi untuk 1.304.599.18
Kaltim untuk peningkatan Layanan Kaltim . . orang
Pemberdayaan . 80 peningkatan kapasitas o
kapasitas dalam Pemberdayaan .
Perempuan . dalam kewirausahaan
kewirausahaan Perempuan
Kewenangan
e s Kewenangan
Provinsi e s
Provinsi
[ SUB KEGIATAN Jumlah LPLPP [ SUB KEGIATAN Jumlah LPLPP (Lembaga
JAdvokasi Kebijakan (Lembaga Penyedia JAdvokasi Penyedia Layanan
dan Pendampingan Layanan Kebijakan dan Pemberdayaan
kepada Lembaga Proy. Pemberdayaan 1 lembaga Pendampingan Proy. Perempuan) dalam bentuk | 1 lembaga
Kaltim 139.040.455 Kaltim 139.040.455

Penyedia Layanan
Pemberdayaan
Perempuan

Perempuan) dalam
bentuk &Pusat
Pembelajaran

kepada Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan

&Pusat Pembelajaran
Perempuan& (PUTARAN)
yang terstandarisasi
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Perempuan
Kewenangan
Provinsi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

tingkat Provinsi

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

[ SUB KEGIATAN |

Jumlah perempuan

[ SUB KEGIATAN

Peningkatan SIAP (Suara dan ] Penlr?gkatan Jumlah perempuan SIAP
; . Kapasitas (Suara dan Aksi
Kapasitas Aksi Perempuan .
S Sumberdaya Perempuan Pelopor) di
Sumberdaya Prov Pelopor) di bidang Lembasca Prov bidan
Lembaga Penyedia . Ekonomi/Lestari/Se | 100 orang 999.559.157 g . & . 100 orang 999.559.157
Kaltim . . Penyedia Layanan | Kaltim | Ekonomi/Lestari/Sehat/P
Layanan hat/Pintar/Kepemi . L
! Pemberdayaan intar/Kepemimpinan/Hu
Pemberdayaan mpinan/Hukum pd .
. Perempuan kum pd LPLPP Tingkat
Perempuan LPLPP Tingkat .
. L Kewenangan Provinsi
Kewenangan Provinsi Provinsi ..
Provinsi
[ SUB KEGIATAN
| Pengembangan
[ SUB KEGIATAN ] Komunikasi
Pengembangan Informasi dan
Komunikasi Jumlah Busat Edukasi (KIE) Jumlah Pusat Informasi 165.999.568
. Informasi Sahabat Pemberdayaan
Informasi dan Prov. Perempuan (Prisma) 1 unit Perempuan Prov. | Sahabat Perempuan 1 unit
Edukasi (KIE) Kaltim p . 165.999.568 P Kaltim | (Prisma) yg terbentuk di
yg terbentuk di Kewenangan L
Pemberdayaan S Iy provinsi
provinsi Provinsi
Perempuan

Kewenangan Provinsi
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Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

[ PROGRAM ] Persentase korban [ PROGRAM ] Persentase korban
PROGRAM Prov. kekerasan o PROGRAM Prov. o
PERLINDUNGAN Kaltim | perempuan yang 24,96% 3'066'6268'; PERLINDUNGAN | Kaltim k::“:::;: e paal 24,96% | 3.066.626. 12
PEREMPUAN terlayani PEREMPUAN yang ¥y
[ KEGIATAN ]
[ KEGIATAN ] Pencegahan
Pencegahan Kekerasan
Kekerasan terhadap terhadap
Penguatan
Perempuan yang Prov kelembagaan Perempuan yang Prov Penguatan kelembagaan 10
melibatkan para . . 10 lembaga | 1.596.900.0 | melibatkan para .| perlindungan 1.596.900.00
. . Kaltim perlindungan . . Kaltim lembaga
Pihak Lingkup erempuan 00 | Pihak Lingkup perempuan (]
Daerah Provinsi dan P P Daerah Provinsi
Lintas Daerah dan Lintas
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota
[ SUB KEGIATAN
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Dokumgn ] Koordu'lam' dan
. . Hasil Koordinasi Sinkronisasi .
Koordinasi dan . L Jumlah Dokumen Hasil
. S dan Sinkronisasi Pelaksanaan ) .
Sinkronisasi s Koordinasi dan
Pelaksanaan Kebijakan, . S
Pelaksanaan .. Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program Prov Kebijakan, Program Program dan Prov Kebijakan, Program dan 1
) . dan Kegiatan 1 dokumen 829.500.000 | Kegiatan . . ! 829.500.000
dan Kegiatan Kaltim Kaltim | Kegiatan Pencegahan dokumen
Pencegahan Pencegahan
Pencegahan Kekerasan terhadap
Kekerasan terhadap Kekerasan
Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan
Perempuan terhadap Ay
Perempuan Provinsi
. Kewenangan Perempuan
Kewenangan Provinsi ..
Provinsi Kewenangan
Provinsi
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[ SUB KEGIATAN

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

[ SUB KEGIATAN | Daerah yang | Advokasi
. . . .. Jumlah Perangkat Daerah
Advokasi Kebijakan Mendapat Advokasi Kebijakan dan .
: . . yang Mendapat Advokasi
dan Pendampingan dan Pendampingan 20 Pendampingan . 20
Layanan Prov. Layanan Perangkat Layanan Prov. | dan Pendampingan Perangkat
. Kaltim . 767.400.000 . Kaltim | Layanan Perlindungan 767.400.000
Perlindungan Perlindungan Daerah Perlindungan Daerah
Perempuan Kewenangan
Perempuan Perempuan Perempuan L
. Provinsi
Kewenangan Provinsi Kewenangan Kewenangan
Provinsi Provinsi
[ KEGIATAN ]
Penyediaan
[ KEGIATAN ] . Layanan
. Penyediaan .
Penyediaan Layanan . Rujukan .
. . layanan rujukan . . Penyediaan layanan
Rujukan Lanjutan X Lanjutan bagi . .
. bagi perempuan rujukan bagi perempuan
bagi Perempuan Perempuan
korban kekerasan korban kekerasan yang
Korban Kekerasan Prov. Korban Prov. . . 60
. yang memerlukan 60 layanan 1.111.658.8 . memerlukan koordinasi 1.111.658.82
yang memerlukan Kaltim . . as Kekerasan yang Kaltim . . layanan
. P koordinasi tingkat 20 tingkat daerah provnsi (]
Koordinasi Tingkat . memerlukan .
. daerah provnsi dan . . dan lintas daerah
Daerah Provinsi dan . Koordinasi
. lintas daerah . kabupatenkota
Lintas Daerah kabupatenkota Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota P Provinsi dan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Perempuan [ SUB KEGIATAN Jumlah Perempuan
Penyediaan Layanan Korban Kekerasan | Penyediaan Korban Kekerasan
Pengaduan Tingkat Daerah Layanan Tingkat Daerah Provinsi
Masyarakat bagi Prov. Provinsi dan Lintas 30 orang Pengaduan Prov. dan Lintas Daerah 30 orang
Perempuan Korban Kaltim Daerah 858.280.000 Masyarakat bagi Kaltim Kabupaten/Kota yang 858.280.000
Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Perempuan Mendapatkan Layanan
Daerah Provinsi dan yang Mendapatkan Korban Pengaduan Masyarakat
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Kekerasan
Tingkat Daerah
Provinsi dan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

[ SUB KEGIATAN |

Jumlah Layanan

[ SUB KEGIATAN
] Koordinasi dan

Koordinasi dan Tindak Lanjut Sinkronisasi Jumlah Layanan Tindak
. S Pengaduan yang Pelaksanaan . y
Sinkronisasi . Lanjut Pengaduan yang
Memerlukan Penyediaan f .
Pelaksanaan . ) . Memerlukan Koordinasi
Penyediaan Layanan Prov. Koordinasi dan 50 layanan Layanan Rujukan Prov. dan Sinkronisasi bagi S0
. . Kaltim Sinkronisasi bagi 243.378.820 | Lanjutan bagi Kaltim layanan 243.378.820
Rujukan Lanjutan Perempuan Korban
. Perempuan Korban Perempuan
bagi Perempuan Kekerasan Kewenangan
Kekerasan Korban L
Korban Kekerasan Provinsi
. Kewenangan Kekerasan
Kewenangan Provinsi Provinsi Kewenangan
Provinsi
Melaksananakan
Pensuatan dan penguatan an Penguatan dan Melaksananakan
g pengembanngan pengembangan penguatan an
pengembangan
lembaga penvedia Prov bagi SDM lembaga lembaga Prov pengembanngan bagi
ga peny V- | penyedia layanan | 60 orang | 358.067.366 | penyedia V- | SDM lembaga penyedia | 60 orang | 358.067.366
layanan Kaltim / Kaltim .
. perlindungan layanan layanan perlindungan
perlindungan
perempuan perlindungan perempuan kewenangan
perempuan o .
kewenangan perempuan provinsi

provinsi
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(SUB KEGIATAN)

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

(SUB KEGIATAN) Juma lah Peningkatan
Peningkatan sumberdaya kapasitas
kapasitas lembaga penyedia sumberdaya i]elirllrl;z lzh Zﬁrrézei;cﬁy znan
sumberdaya lembaga Prov layanan lembaga penyedia Prov penaniar?an}};agi y
penyedia layanan Kaltir.n penanganan bagi 60 orang 358.067.366 | layanan Kaltir.n erempuan korban 60 orang 358.067.366
penanganan bagi perempuan korban penanganan bagi Eekerapsan kewenanean
perempuan korban kekerasan perempuan rovinsi g
kekerasan kewenangan korban kekerasan p
kewenangan provinsi provinsi kewenangan
provinsi
[ PROGRAM ] . [ PROGRAM ] q
Predikat Predikat
PROGRAM Prov. o PROGRAM Prov. o
PEMENUHAN HAK Kaltim ::ab;‘p:;:’l‘{/ kota 90% 1'592‘98‘88 PEMENUHAN Kaltim :z::paten/ kota layak 90% 1.592.98.889
ANAK (PHA) y HAK ANAK (PHA)
Pelembagaan PHA Pelembagaan
PHA pada
pada Lembaga
. JJumlah lembaga Lembaga

Pemerintah, Non . JJumlah lembaga yang
Pemerintah, dan Prov. yang mendapatkan 10 lembaga Pemerintah, Non Prov. mendapatkan Penguatan 10

i Kaltim Penguatan 634.899.068 | Pemerintah, dan | Kaltim lembaga 634.899.068

Dunia Usaha
Kewenangan
Provinsi

pelembagaan PHA

Dunia Usaha
Kewenangan
Provinsi

pelembagaan PHA
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Program dan
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[ SUB KEGIATAN

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

] Advokasi,
[ SUB KEGIATAN | Jumlah perangkat Sosialisasi dan
Advokasi, Sosialisasi daerah yang Pendampingan

. < Jumlah perangkat daerah
dan Pendampingan mempunyai Pelaksanaan ane mempunvai
Pelaksanaan dokumen Kebijakan Zlokimen pem%an nan
Kebijakan pembangunan Pemenuhan Hak p sur 3
Pemenuhan Hak Prov. daerah van 3 perangkat Anak pada Prov. | daerah yang responsif hak eranckat
Kaltim yang daerah 330.999.529 p Kaltim | anak dan berperan aktif | P& 28 330.999.529
Anak pada Lembaga responsif hak anak Lembaga dalam Gueus Tusas KLA daerah
Pemerintah, Non dan berperan aktif Pemerintah, Non . gus Tug
. . . tingkat Provinsi yang

Pemerintah, Media dalam Gugus Tugas Pemerintah, berfunesi
dan Dunia Usaha KLA tingkat Provinsi Media dan Dunia g
Kewenangan Provinsi yang berfungsi Usaha

Kewenangan

Provinsi
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Dokumen ][ Egiiggfgﬁf
Koordinasi dan Hasil Koordinasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi dan Sinkronisasi onisas Koordinasi dan
Pelembagaan Prov. Pelembagaan 1 dokumen Pelembagaan Prov. Sinkronisasi Pelembagaan 1

Kaltim 303.899.539 | Pemenuhan Hak Kaltim dokumen 303.899.539

Pemenuhan Hak Pemenuhan Hak Anak Pemenuhan Hak Anak
Anak Kewenangan Anak Kewenangan Kewenanean Kewenangan Provinsi
Provinsi Provinsi shang

Provinsi
[ KEGIATAN ] [ KEGIATAN ]
Penguatan dan jumlah lembaga Penguatan dan .

jumlah lembaga layanan
Pengembangan layanan penguatan Pengembangan
Lembaga Penyedia Prov. dalam peningkatan | 10 lembaga Lembaga Prov. | penguatan dalam 10
Lo anagn y Kaltim kualita‘; id f €2 | 957.999.821 Ponve dgia Kaltim | peningkatan kualitas lembaga | 957.999.821
ye P y hidup anak

Peningkatan anak Layanan

Kualitas Hidup Anak

Peningkatan
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Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

Kewenangan Kualitas Hidup
Provinsi Anak
Kewenangan
Provinsi
[ SUB KEGIATAN | [ SUB KEGIATAN
| Pengembangan
Pengembangan . . .
. : Jumlah kegiatan Komunikasi, .
Komunikasi, Prov. KIE Pemenuhan 3 kegiatan Informasi dan Prov. | Jumlah kegiatan KIE 3 kegiatan
Informasi dan Kaltim & 393.999.911 . Kaltim | Pemenuhan Hak Anak & 393.999.911
. Hak Anak Edukasi
Edukasi Pemenuhan
Pemenuhan Hak
Hak Anak
Anak
[ SUB KEGIATAN
| Penguatan
Jejaring Antar
Lembaga
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Kegiatan Penyedia Layanan
Penguatan Jejaring kerjasama antar Pemenuhan Hak Jumlah Kegiatan
Antar Lembaga Lembaga penyedia Anak kerjasama antar Lembaga
Penyedia Layanan Prov layanan Kewenangan Prov penyedia layanan
Pemenuhan Hak Kaltir.n pemernuhan hak 1 kegiatan 563.999.910 | Provinsi dan Kal tir'H pemernuhan hak anak 1 kegiatan 563.999.910

Anak Kewenangan
Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/
Kota

anak Kewenangan
Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/
Kota

Lintas Daerah
Kabupaten/ Kota

Kewenangan Provinsi dan
Lintas Daerah
Kabupaten/ Kota
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Program dan
Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

[ PROGRAM ] Persentase [ PROGRAM ] Do e porpe e
PROGRAM Prov. penyelesaian kasus o PROGRAM Prov. o
PERLINDUNGAN Kaltim | kekerasan 3,88% 2'780'4957'2 PERLINDUNGAN | Kaltim i‘::;: dtek:;:f‘“ 3,88% 2'780'495'0';
KHUSUS ANAK terhadap anak KHUSUS ANAK P
KEGIATAN
[ KEGIATAN | Lencegahan :
Pencegahan Kekerasan
f;l:;r;::l; terhadap Jumlah Lembaga terhadap .Anak Jumlah Lembaga
Melibatkan para prov. | Lavanan Bnak | 1lembaga | 1.600.000.0 | YAREJteRDAtkan | PIOV. | yoyanan Anak yang fomt 1.600.000.00
Pihak Lingkup Kaltim | yang mendapatkan oo | para Piha Kaltim mendapatkan Pelatihan embaga o
S . Pelatihan Lingkup Daerah
Daerah Provinsi dan Provinsi dan
Lintas Daerah Lintas Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Dokumen ][ Egiiggfgﬁg
Koordinasi dan Hasil Koordinasi . . Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi
Sinkronisasi Prov dan Sinkronisasi Pencesahan Prov Koordinasi dan 1
Pencegahan Kaltifn Pencegahan 1 dokumen 900.000.000 Kekerisan Kaltifn Sinkronisasi Pencegahan dokumen 900.000.000
Kekerasan terhadap Kekerasan terhadap terhadap Anak Kekerasan terhadap Anak
Anak Kewenangan Anak Kewenangan Kewenag an Kewenangan Provinsi
Provinsi Provinsi Provinsi g
. Penyusunan
Eeg_yuls{unan Jur{}laél kebijakan kebﬁkan Jumlah kebijakan
ebijakan perlindungan : .
perlindungan khusus Proy. khusus anak 1 kebijakan 700.000.000 perlindungan Proy. perlindungan khusus ..1 700.000.000
g d)
Kaltim khusus anak Kaltim | anak kewenangan kebijakan
anak kewenangan kewenangan L
o S kewenangan provinsi
provinsi provinsi

provinsi
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Pagu
Indikatif

Program dan
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[ KEGIATAN ]

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,

Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

[ KEGIATAN ] Penyediaan
. Jumlah layanan .
Penyediaan Layanan Layanan bagi
h pengaduan Jumlah layanan
bagi Anak yang . Anak yang
masyarakat bagi pengaduan masyarakat
Memerlukan Prov anak korban Memerlukan Prov bagi anak korban 50
Perlindungan L 50 layanan | 314.018.484 | Perlindungan L g 314.018.484
Kaltim kekerasan yang Kaltim | kekerasan yang layanan
Khusus yang Khusus yang
Memerlukan Memerlukan
Memerlukan . Memerlukan .
. Jay Perlindungan . . Perlindungan Khusus
Koordinasi Tingkat Khusus Koordinasi
Daerah Provinsi Tingkat Daerah
Provinsi
[ SUB KEGIATAN
[ SUB KEGIATAN | | Penyediaan
Penyediaan Layanan Layanan
Pengaduan Jumlah AMPK yang Pengaduan . Jumlah AMPK yang
. mendapatkan Masyarakat bagi
Masyarakat bagi Prov. lavanan pencaduan 30 oran Anak van Prov. | mendapatkan layanan 30 oran
Anak yang Kaltim y peng g 1732.716.590 yang Kaltim | pengaduan Kewenangan & 1732.716.590
Kewenangan Memerlukan s
Memerlukan L . Provinsi
. Provinsi Perlindungan
Perlindungan Khusus
. Khusus
Kewenangan Provinsi
Kewenangan
Provinsi
[ SUB KEGIATAN | Jumlah AMPK yang [SUB K.EGI.A TAN
. . ] Koordinasi
Koordinasi mendapatkan Jumlah AMPK yang
Pelaksanaan Layanan Prov. layanan 50 layanan Pelaksanaan Prov. mendapatkan layanan 50
y Kaltim y y 314.018.484 | Layanan AMPK Kaltim P yana layanan 314.018.484
AMPK Kewenangan Kewenangan Kewenangan Provinsi
. .. Kewenangan
Provinsi Provinsi

Provinsi
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Pagu
Indikatif

Program dan
Kegiatan

[ KEGIATAN ]
Penguatan dan

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

[ KEGIATAN ] Pengembangan
Penguatan dan Lembaga
Pengembangan Penyedia
Lembaga Penyedia Jumlah dokumen Layanan bagi Jumlah dokumen
. penguatan dan
Layanan bagi Anak Prov ensembangan Anak yang Prov penguatan dan 1
yang Memerlukan . peng g . 1 dokumen | 693.760.000 | Memerlukan .| pengembangan lembaga 693.760.000
3 Kaltim | lembaga penyedia . Kaltim . dokumen
Perlindungan Perlindungan penyedia layanan
. layanan . f
Khusus Tingkat erlindunean anak Khusus Tingkat perlindungan anak
Daerah Provinsi dan P £ Daerah Provinsi
Lintas Daerah dan Lintas
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota
[ SUB KEGIATAN
| Pengembangan
[ SUB KEGIATAN | KIE (komunikasi,
Pengembangan KIE informasi, dan
!komuml?asg J‘m.‘lah KIE edul.<a31) Jumlah KIE Perlindungan
informasi, dan Prov. Perlindungan AMPK 1 dokumen perlindungan Prov. AMPK Kewenanean 1
edukasi) Kaltim Kewenangan 693.760.000 | khusus anak Kaltim L g dokumen 693.760.000
. .. Provinsi
perlindungan khusus Provinsi Kewenangan
anak Kewenangan Provinsi

Provinsi
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Pagu
Indikatif

Program dan
Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

[ PROGRAM ] e
PROGRAM Persentase GLAOIEL S il
Prov. a 5 1.006.499.4 | PENGELOLAAN Prov. | Persentase Capaian Data o 1.006.499.45
PENGELOLAAN . Capaian Data 80% . 80%
Kaltim 54 | SISTEM DATA Kaltim | Gender dan anak 4
SISTEM DATA Gender dan anak GENDER DAN
GENDER DAN ANAK ANAK
[ KEGIATAN ]
[ KEGIATAN ] Pengumpulan,
Pengumpulan, Pengolahan
Pengolahan Analisis Jumlah Data Analisis dan
dan Penyajian Data Prov Gender dan Anak Penyajian Data Prov Jumiah Data Gender dan
yal v Lo 20 data 1.006.499.4 yal V" | Anak Provinsi yang 20 data | 1.006.499.45
Gender dan Anak Kaltim | Provinsi yang 54 Gender dan Kaltim Tersedia 4
dalam Kelembagaan Tersedia Anak dalam
Data di Tingkat Kelembagaan
Daerah Provinsi Data di Tingkat
Daerah Provinsi
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Dokumen [ SUB KEGIATAN
Penyediaan Data Prov. Data Gender dan 4 dokumen 505. 249 714 | Penyediaan Data Prov. éléglclli? cazk2$:ﬁl P]:; 2;[7?1131 4 505..249.714
Gender dan Anak Kaltim Anak Provinsi yang ” ’ Gender dan Anak | Kaltim . dokumen ” ’
. . . yang Tersedia
Provinsi Tersedia Provinsi
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Dokumen [SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen
.. - | Penyajian dan .
Penyajian dan Penyajian dan Penyajian dan
Pemanfaatan
Pemanfaatan Data Prov. Pemanfaatan Data 9 dokumen Data Gender dan Prov. Pemanfaatan Data Gender 2
Gender dan Anak Kaltim Gender dan Anak 501.249.740 Kaltim | dan Anak dalam dokumen 501.249.740

dalam Kelembagaan
Data Provinsi

dalam Kelembagaan
Data Provinsi

Anak dalam
Kelembagaan
Data Provinsi

Kelembagaan Data
Provinsi
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Pagu
Indikatif

Program dan
Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,

Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

URUSAN

URUSAN

PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN

BIDANG BIDANG

Prov. ADMINISTRASI Prov.

ADMINISTRASI . 1.708.118.00 .

KEPENDUDUKAN Kaltim 0 El;:)l:g?DUDUKA Kaltim 1.708.118.000

SDﬁ’l;ILPENCATATAN PENCATATAN
SIPIL

Persentase

[ PROGRAM ] Cakupan [ PROGRAM ] Do o B

PROGRAM Prov. kepemilikan o PROGRAM Prov. - &

PENDAFTARAN Kaltim | dokumen LAU% 705.455.220 | LENDAFTARAN | Kaltim k:zz‘;‘tgi,‘:: d:f;:‘;i‘l“ A7 DGl 2D

PENDUDUK pendaftaran PENDUDUK P P

penduduk
[ KEGIATAN ] Jumlah Dokumen [ KEGIATAN ]
o . Jumlah Dokumen

Penyelenggaraan Prov. fasilitasi layanan 1 dokumen Penyelenggaraan Prov. fasilitasi lavanan 1

Pendaftaran Kaltim pendaftaran 550.712.216 | Pendaftaran Kaltim en daftaraz enduduk dokumen 550.712.216

Kependudukan penduduk Kependudukan P P

[ SUB KEGIATAN | Jumlah Laporan [ SUB KEGIATAN .

SO . . e e . Jumlah Laporan Hasil

Fasilitasi Terkait Prov. Hasil Fasilitasi 3 laporan | Fasilitasi Terkait Prov. Fasilitasi Pendaftaran 3 laporan

Pendaftaran Kaltim Pendaftaran p 481.805.112 | Pendaftaran Kaltim Penduduk p 481.805.112

Penduduk Penduduk Penduduk

[ SUB KEGIATAN | Jumlah Laporan [ SUB K.EGI.ATAN .

T - . N ] Sosialisasi Jumlah Laporan Hasil

Sosialisasi Terkait Prov. Hasil sosialisasi 1 laporan Terkait Prov. sosialisasi Pendaftaran 1 laporan

Pendaftaran Kaltim Pendaftaran p 88.907.1040 Kaltim p 88.907.1040
Pendaftaran Penduduk

Penduduk Penduduk

Penduduk
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Pagu
Indikatif

Program dan
Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

[ KEGIATAN ] Jumlah dokumen [ KEGIATAN |
Pembinaan dan eningkatan Pembinaan dan Jumlah dokumen
Pengawasan Prov. P g Pengawasan Prov. | peningkatan kapasitas 1
. kapasitas layanan 1 dokumen | 154.743.004 . 154.743.004
Penyelenggaraan Kaltim Pendaftaran Penyelenggaraan | Kaltim | layanan Pendaftaran dokumen
Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk
Penduduk Penduduk
[ SUB KEGIATAN
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Laporan . .
. - - ] Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan dan Hasil Pembinaan .
Pengawasaan terkait Prov. dan Pengawasan 1 laporan Pengawasaan Prov. | Pembinaan dan 1 laporan
Kaltim . 82.913.300 | terkait Kaltim | Pengawasan terkait 82.913.300
Pendaftaran terkait Pendaftaran
Pendaftaran Pendaftaran Penduduk
Penduduk Penduduk
Penduduk
Jumlah Laporan [ SUB KEGIATAN
[ SUB KEGIATAN ] Hasil Bimbingan | Bimbingan Jumlah Laporan Hasil
Bimbingan Teknis Prov. Teknis Terkait 1 laporan Teknis terkait Prov. Bimbingan Teknis Terkait 1 laporan
terkait Pendaftaran Kaltim p 71.829.704 Kaltim g p 71.829.704
Penduduk Pendaftaran Pendaftaran Pendaftaran Penduduk
Penduduk Penduduk
Persentase
[ PROGRAM | Prov Cakupan LPng%mM ] Prov Persentase Cakupan
PROGRAM Kal tir.n kepemilikan 100% 724.664.040 PENCATATAN Kal tir.n kepemilikan dokumen 100% 724.664.040
PENCATATAN SIPIL dokumen SIPIL pencatatan sipil
pencatatan sipil
[ KEGIATAN ] Jumlah dokumen [ KEGIATAN ] Jumlah dokumen
Penyelenggaraan Prov. envelenggaraan 2 dokumen Penyelenggaraan Prov. envelenggaraan 2
Pencatatan Sipil di Kaltim peny 2 . . 380.172.620 | Pencatatan Sipil | Kaltim peny g2 . . dokumen 380.172.620
e . pencatatan sipil . . . pencatatan sipil
Provinsi di Provinsi
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Laporan [ SUB KEGIATAN .
Fasilitasi Terkait Prov. Hasil Fasilitasi 1 laporan | Fasilitasi Terkait Prov. | Jumlah Laporan Hasil 1 laporan
Kaltim 297.004.620 Kaltim | Fasilitasi Pencatatan Sipil 297.004.620

Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil
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[ SUB KEGIATAN

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Jumlah Laporan Hasil

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

Sosialisasi Terkait Prov. Hasil Sosialisasi 1 laporan | Sosialisasi Prov. Sosialisasi terkait 1 laporan
e Kaltim | terkait Pencatatan P 83.168.000 | Terkait Kaltim 8 P 83.168.000
Pencatatan Sipil . - Pencatatan Sipil
Sipil Pencatatan Sipil
[ KEGIATAN ] Jumlah dokumen [ KEGIATAN ]
. . R Jumlah dokumen
Pemberian Prov Pemberian Pemberian Prov Pemberian Konsultasi 2
Konsultasi . Konsultasi 2 dokumen | 344,491.440 | Konsultasi . 344,491.440
Kaltim Kaltim | Penyelenggaraan dokumen
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil P
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Laporan [SUB I.{EGIATAN Jumlah Laporan
. . | Pembinaan dan .
Pembinaan dan Prov. Pembinaan dan 1 laporan Pensawasan Prov. | Pembinaan dan 1 laporan
Pengawasan Terkait Kaltim Pengawasan Terkait p 88.920.000 Terlfai ¢ Kaltim | Pengawasan Terkait p 88.920.000
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil . Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Laporan [ SUB KEGIATAN .
. ) e 1 N Jumlah Laporan Hasil
Bimbingan Teknis Prov. Hasil Bimbingan 1 laporan | Bimbingan Prov. Bimbinean Teknis Terkait 1 laporan
Terkait Pencatatan Kaltim Teknis Terkait p 255.571.440 | Teknis Terkait Kaltim g . p 255.571.440
- .. .. Pencatatan Sipil
Sipil Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
[ PROGRAM ] [ PROGR A M]
PROGRAM PROGRAM
Publikasi data PENGELOLAAN Publikasi data
PENGELOLAAN Prov. | kependudukan 2 kali INFORMASI Prov. | yependudukan skala 2 kali
INFORMASI Kaltim - — 500.594.593 Kaltim | ~cPeReY 500.594.593
skala provinsi ADMINISTRASI provinsi
ADMINISTRASI KEPENDUDUKA
KEPENDUDUKAN N
[ KEGIATAN ] Persentase jumlah [ KEGIATAN ]
Penyelenggaraan Prov OPD yang Penyelenggaraan Prov Persentase jumlah OPD
° 0, * 0,
Pengelola-an Kaltim memanfaatkan 27% 309.785.413 Pengelola.an Kaltim | Y218 memanfaatkan 27% 309.785.413
Informasi data Informasi data kependudukan
Administrasi kependudukan Administrasi
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Kependudukan

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

[SUB KEGIATAN]
Fasilitasi Terkait

Jumlah Laporan
Hasil Fasilitasi

[SUB KEGIATAN]
Fasilitasi Terkait

Jumlah Laporan Hasil

Pengelolaan Prov. Penyelenggaraan 1 laporan Pengelolaan Prov. Fasilitasi Penyelenggaraan 1 laporan
Informasi Kaltim Urusan p 81.644.927 | Informasi Kaltim | Urusan Administrasi p 81.644.927
Administrasi Administrasi Administrasi Kependudukan
Kependudukan Kependudukan Kependudukan
[SUB KEGIATAN] Jumlah Laporan [SUB KEGIATAN] Jumlah Laporan Hasil
Sosialisasi Terkait Hasil Sosialisasi Sosialisasi Terkait ah Lap
Sosialisasi
Pengelolaan Prov. Penyelenggaraan 1 laporan Pengelolaan Prov. Penveleneearaan Urusan 1 laporan
Informasi Kaltim Urusan p 36.124.496 | Informasi Kaltim yeengegal p 36.124.496
L. . .. . L. . Administrasi
Administrasi Administrasi Administrasi Kependudukan
Kependudukan Kependudukan Kependudukan P
[SUB KEGIATAN] [SUB KEGIATAN] .
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Prov. Hasil pemanfaatan 3 dokumen Pemanfaatan Prov. emanfaatan data 3
Pemanfaatan Data Kaltim p 192.014.990 Kaltim | P dokumen 192.014.990
data kependudukan Data kependudukan
Kependudukan
Kependudukan
[ KEG.I ATAN | Jumlah dokumen [ KEG.I ATAN |
Pembinaan dan . Pembinaan dan
Pembinaan dan Jumlah dokumen
Pengawasan Pengawasan .
Pengelolaan Prov Pengawasan Pengelolaan Prov Pembinaan dan 1
. . Pengelolaan 1 dokumen | 190.809.180 . L Pengawasan Pengelolaan 190.809.180
Informasi Kaltim . Informasi Kaltim . . . dokumen
. . . Informasi . . . Informasi Administrasi
Administrasi . . . Administrasi
Administrasi Kependudukan
Kependudukan Kependudukan
. . Kependudukan . .
Provinsi Provinsi
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Pagu
Indikatif
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[SUB KEGIATAN]
Pembinaan dan

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

Pengawasan
[SUB K EGIATAN] Jumlah Laporan tekait Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan dan Hasil Pembinaan -
. Pengelolaan Pembinaan dan
Pengawasan tekait dan Pengawasan . .
Pengelolaan Prov. terkait Pengelolaan 1 laporan Informasi Prov. | Pengawasan terkait 1 laporan
g . Kaltim ng p 37.760.000 | Administrasi Kaltim | Pengelolaan Informasi p 37.760.000
Informasi Informasi . .
L . .y . Kependudukan Administrasi
Administrasi Administrasi Kependudukan
Kependudukan Kependudukan p
[SUB KEGIATAN]
Bimbingan Teknis
Terkait
Jumlah Sumber Pengelolaan
[SUB KEGIATAN] Daya Manusia yang Informasi Jumlah Sumber Daya
Sy : Mengikuti Administrasi . SRR
Bimbingan Teknis L . Manusia yang Mengikuti
. Bimbingan Teknis Kependudukan s . .
Terkait Pengelolaan . Bimbingan Teknis Terkait
) Terkait Pengelolaan dan .
Informasi Prov. Inf . 40 Pend Prov. | Pengelolaan Informasi 40
Administrasi Kaltim plormast orang 153.048.180 | . _ cayagunaan Kaltim | Administrasi orang 153.048.180
Administrasi Data
Kependudukan dan Kependudukan dan
Kependudukan dan Kependudukan
Pendayagunaan Data Pendayagunaan Data
Pendayagunaan
Kependudukan Data Kependudukan

Kependudukan
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Pagu
Indikatif

Program dan
Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,

Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

URUSAN
g]l;l\tlii%l:NT AHAN PEMERINTAHAN
BIDANG BIDANG
PENGENDALIAN Proy. 2.368.437.33 | PENGENDALIAN Proy. 2 368.437.338
PENDUDUK DAN Kaltim 8 PENDUDUK DAN Kaltim
KELUARGA KELUARGA
BERENCANA BERENCANA
[ PROGRAM ] [ PROGRAM ]
PROGRAM Prov. Angka kelahiran o PROGRAM Prov. q o
PENGENDALIAN Kaltim | total oD 607'890'322 PENGENDALIAN | Kaltim | ARgka kelahiran total 60% | 607.890.3285
PENDUDUK PENDUDUK
[ KEGIATAN ]
[ KEGIATAN ] J::rl::rl:;:el:to:ka t Pemaduan dan
Pemaduan dan yang yep Sinkronisasi Jumlah sektor yang
. . . dan memanfaatkan . .
Sinkronisasi data profil Kebijakan menyepakati dan
Kebijakan ( aralr',ne ter dan Pemerintah memanfaatkan data
Pemerintah Pusat Prov. I:-o eksi 5 sektor Pusat dengan Prov. profil (parameter dan 5 sektor
dengan Pemerintah Kaltim proy 607.990.285 | Pemerintah Kaltim | proyeksi penduduk) 607.990.285
.. penduduk) untuk ..
Daerah Provinsi Daerah Provinsi untuk perencanaan dan
perencanaan dan
dalam rangka elaksanaan dalam rangka pelaksanaan program
Pengendalian pro ram Pengendalian pembangunan
Kuantitas Penduduk pe nfban unan Kuantitas
p g Penduduk

[ SUB KEGIATAN | Jumlah laporan [ SUB KEGIATAN Jumlah laporan
Advokasi dan Prov. TR 3 laporan | Advokasi dan Prov. Pelaksanaan Advokasi 3 laporan

Kaltim Advokasi dan 277.901.588 Kaltim 277.901.588

Sosialisasi GDPK

Sosialisasi GDPK

Sosialisasi GDPK

dan Sosialisasi GDPK
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[ SUB KEGIATAN |
Implementasi
Pendidikan
Kependudukan Jalur
Formal, Non Formal

Lokasi

Indikator Kinerja
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Kependudukan
Jalur Formal,
NonFormal dan

Target
Capaian

61

Pagu
Indikatif

Program dan
Kegiatan

[ SUB KEGIATAN
| Implementasi
Pendidikan
Kependudukan
Jalur Formal,
Non Formal dan

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur
Formal, NonFormal dan

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

dan Informal Pada Prov. Informal pada 2 laporan Informal Pada Prov. Informal pada Jenjang 2 laporan
Jenjang SLTA-MA Kaltim Jenjang SLTA-MA 329.888.697 JenJang SLTA-MA | Kaltim SLTA-MA Melalui Sekolah 329.888.697
: . < Melalui Sekolah -
Melalui Sekolah Siaga Melalui Sekolah Siaca Siaga
Kependudukan/SSK Siaga Ke gen dudukan/S Kependudukan/SSK dan
dan Pojok Kependudukan/SS p . Pojok Kependudukan/PJK
) SK dan Pojok
Kependudukan/PJK K dan Pojok Kependudukan /P
Kependudukan/PJK JKp
[ PROGRAM ] [ PROGRAM ]
q PROGRAM

PROGRAM Angka prevalensi K lensi
PEMBINAAN Prov. kontrasepsi 68.42% PEMBINAAN Prov. | Angka prevalensi 68.42%

Kaltim ? 641.647.945 | KELUARGA Kaltim | kontrasepsi modern ? 641.647.945
KELUARGA modern BERENCANA
BERENCANA (KB) (KB)
[ KEGIATAN ] [ KEGIATAN ]
Pengembangan Pengembangan
Desain Program, Desain Program,
Pengelolaan dan Pengelolaan dan
Pelaksanaan Prov. Ratio akseptor KB 0.76% Pelaksanaan Prov. Ratio akseptor KB 0.76%
Advokasi, Kaltim P 197 | 641.647.945 | Advokasi, Kaltim P A 641.647.945
Komunikasi, Komunikasi,

Informasi dan
Edukasi (KIE)
Pengendalian

Informasi dan
Edukasi (KIE)
Pengendalian
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Target
Capaian
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Pagu
Indikatif

Program dan
Kegiatan

Penduduk dan
Keluarga
Berencana (KB)
Sesuai Kearifan
Budaya Lokal

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

[ SUB KEGIATAN |
Fasilitasi Kerja Sama
dengan Stakeholders
dan Mitra Kerja

Prov.

Jumlah fasilitasi
Kerja Sama dengan
Stakeholders dan
Mitra Kerja dalam
Pelaksanaan
Advokasi, Promosi

[ SUB KEGIATAN
| Fasilitasi Kerja
Sama dengan
Stakeholders dan
Mitra Kerja dalam

Prov.

Jumlah fasilitasi Kerja
Sama dengan
Stakeholders dan Mitra
Kerja dalam Pelaksanaan
Advokasi, Promosi dan

Kencana Melalui
Mitra Kerja

Bangga Kencana
Melalui Mitra Kerja

Kencana Melalui
Mitra Kerja

Melalui Mitra Kerja

dalam Pelaksanaan Kaltim dan KIE Program 1 daerah 170.648.542 | Pelaksanaan Kaltim | KIE Program 1 daerah 170.648.542
Advokasi, Promosi Pembangunan Advokasi, Pembangunan Keluarga,
dan KIE Program Keluarga, Promosi dan KIE Kependudukan, dan
Bangga Kencana Kependudukan, dan Program Bangga Keluarga Berencana
Keluarga Berencana Kencana (Bangga Kencana)
(Bangga Kencana)
[ SUB KEGIATAN | [ SUB KEGIATAN
Jumlah Dokumen .
Pelaksanaan Hasil Advokasi dan | Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil
Advokasi dan KIE Prov. KIE Program 1 daerah Advokasi dan KIE Prov. | Advokasi dan KIE 1 daerah
Program Bangga Kaltim 370.999.800 | Program Bangga Kaltim | Program Bangga Kencana 370.999.800




Program dan
Kegiatan

[ SUB KEGIATAN |
Pengembangan dan
Penyediaan Materi
Promosi dan

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome)

dan Kegiatan

Jumlah Dokumen
Hasil
Pengembangan dan
Penyediaan Materi
Promosi dan

Target
Capaian
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Pagu
Indikatif

Program dan
Kegiatan

[ SUB KEGIATAN
| Pengembangan
dan Penyediaan
Materi Promosi
dan Konseling

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Jumlah Dokumen Hasil
Pengembangan dan
Penyediaan Materi

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

Konseling Kesehatan Prov. Konseling 1 dokumen Kesehatan Prov. | Promosi dan Konseling 1
Reproduksi dan Hak- Kaltim Kesehatan 99.999.613 | Reproduksi dan Kaltim | Kesehatan Reproduksi dokumen 99.999.613
Hak Reproduksi Reproduksi dan Hak-Hak dan Hak-Hak Reproduksi
sesuai dengan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan
Kearifan Budaya Reproduksi sesuai sesuai dengan Budaya Lokal
Lokal dengan Kearifan Kearifan Budaya
Budaya Lokal Lokal

[ PROGRAM ]
[ PROGRAM ] PROGRAM
PROGRAM Indeks PEMBERDAYAA ek o
PEMBERDAYAAN Prov. o N DAN Prov. | Indeks Pembangunan o
DAN PENINGKATAN | Kaltim | pomoangunan 65,54 % | 1.118:899-1 | PENINGKATAN | Kaltim | Keluarga (iBangga) 65,54 % | 1.118.899.19
KELUARGA eluarga (iBangga) KELUARGA
SEJAHTERA (KS) SEJAHTERA

(KS)
[ KEGIATAN | [ KEGIATAN |
Pengelolaan Jumlah organisasi Pengelolaan
Pelaksanaan Desain Pelaksanaan Jumlah organisasi
Program ﬁ:ﬁ:ﬁ:;pl:liiaﬁang Desain Program perempuan yang 4
Pembangunan Prov. bi P 4 1.118.899.1 | Pembangunan Prov. | mendapatkan . 1.118.899.10
Keluarga Melalui Kaltim lp;emhmaan d organisasi 09 | Keluarga Melalui | Kaltim | pembinaan ketahanan organisas 9
Pembinaan keta. anan can Pembinaan dan kesejahteraan !

esejahteraan

Ketahanan dan keluarga Ketahanan dan keluarga
Kesejahteraan Kesejahteraan
Keluarga Keluarga




Program dan
Kegiatan

[ SUB KEGIATAN ]

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome)
dan Kegiatan

Jumlah Dokumen

Target
Capaian

64

Pagu
Indikatif

Program dan

Kegiatan

[ SUB KEGIATAN

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Jumlah Dokumen Hasil

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

Pembinaan Hasil Pembinaan | Pembinaan .
Ketahanan dan Prov. Ketahanan dan 1 dokumen Ketahanan dan Prov. | Pembinaan Ketahanan 1
. Kaltim . 920.900.000 . Kaltim | dan Kesejahteraan dokumen 920.900.000
Kesejahteraan Kesejahteraan Kesejahteraan
Keluarga
Keluarga Keluarga Keluarga
[ SUB KEGIATAN | Jumlgh P'IK R yang [ SUB 'KEQIATAN
S Mengikuti | Fasilitasi
Fasilitasi Jumlah PIK-R yang
Pengembangan Pengembangan e
Pengembangan Mengikuti Pengembangan
Prov. Kelompok Pusat L Kelompok Pusat Prov. . 2
Kelompok Pusat . . 2 organisasi ) . Kelompok Pusat Informasi .
. . Kaltim Informasi 98.999.552 | Informasi Kaltim . . organisasi 98.999.552
Informasi Konseling- ) . . . Konseling-Remaja (PIK-R)
. . Konseling-Remaja Konseling-Remaja .
Remaja (PIK-R) di - - di Kampung KB
Kamoune KB (PIK-R) di Kampung (PIK-R) di
pung KB Kampung KB
[ KEGIATAN ] [ KEGIATAN ]
Pemberdayaan
Pemberdayaan dan .
. Persentase dan Peningkatan
Peningkatan Peran e s
e . Organisasi Peran serta
serta Organisasi ke e s s
Pemberdayaan dan Organisasi ke Persentase Organisasi
Masyarakatan .
. Peningkatan Masyarakatan Pemberdayaan dan
Tingkat Daerah T . . . e s
Provinsi dalam Prov. Organisasi 40 Tingkat Daerah Prov. | Peningkatan Organisasi 40
Kaltim Kemasyarakatan ° 98.999.552 | Provinsi dalam Kaltim | Kemasyarakatan dalam ° 98.999.552
Pembangunan
. dalam Pembangunan Pembangunan
Keluarga Melalui .
. Pembangunan Keluarga Melalui Ketahanan Keluarga
Pembinaan .
Ketahanan Pembinaan
Ketahaanan dan
. Keluarga Ketahaanan dan
Kesejahteraan .
Kesejahteraan
Keluarga

Keluarga




Program dan

Kegiatan

[ SUB KEGIATAN |
Sosialisasi dan

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome)
dan Kegiatan
(Output)

4

Jumlah Laporan
Hasil Sosialisasi
dan Promosi

Target
Capaian

65

Pagu
Indikatif

Program dan
Kegiatan

[ SUB KEGIATAN
| Sosialisasi dan
Promosi Tentang

Lokasi

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan
Kegiatan (Output)

Jumlah Laporan Hasil
Sosialisasi dan Promosi

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana

gg;;gﬁtg;g;ing Prov. Tentang 1 laporan EP:T{I;III;:;%&Y aan Prov. | Tentang Pemberdayaan | laporan
Ekonomi Keluarga Kaltim | Pemberdayaan 98.999.552 Keluarga dan Kaltim | Ekonomi Keluarga dan 98.999.552
dan Pengelolaan Ekonomi Keluarga Pengelolaan Pengelolaan Keuangan
Keuangan Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga
Keuangan Keluarga Keluarga
41.767.605. 41.767.605.0
000 00
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
2.5.1 Proses pengusulan oleh pemangku kepentingan (Masyarakat, LSM,
Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)

DKP3A Provinsi Kalimantan Timur membangun Partisipasi
masyarakat dalam wurusan Pengendalian Penduduk dan KB,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui penerbitan
rekomendasi hasil telaahan program dan kegiatan masyarakat,

meliputi :

1. Badan kerja sama organisasi wanita (BKOW) Provi. Kaltim

2. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Cabang Kalimantan
Timur

3. Dharma Wanita Persatuan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

2.5.1 Kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaran
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Usulan program dan kegiatan dari kabupaten/kota

memiliki kesesuaian dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur .Adapun yang

menjadi isu penting dalam penyelenggaran tugas pokok dan

fungsinya diantaranya adalah rendahnya kualitas hidup dan

peran perempuan dalam pembangunan, hal ini sejalan dan

sesuai dengan usulan program dan kegiatan dari
kabupaten/kota yaitu Program Pengarutamaan Gender dan
Pemberdayaan  Perempuan, Peningkatan Kualitas  Keluarga,

Pemenuhan Hak Anak, Pengelolaan Sistem Data Gender dan
Anak,d an Perlindungan Khusus Anak, Perlindungan Perempuan

dan Administrasi Kependudukan.
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Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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Tabel T-C.32

Provinsi Kalimantan Timur

Lokasi

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

NON URUSAN
[ PROGRAM | PROGRAM Indeks Kualitas Layanan 84
PENUNJANG URUSAN Kesekretariatan indeks
PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Keluhan Pengguna 100%
PROVINSI Layanan yang Ditindaklanjuti °
[ KEGIATAN ] Perencanaan, Prov
Penganggaran, dan Evaluasi . Nilai SAKIP Perangkat Daerah 71%
e Kaltim
Kinerja Perangkat Daerah
[ SUB KEGIATAN ] 6
Penyusunan Dokumen Prov. Jumlah Dokumen Perencanaan dokume
Perencanaan Perangkat Kaltim | Perangkat Daerah n
Daerah
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2
Prov. . . .
dan Penyusunan Dokumen Kaltim Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokume
RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD n
[ SUB KEGIATAN | Koordinasi Jumlah Dokumen Perubahan RKA- 1
Prov. SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen . dokume
Kaltim | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Perubahan RKA-SKPD n
SKPD
[ SUB KEGIATAN | Koordinasi | Proy, | PUmah Dokumen DPASKPD dan -
dan Penyusunan DPA-SKPD Kaltim Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokume
Dokumen DPA-SKPD n
[ SUB KEGIATAN | Koordinasi Jumlah Dokumen Perubahan DPA- 1
Prov. SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
dan Penyusunan Perubahan . dokume
Kaltim | Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
DPA-SKPD n
SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
dan Penyusunan Laporan Prov. SKPD dan Laporan Hasil 23
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kaltim | Koordinasi Penyusunan Laporan laporan
Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
[ SUB KEGIATAN ] Evaluasi Prov. Jumlah Laporan Evaluasi 1
Kinerja Perangkat Daerah Kaltim | Kinerja Perangkat Daerah laporan
( SUB KEGIATAN )
Pelaksanaan Forum Jumlah Berita Acara Pelaksanaan
Perangkat Daerah
. Forum Perangkat Daerah Berdasarkan .
Berdasarkan Bidang Urusan Prov. . - 2 Berita
) . Bidang Urusan yang Diampu dalam
yang Diampu dalam rangka Kaltim Acara
rangka Penyusunan Dokumen
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Perencanaan Perangkat
Daerah
[ KEGIATAN ] Administrasi Prov
Keuangan Perangkat Kaltir;:l Persentase realisasi anggaran 94.50%

Daerah
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan

Target

2 Catatan
Capaian

[ SUB KEGIATA..N ] Prov. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 71

Penyediaan Gaji dan Kaltim | Tuniancan ASN orang/b

Tunjangan ASN Jang ulan

[ SUB KEGIATAN | 5

Pelaksanaan Penatausahaan Prov. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan dokume

dan Pengujian/Verifikasi Kaltim | Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD n

Keuangan SKPD

[ SUB KEGIATAN | Koord1na§1 Prov. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 12

dan Pelaksanaan Akuntansi . . dokume
Kaltim | Pelaksanaan Akuntansi SKPD

SKPD n

[ SUB KEGIATAN | Koordinasi Jumlah Laporan Keuangan Akhir '

Prov. Tahun SKPD dan Laporan Hasil 1
dan Penyusunan Laporan Kaltim | Koordinasi Penyusunan Laporan laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
[ SUB KEGIATAN ] Koordinasi Jumlah Laporan Keuangan
dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran

Prov. . . 18
Keuangan Kaltim SKPD dan Laporan Koordinasi laporan
Bulanan/Triwulanan/Semest Penyusunan Laporan Keuangan P
eran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
[ SUB KEGIATAN ] 9
Penyusunan Pelaporan dan Prov. Jumlah Dokumen Pelaporan dan dokume
Analisis Prognosis Realisasi Kaltim | Analisis Prognosis Realisasi Anggaran n
Anggaran
[ KEGIATAN ] Administrasi Jumlah ASN yang mendapat

. Prov. . X . 82
Kepegawaian Perangkat . pelayanan administrasi kepegawaian

Kaltim orang

Daerah perangkat daerah
[ SUB KEGIATAN ]
Pengadaan Pakaian Dinas Prov. Jumlah Paket Pakaian Dinas 3 paket
Beserta Atribut Kaltim | Beserta Atribut Kelengkapan P
Kelengkapannya
[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Jumlah Orang yang Mengikuti

Prov. o .

Peraturan Perundang- . Sosialisasi Peraturan Perundang- 78 orang
Kaltim
undangan Undangan
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Prov. L . .
. . Bimbingan Teknis Implementasi 10 orang
Implementasi Peraturan Kaltim
Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-Undangan
[ KEGIATAN ] Administrasi Prov. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor 113 unit
Umum Perangkat Daerah Kaltim | yang berfungsi dengan baik
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Paket
Penyediaan Komponen Prov. Komponen Instalasi 1 paket
Instalasi Listrik/Penerangan Kaltim | Listrik/Penerangan Bangunan p
Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
[SUB KEGIATAN] Prov. Jumlah Paket Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan . .1 6 paket
Kaltim | Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Perlengkapan Kantor
[SUB KEGIATAN ] Prov. Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penyediaan Barang Cetakan . S 2 paket
Kaltim | Penggandaan yang Disediakan
dan Penggandaan
[SUB KEGIATAN ] Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 96
Penyediaan Bahan Bacaan Prov.
. Peraturan Perundang-Undangan yang dokume
dan Peraturan Perundang- Kaltim -
Disediakan n
undangan
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan

Target
Capaian

Catatan

Mesin Lainnya

[ SUB KEGIATAN ]| Fasilitasi Prov. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1
Kunjungan Tamu Kaltim | Tamu laporan
[ SUB KEGIATAN ]

Penyelenggaraan Rapat Prov. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 3
Koordinasi dan Konsultasi Kaltim | Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan
SKPD
[ SUB KEGIATAN | . Prov. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 1
Penatausahaan Arsip Kaltim | Dinamis pada SKPD dokume
Dinamis pada SKPD p n
[ KEGIAT{“.\I ] Pengadaan Jumlah pengadaan barang milik
Barang Milik Daerah Prov. . . .
: . daerah penunjang urusn pemerintah 33 unit
Penunjang Urusan Kaltim
. daerah
Pemerintah Daerah
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Unit Kendaraan Dinas
. Prov. . .
Pengadaan Kendaraan Dinas . Operasional atau Lapangan yang 1 unit
. Kaltim -
Operasional atau Lapangan Disediakan
[ SUB KEGIATAN | Prov. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin .
Pengadaan Peralatan dan . ; . 30 unit
; . Kaltim | Lainnya yang Disediakan
Mesin Lainnya
[ KEGIATAN ] Penyediaan o s .
. Prov. Jumlah jenis jasa penunjang urusan o
Jasa Penunjang Urusan . . 4 jenis
. Kaltim | pemerintah daerah
Pemerintahan Daerah
[ SUB KEGIATAN ] Prov. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 1
Penyediaan Jasa Surat .
Kaltim | Menyurat laporan
Menyurat
[SUB KEGIATAN ] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Prov. . . . 1
o . Komunikasi. Sumber Daya Air dan
Komunikasi, Sumber Daya Kaltim L L laporan
) S Listrik yang Disediakan
Air dan Listrik
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
. Prov. 1
Penyediaan Jasa Peralatan Kaltim Peralatan dan Perlengkapan Kantor lavoran
dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan p
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Laporan Penyediaan
. Prov. 1
Penyediaan Jasa Pelayanan . Jasa  Pelayanan Umum Kantor yang
Kaltim L laporan
Umum Kantor Disediakan
[ KEGIATAN ] Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Prov. Jumlah Sarana dan Prasarana yang 87 unit
Penunjang Urusan Kaltim | berfungsi dengan baik
Pemerintahan Daerah
[ SUB KEGIATAN ]
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan perorangan dinas
. . Prov. . . .
Pemeliharaan, Pajak dan . atau kendaraan jabatan yang dipelihara 1 unit
. Kaltim - -
Kendaraan Perorangan Dinas dan dibayarkan pajaknya
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
[ SUB KEGIATAN ]
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya Prov. Operasional atau Lapangan yang 24 unit
Pemeliharaan, Pajak dan Kaltim | Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Perizinannya
Operasional atau Lapangan
[SUB .KEGIATAN ] Prov. Jumlah peralatan dan mesin lainnya .
Pemeliharaan Peralatan dan . S 60 unit
Kaltim | yang dipelihara
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Lokasi
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan

Target
Capaian

Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana

Prov. Pendukung Gedung Kantor atau .
Sarana dan Prasarana . . 1 unit
Pendukung Gedung Kantor Kaltim | Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN Prov.
PEREMPUAN DAN Kaltim
PERLINDUNGAN ANAK
[ PROGRAM ] PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN Prov Jumlah perempuan kepala keluarga 300
GENDER DAN Kaltifn (PEKA) didampingi untuk peningkatan oran
PEMBERDAYAAN kapasitas dalam kewirausahaan g
PEREMPUAN
[ KEGIATAN ] Pelembagaan
(l;ell;éfrl;sduati?;abz (zender Prov. Penguatan kelembagaan PUG 10
Pemerli)n tah Kewe fangan Kaltim | kewenangan Provinsi lembaga
Provinsi
[ SUB.KEGIA.TAN ] Koordinasi Jumlah laporan hasil koordinasi dan
dan Sinkronisasi Prov. . Lo 1

. sinkronisasi penyelenggaraan PUG
Penyelenggaraan PUG Kaltim tinekat provinsi laporan
Kewenangan Provinsi g P
[ SUB KEGIATAN | Advokasi
Kebijakan dan Prov Jumlah SDM tingkat Provinsi yang 1
Pendampingan Kal tir.n memperoleh advokasi Kebijakan dan dokume
Penyelenggaraan PUG Pendampingan Penyelenggaraan PUG n
Kewenangan Provinsi
[ SUB KEGIATAN | Sosialisasi Prov. Jumlah peserta sosialisasi kebijakan
kebijakan Penyelenggaraan 1t 1 ok L 30 orang
PUG Kewenangan Provinsi Kaltim | penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi
[ KEGIATAN ]
Pemberdayaan Perempuan
Bidang Politik, Hukum, Prov. Jumlah organisasi kemasyarakatan 1
Sosial, dan Ekonomi pada Kaltim | menuju LPLPP lembaga
Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Provinsi
Jumlah pengelola organisasi
[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi kemasyarakatan/profesi/dunia
Peningkatan Partisipasi Prov usaha/media tingkat provinsi yg 200
Perempuan di Bidang Politik, Kaltir'n mengikuti peningkatan kapasitas dalam oran
Hukum, Sosial dan Ekonomi rangka peningkatan partisipasi g
Kewenangan Provinsi perempuan di bidang politik, hukum,
sosial dan ekonomi

E{El[oil'gallfaEnGcIII:;rlAN ] Advokasi Jumlah organisasi kemasyarakatan/
Pen éam inoan Peninekatan profesi/ dunia usaha/ media tingkat
Partisi eli)si lg’erem uai dalam Prov. provinsi yg diadvokasi dan didampingi 1
Poli tikaukum Srz)sial dan Kaltim | dalam rangka peningkatan partisipasi lembaga
Ekono;ni Kewer’lan an perempuan di bidang politik, hukum,
Provinsi g sosial dan ekonomi
[ KEGIATAN ] Penguatan
dan Pengembangan Prov Jumlah perempuan kepala keluarga 300
Lembaga Penyedia Layanan . (PEKA) didampingi untuk peningkatan

Kaltim orang

Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi

kapasitas dalam kewirausahaan
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan

Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan)

Target
Capaian

Catatan

Pendampingan kgpada Proy. dalam bentuk &Pusat Pembelajaran 1
Lembaga Penyedia Layanan Kaltim lembaga
Perempuan& (PUTARAN) yang
Pemberdayaan Perempuan S .o
gy terstandarisasi tingkat Provinsi
Kewenangan Provinsi
[ SU.B KEGIATAN | . Jumlah perempuan SIAP (Suara dan
Peningkatan Kapasitas . L
Aksi Perempuan Pelopor) di bidang
Sumberdaya Lembaga Prov. ) . . . 100
. . Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemi
Penyedia Layanan Kaltim . . orang
mpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat
Pemberdayaan Perempuan L
.. Provinsi
Kewenangan Provinsi
[ SUB KEGIATAN ]
Pengembangan Komunikasi Prov Jumlah Pusat Informasi Sahabat
Informasi dan Edukasi (KIE) . Perempuan (Prisma) yg terbentuk di 1 unit
Kaltim .y
Pemberdayaan Perempuan provinsi
Kewenangan Provinsi
[ PROGRAM | PROGRAM
Grev | Formentase korban kekersunn
PEREMPUAN perempuan yang teriay
[ KEGIATAN ] Pencegahan
Kekerasan terhadap
Perempuan yang .
melibatkan para Pihak Ifarl(gfr.n P::f;ai::nkelembagaan perlindungan len:]:)a .
Lingkup Daerah Provinsi P P g€
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
[ SUB KEGIATAN ]| Koordinasi
dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pelaksanaan Kebijakan, Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, 1
; Prov. .
Program dan Kegiatan Kaltim Program dan Kegiatan Pencegahan dokume
Pencegahan Kekerasan Kekerasan terhadap Perempuan n
terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
Kewenangan Provinsi
[ SUB KEGIATAN | Advokasi Jumlah Perangkat Daerah yang 20
Kebijakan dan . .
. Prov. Mendapat Advokasi dan Pendampingan Perangk
Pendampingan Layanan . ;
: Kaltim | Layanan Perlindungan Perempuan at
Perlindungan Perempuan Lo
. Kewenangan Provinsi Daerah
Kewenangan Provinsi
[ KEGIATAN ] Penyediaan
Layanan Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan Korban Cakupan perempuan dan anak korban
Kekerasan yang Prov. kekerasan yang mendapatkan
. . . 80%
memerlukan Koordinasi Kaltim | penanganan pengaduan oleh petugas
Tingkat Daerah Provinsi terlatih dalam unit pelayanan terpadu
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
[ SUB KEGIATAN ]
Penyediaan Layanan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan
Pengaduan Masyarakat bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Prov.
Perempuan Korban Kaltim Daerah Kabupaten/Kota yang 40 orang

Kekerasan Tingkat Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Mendapatkan Layanan Pengaduan
Masyarakat
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan

Jumlah Layanan Tindak Lanjut
Pengaduan yang Memerlukan

Target
Capaian

Catatan

Layanan Rujukan Lanjutan Ifarl(‘)cjm Koordinasi dan Sinkronisasi bagi la 2(1?1an
bagi Perempuan Korban Perempuan Korban Kekerasan y
Kekerasan Kewenangan Kewenangan Provinsi
Provinsi
[ PROGRAM | PROGRAM Prov
PEMENUHAN HAK ANAK . Predikat kabupaten/kota layak anak 90%
Kaltim
(PHA)
Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah, Non Prov. Jumlah lembaga yang mendapatkan 10
Pemerintah, dan Dunia Kaltim | Penguatan pelembagaan PHA lembaga
Usaha Kewenangan Provinsi
[ SUB KEGIATAN | Advokasi,
8031allsa§1 dan Jumlah perangkat daerah yang
Pendampingan Pelaksanaan . 3
. mempunyai dokumen pembangunan
Kebijakan Pemenuhan Hak Prov. . perangk
. daerah yang responsif hak anak dan
Anak pada Lembaga Kaltim . at
. . berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA
Pemerintah, Non Pemerintah, tinekat Provinsi vane berfunesi daerah
Media dan Dunia Usaha g yang g
Kewenangan Provinsi
[ KEGIATAN ] Penguatan
dan Pengembangan jumlah lembaga layanan penguatan
s Prov. . . . 10
Lembaga Penyedia Layanan Kaltim dalam peningkatan kualitas hidup lembaga
Peningkatan Kualitas Hidup anak g
Anak Kewenangan Provinsi
[ SUB KEGIATAN |
Pengembangan Komunikasi, Prov. Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak 3
Informasi dan Edukasi Kaltim | Anak kegiatan
Pemenuhan Hak Anak
[ SUB KEGIATAN | Penguatan
Jejarmg Antar Lembaga Jumlah Kegiatan kerjasama antar
Penyedia Layanan .
Prov. Lembaga penyedia layanan pemernuhan 1
Pemenuhan Hak Anak . S .
L Kaltim | hak anak Kewenangan Provinsi dan kegiatan
Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
Lintas Daerah Kabupaten/ P
Kota
[ PROGRAM | PROGRAM Prov Persentase penyelesaian kasus
PERLINDUNGAN KHUSUS v peny 3.88%
ANAK Kaltim | kekerasan terhadap anak
[ KEGIATAN ] Pencegahan
Kekerasan terhadap Anak
yang Melibatkan para Pihak Prov. Jumlah Lembaga Layanan Anak yang 1
Lingkup Daerah Provinsi Kaltim | mendapatkan Pelatihan lembaga
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
[ SUB.KEGIATAN | Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 1
dan Sinkronisasi Pencegahan Prov. . S
. Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan dokume
Kekerasan terhadap Anak Kaltim ..
T terhadap Anak Kewenangan Provinsi n
Kewenangan Provinsi
[ KEGIATAN ] Penyediaan
Layanan bagi Anak yang Jumlah layanan pengaduan
Memerlukan Perlindungan Prov. masyarakat bagi anak korban 80
Khusus yang Memerlukan Kaltim | kekerasan yang Memerlukan layanan

Koordinasi Tingkat Daerah
Provinsi

Perlindungan Khusus
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan

Jumlah AMPK yang mendapatkan

Target
Capaian

Penduduk

Pengaduan Masyarakat bagi Prov. layanan pengaduan Kewenangan 40 oran
Anak yang Memerlukan Kaltim yanan peng g g
: Provinsi
Perlindungan Khusus
Kewenangan Provinsi
[ SUB KEGIATAN | Koordinasi Prov. Jumlah AMPK yang mendapatkan 30
Pelaksanaan Layanan AMPK . e
L Kaltim | layanan Kewenangan Provinsi layanan
Kewenangan Provinsi
[ KEGIATAN ] Penguatan
dan Pengembangan
Len:.1baga Penyedia Layanan Jumlah dokumen penguatan dan 1
bagi Anak yang Prov. engembangan lembaga penyedia dokume
Memerlukan Perlindungan Kaltim f'a agn an er%in dun anganl;k y n
Khusus Tingkat Daerah y P 2
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
[ SUB KEGIATAN |
Pengembangan KIE 1
(komunikasi, informasi, dan Prov. Jumlah KIE Perlindungan AMPK
. . . L dokume
edukasi) perlindungan Kaltim | Kewenangan Provinsi n
khusus anak Kewenangan
Provinsi
[ PROGRAM ] PROGRAM q
PENGELOLAAN SISTEM I;fl(z;/m ::z:ntase Capaian Data Gender dan 80%
DATA GENDER DAN ANAK
[ KEGIATAN ] Pengumpulan,
Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender dan Prov. Jumlah Data Gender dan Anak 20 data
Anak dalam Kelembagaan Kaltim | Provinsi yang Tersedia
Data di Tingkat Daerah
Provinsi
[SUB KEGIATAN ] Prov. Jumlah Dokumen Data Gender dan 4
Penyediaan Data Gender dan . . . dokume
S Kaltim | Anak Provinsi yang Tersedia
Anak Provinsi n
[ SUB KEGIATAN | Penyajian Jumlah Dokumen Penyajian dan 6
dan Pemanfaatan Data Prov.
. Pemanfaatan Data Gender dan Anak dokume
Gender dan Anak dalam Kaltim .
. dalam Kelembagaan Data Provinsi n
Kelembagaan Data Provinsi
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI Prov.
KEPENDUDUKAN DAN Kaltim
PENCATATAN SIPIL
[ PROGRAM | PROGRAM Prov. Persentase Cakupan kepemilikan 80%
PENDAFTARAN PENDUDUK Kaltim | dokumen pendaftaran penduduk °
[ KEGIATAN ] Prov. Jumlah Dokumen fasilitasi layanan 1
Penyelenggaraan Kaltim endaftaran penduduk dokume
Pendaftaran Kependudukan P P n
[ SUB.KEGIATAN | Fasilitasi Prov. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 3
Terkait Pendaftaran .
Kaltim | Pendaftaran Penduduk laporan
Penduduk
f[[*fizii{ggg;?gijosmlm%l Prov. Jumlah Laporan Hasil sosialisasi 1
Kaltim | Pendaftaran Penduduk laporan
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan

Target
Capaian

Catatan

Jumlah dokumen peningkatan 1
dan Pengawasan Prov. .
. kapasitas layanan Pendaftaran dokume
Penyelenggaraan Kaltim Penduduk n
Pendaftaran Penduduk
[ SUB. KEGIATAN ] Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan
Pembinaan dan Pengawasaan Prov. . 1
. . Pengawasan terkait Pendaftaran
terkait Pendaftaran Kaltim laporan
Penduduk
Penduduk
[ SUB KEGIATAN ] . Prov. Jumlah Laporan Hasil Bimbingan 1
Bimbingan Teknis terkait . . .
Kaltim | Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk laporan
Pendaftaran Penduduk
[ PROGRAM | PROGRAM Prov. Persentase Cakupan kepemilikan 100%
PENCATATAN SIPIL Kaltim | dokumen pencatatan sipil °
[ KEGIATAN ] Prov. Jumlah dokumen penyelenggaraan 2
Penyelenggaraan Kaltim encatatan sipil dokume
Pencatatan Sipil di Provinsi P P n
[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Prov. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 1
Terkait Pencatatan Sipil Kaltim | Pencatatan Sipil laporan
[ SUB KEGIATAN ] Sosialisasi Prov. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait 1
Terkait Pencatatan Sipil Kaltim | Pencatatan Sipil laporan
[ KEGIATA.N ] Pemberian Jumlah dokumen Pemberian 2
Konsultasi Prov. .
. Konsultasi Penyelenggaraan dokume
Penyelenggaraan Kaltim .
.. Pencatatan Sipil n
Pencatatan Sipil
[ SUB. KEGIATAN ] Prov. Jumlah Laporan Pembinaan dan 1
Pembinaan dan Pengawasan Kaltim | Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil laporan
Terkait Pencatatan Sipil g P P
[ SUB KEGIATAN ] . Prov. Jumlah Laporan Hasil Bimbingan 1
Bimbingan Teknis Terkait . . . Ly
.. Kaltim | Teknis Terkait Pencatatan Sipil laporan
Pencatatan Sipil
[ PROGRAM | PROGRAM
PENGELOLAAN INFORMASI Prov. Publikasi data kependudukan skala 2 kali
ADMINISTRASI Kaltim | provinsi
KEPENDUDUKAN
[ KEGIATAN ]
Penyelenggaraan .
Pengelolaan Informasi Proy. Persentase jumlah OPD yang 28%
A . Kaltim | memanfaatkan data kependudukan
Administrasi
Kependudukan
[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
. . Prov. . . 1
Terkait Pengelolaan Informasi Kaltim Penyelenggaraan Urusan Administrasi laporan
Administrasi Kependudukan Kependudukan P
[SUB KEGIATAN] Sosialisasi Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi
. . Prov. .. . 1
Terkait Pengelolaan Informasi Kaltim Penyelenggaraan Urusan Administrasi lavoran
Administrasi Kependudukan Kependudukan p
[SUB KEGIATAN] 3
Penyelenggaraan Prov. Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan dokume
Pemanfaatan Data Kaltim | data kependudukan n
Kependudukan
[ KEGIATAN ] Pembinaan
dan Pengawasan Prov Jumlah dokumen Pembinaan dan 1
Pengelolaan Informasi Kal tifn Pengawasan Pengelolaan Informasi dokume
Administrasi Administrasi Kependudukan n

Kependudukan Provinsi
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan

Target

2 Catatan
Capaian

[SUB KEGIATAN] Pem.bmaan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan
dan Pengawasan tekait Prov. . 1
. . Pengawasan terkait Pengelolaan
Pengelolaan Informasi Kaltim . L : laporan
. . Informasi Administrasi Kependudukan
Administrasi Kependudukan
[SUB. KEGIATAN] Bimbingan Jumlah Sumber Daya Manusia yang
Teknis Terkait Pengelolaan T . )
. . . Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait
Informasi Administrasi Prov. . .. .
. Pengelolaan Informasi Administrasi 60 orang
Kependudukan dan Kaltim
Kependudukan dan Pendayagunaan
Pendayagunaan Data
Data Kependudukan
Kependudukan
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN Prov.
PENDUDUK DAN Kaltim
KELUARGA BERENCANA
[ PROGRAM | PROGRAM Prov
PENGENDALIAN Kaltir.n Angka kelahiran total 2.10%
PENDUDUK
[ KEGIATAN ] Pemaduan
dan Sinkronisasi Kebijakan Jumlah sektor yang menyepakati dan
Pemerintah Pusat dengan Prov memanfaatkan data profil (parameter
Pemerintah Daerah . dan proyeksi penduduk) untuk 5 sektor
.. Kaltim
Provinsi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan
Pengendalian Kuantitas program pembangunan
Penduduk
[ SUB KEGIATAN | Advokasi Prov. Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi 1
dan Sosialisasi GDPK Kaltim | dan Sosialisasi GDPK laporan
[ SUB KEGIATAN |
Implementasi Pendidikan Jumlah Laporan Pelaksanaan
Kependudukan Jalur Formal, Pendidikan Kependudukan Jalur
Non Formal dan Informal Prov. Formal, NonFormal dan Informal pada 1
Pada Jenjang SLTA-MA Kaltim | Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga | laporan
Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok
Kependudukan/SSK dan Kependudukan/PJK
Pojok Kependudukan/PJK
[ PROGRAM ] PROGRAM Prov
PEMBINAAN KELUARGA Kaltir.n Angka prevalensi kontrasepsi modern 68.42%
BERENCANA (KB)
[ KEGIATAN |
Pengembangan Desain
Program, Pengelolaan dan
Pelaksanaan Advokasi, Prov
Komunikasi, Informasi dan Kal tir'n Ratio akseptor KB 0.76%
Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana (KB) Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
[ SUB KEGIATAN ]| Fasilitasi Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan
Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam
Stakeholders dan Mitra Kerja Prov. Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE 1 daerah
dalam Pelaksanaan Advokasi, | Kaltim | Program Pembangunan Keluarga,
Promosi dan KIE Program Kependudukan, dan Keluarga
Bangga Kencana Berencana (Bangga Kencana)
[ SUB KEGIATAN | . Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan
Pelaksanaan Advokasi dan Prov. .
. KIE Program Bangga Kencana Melalui 1 daerah
KIE Program Bangga Kaltim Mitra Keria
Kencana Melalui Mitra Kerja J
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan
dan Penyediaan Materi Promosi dan

Target
Capaian

Catatan

dan Konseling Kesehatan Kparl(‘)cjm Konseling Kesehatan Reproduksi dan dokume
Reproduksi dan Hak-Hak Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan n
Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
Kearifan Budaya Lokal
[ PROGRAM | PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN Prov. Indeks Pembangunan Keluarga 65,54%
PENINGKATAN KELUARGA Kaltim | (iBangga) indeks
SEJAHTERA (KS)
[ KEGIATAN ] Pengelolaan
Pelaksanaan Desain e
Jumlah organisasi perempuan yang 4
Program Pembangunan Prov. . .
. . mendapatkan pembinaan ketahanan organisa
Keluarga Melalui Kaltim dan kesejahteraan keluarga si
Pembinaan Ketahanan dan J g
Kesejahteraan Keluarga
[ SUB. KEGIATAN | Prov. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan L
Pembinaan Ketahanan dan . . dokume
- Kaltim | Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Kesejahteraan Keluarga n
[ SUB KEGIATAN ] Fasilitasi Jumlah PIK-R yang Mengikuti
Pengembangan Kelompok 2
. . Prov. Pengembangan Kelompok Pusat .
Pusat Informasi Konseling- . ) . . . organisa
. . Kaltim | Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di .
Remaja (PIK-R) di Kampung si
KB Kampung KB
[ KEGIATAN ]
Pemberdayaan dan
Penmgkat.a n Peran serta Persentase Organisasi Pemberdayaan
Organisasi ke Masyarakatan . s
. . . Prov. dan Peningkatan Organisasi o
Tingkat Daerah Provinsi . 40%
Kaltim | Kemasyarakatan dalam Pembangunan
dalam Pembangunan
. Ketahanan Keluarga
Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahaanan dan
Kesejahteraan Keluarga
[SUB KEGIATAN | Sosialisasi Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan
dan Promosi Tentang .
Pemberdayaan Ekonomi Prov. Promosi Tentang Pemberdayaan 1
Kaltim | Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan laporan

Keluarga dan Pengelolaan
Keuangan Keluarga

Keuangan Keluarga
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan
pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat
Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. Selanjutnya,
pelaksanaan program pembangunan melalui program-program prioritas
Kalimantan Timur tahun 2025 juga dilaksanakan untuk mendukung

pencapaian sasaran pada Prioritas Nasiona.
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Daerah (RPD Tahun 2024-2026 dan rancangan awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, telah diusulkan
pada prioritas nasional 3 yaitu :

“Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing”
dan untuk mendukung program prioritas tersebut maka diusulkan
program DKP3A Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

“Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan”

Selain itu dilakukan beberapa telaahan kebijakan nasional terkait
dengan capaian kinerja Kementerian sebagai kebijakan nasional, meliputi:
1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak

anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga

masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
Penelaahan ini dilaksanakan melalui penyelarasan Renstra DKP3A

Provinsi Kalimantan Timur 2024 — 2026.
3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 3 (tiga) Tahun 2025-2026. Tujuan disesuaikan dengan 3 (tiga)
urusan yang diampu DKP3A Prov. Kaltim melalui 6 (enam) tujuan meliputi:

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
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Meningkatkan Daya Saing Perempuan

Meningkatkan Upaya perlindungan hak Perempuan dan anak
Provinsi Kalimantan Timur

Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas
Meningkatkan upaya pengendalian pembangunan Keluarga,
kependudukan dan keluarga berencana

Meningkatkan Kuaitas Pelayanan Adminsitrasi Kependudukan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya

tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh

dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun Sasaran

yang ditetapkan meliputi :

1.

Terwujudnya  Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta
Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak
Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas
perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan
yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi

Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap

KDRT di Prov. Kaltim

4. Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak

Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan

Akses dan Kualitas Keluarga Berencana

. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
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Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

1 Mewujudkan Indeks Kepuasan Poin 97
Reformasi Birokrasi Masyarakat (IKM)
Terwujudnya Birokrasi
Yang Profesional, Nilai Akuntabilitas
Akuntabel serta Kinerja Instansi Poin 70.50
Berorientasi Pelayanan [Pemerintah (AKIP) ’
Publik yang di Dukung |Perangkat Daerah
IASN Berakhlak
2
Meningkatkan Dayal Indeks Pemberdayaan .
Saing Perempuan Gender (IDG) Poin 67,31
Standarisasi Lembaga
} Penyedia Layanan
Meningkatnya upaya Pemberdayaan
penguat]jn sertak . Perempuan Lembaga 9
pengembangan apasi;cas (Kelembagaan, sumber| PEKKA
perempuan, masyarakat | aya, layanan dan
dan lembaga t
berdavaan program, pemantauan
pem Y evaluasi dan pelaporan
perempuan yang berdaya
:ilor;;gozciiang politik dan Peningkatan Kapasitas
dan Pemberdayaan Orang 300
Perempuan (PEKKA)
3 |Meningkatkan
Upaya perlindungan Ratio Kekerasan
hak Perempuan dan Dalam Rumah Tangga % 0.030
anak Provinsi (KDRT)
Kalimantan Timur
Meningkatnya Ratio Kekerasan
perlindungan hak terhadap Perempuan,
perempuan dan anak termasuk TPPO (per % 23.24
terhadap KDRT di Prov. [100.000 penduduk
Kaltim perempuan)
4 |Meningkatkan Persentase
ketersediaan data Peningkatan o 30
gender dan anak ketersediaan data 0
ang berkualitas gender dan anak
Persentase
Meningkatnya Ketersediaan Data
ketersediaan data gender (Terpilah Gender dan % 80
dan anak Anak pada Perangkat
Daerah
5 Meningkatkan
u(l;&lly :n dalian Angka Kelahiran Total
gem%bangunan (Total Fertility/ TFR) % 55
Keluarga, {)ae}rnﬁ/lUS usia 15-49
kependudukan dan
keluarga berencana
Terkendalinya Laju
Pertumbuhan Penduduk |Angka Laju
dengan Meningkatkan  [Pertumbuhan % 2.53
Akses dan Kualitas Penduduk
Keluarga Berencana




75

6 [Meningkatkan
Kuaitas Pelayanan
Adminsitrasi
Kependudukan

Persentase
Kepemilikan KTP-el se
Kaltim

%

99.4

Persentase
Kepemilikan KIA se
Kaltim

%

60

Persentase
Kepemilikan Akta Kel
Anak se Kaltim

%

98,5

Meningkatnya cakupan
kepemilikan dokumen
kependudukan

Persentase Penyajian
Data Kependudukan 2
kali dalam 1 tahun

%

100
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3.3 Program dan Kegiatan
3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan :
Dengan memperhatikan Visi Gubernur Kalimantan Timur

«©

“Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat dan Misi
Pembangunan Gubernur Kalimantan Timur butir kesatu yaitu
“Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya manusia yang
berahlak mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan Pemuda
dan Penyandang Disabilitas” maka disusunlah program dan
kegiatan pada DKP3A Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada
tujuan pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, dan
pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Kegiatan-kegiatan yang terkait pencapaian kesetaraan gender
dan pengurangan kesenjangan secara konkrit terlihat pada
kegiatan :

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga

Pemerintah Kewenangan Provinsi

- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan
Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan
Provinsi

- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan
para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah

kabupaten/kota

- Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para
pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah
kabupaten/kota

- Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat
Dengan Pemerintah Daerah  Provinsi Dalam  Rangka

Pengendalian Kuantitas Penduduk

1.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Program dan Kegiatan DKP3A Tahun 2023 memiliki 13
Program dan 25 Kegiatan dan 56 Sub kegiatan. dengan rincian

sebagai berikut :



1.3.3
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Untuk Program Internal seperti Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan hanya terfokus di Dinas Kependudukan,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan
Timur sedangkan untuk Program Eksternal lokasi tempat pelaksanaan
kegiatan tersebar di Provinsi dan Kabupaten Kota.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif tahun 2022 berdasarkan
RKPD sebesar Rp. 20.270.213.568,- yang berasal dari dana APBD

Provinsi Kalimantan Timur.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun
kombinasi keduanya

Secara umum Rancangan RKPD telah sesuai dengan Rencana
Kerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Kesesuaian tersebut
dilhat dalam uraian program/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan
target dan pagu indikatif yang mengacu pada RKPD Provinsi

KalimantanTimur.
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Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan timur

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2025 2026

Indikator Kinerja Tujuan,
No Program dan Kegiatan Sasaran, Program (outcome)

Mo Kebutuhan Dana Target

2 A Kebutuhan Dana
Capaian Capaian

dan Kegiatan (Output)

NON URUSAN 26.494.666.928 24.311.610.396
[ PROGRAM | PROGRAM
PENUNJANG URUSAN Indeks Kualitas Layanan 84 indeks 84
PEMERINTAHAN Kesekretariatan indeks
DAERAH PROVINSI 26.494.666.928 24.311.610.396
Persentase Keluhan
Pengguna Layanan yang 100 % 100 %
Ditindaklanjuti
[ KEGIATAN ]
Perencanaan, o1
Penganggaran, dan Nilai SAKIP Perangkat Prov. 71,00% 994.815.101 | APBD 71,50% | 911.500.000,00
: 17 . Daerah Kaltim
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Leszrllj . i{liglrf’]géll\;lmen Jumlah Dolumen Prov 3
yu Perencanaan Perangkat . 6 dokumen 126.560.000 | APBD dokume | 129.000.000,00
Perencanaan Perangkat Kaltim
Daerah n
Daerah
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan dan Laporan Hasil Prov 2
e . 2 dokumen 175.597.068 | APBD dokume | 133.000.000,00
Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan Kaltim n
RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD




No

Program dan Kegiatan

[ SUB KEGIATAN ]

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Jumlah Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan Hasil

Lokasi

79

Rencana Tahun 2025

Target
Capaian

Kebutuhan Dana

catata
n
pentin

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Target
Capaian

1

2026

Kebutuhan Dana

Koordinasi dan Koordinasi Penyusunan Prov. 1 dokumen 8.000.000 | APBD dokume | 10.500.000,00
Penyusunan Dokumen Kaltim
Dokumen Perubahan RKA- n
Perubahan RKA-SKPD
SKPD
[ SUB KEGIATAN | izrriqli: (]iﬂziun};zgﬂ DPA-SKPD brov 1 10.500.000,00
Koordinasi dan Apor . 1 dokumen 8.000.000 APBD dokume
Penvusunan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Kaltim n
i Dokumen DPA-SKPD
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Dokumen Perubahar.l1 10.500.000,00
Koordinasi dan DPA—SKPD dan Laporan Hasi Prov 1
Koordinasi Penyusunan . 1 dokumen 8.000.000 APBD dokume
Penyusunan Perubahan Kaltim
DPA-SKPD Dokumen Perubahan DPA- n
SKPD
Jumlah Laporan Capaian
[ SUB KEGIATAN ] Kinerja dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja  SKPD
Penyusunan Laporan dan  Laporan  Hasil Prov. 23 laporan 166.999.610 | APBD 3 168.000.000,00
Capaian Kinerja dan Koordinasi Penyusunan Kaltim laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Capaian Kinerja dan
SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Laporan Prov 1
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Kaltirﬁ 1 laporan 286.549.943 | APBD lavoran 288.000.000,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah P
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Berita Acara Hasil
Pelaksanaan Forum Forum Perangkat Daerah Prov 5 Berita
Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Kal tirﬁ Acara 215.108.480 | APBD - 162.000.000,00

Berdasarkan Bidang
Urusan yang Diampu

yang Diampu dalam Rangka
Penyusunan Dokumen




No

Program dan Kegiatan

dalam Rangka
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Perencanaan Perangkat
Daerah

Lokasi

80

Rencana Tahun 2025

Target
Capaian

Kebutuhan Dana

catata
n

pentin
4

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Target
Capaian

2026

Kebutuhan Dana

[ KEGIATAN ]

Administrasi Keuangan |  oroon ase realisasi ooV | 94.50% | 16.585.614.124 APBD 95% | 12.648.110.396
Perangkat Daerah g
[ SUB KEGIATAN | . 45
. . Jumlah Orang yang Menerima Prov. 71
Penyediaan Gaji dan Gaji dan Tunjangan ASN Kaltim | orang/bulan | 16.116.374.124,00 | ~PBD orang/b 12.548.110.396
Tunjangan ASN ulan
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan dan Prov 1 -
Penatausahaan dan .. e . . 2 dokumen | 261.240.000,00 APBD dokume
.. . . Pengujian/Verifikasi Kaltim

Pengujian/Verifikasi Keuanean SKPD n
Keuangan SKPD g
%{igr%iigglggﬁl\l ] Jumlah Dokumen Hasil Prov 12

. Koordinasi dan Pelaksanaan . 12 dokumen | 40.000.000,00 APBD dokume -
Pelaksanaan Akuntansi Akuntansi SKPD Kaltim a
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan

%{igr%iﬁgglggﬁl\l ] Akhir Tahun SKPD dan
Penyusunan Laporan Laporan Hasil Prov. 1 laporan APBD 1 45.000.000
Keu}:;'ll an AkhilI”)Tahun Koordinasi Penyusunan Kaltim p 30.000.000,00 laporan ’ ’
SKPD g Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD




No

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Lokasi

81

Rencana Tahun 2025

Target
Capaian

Kebutuhan Dana

[F:1 £:1 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Target
Capaian

2026

Kebutuhan Dana

Jumlah Laporan
[ SUB KEGIATAN | Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Triwulanan/Semesteran
Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Prov. 18
Keuangan Koordinasi Penyusunan Kaltim 18 laporan 59.000.000,00 APBD laporan 35.000.000
Bulanan/Triwulanan/Se Laporan Keuangan
mesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semeste
ran SKPD
%ggﬁlé{iif’;’:g 1:]>oran Jumlah Dokumen Pelaporan Prov 2
dan Analisis Prognosis dan .Ana.hs1s Prognosis Kaltim 2 dokumen 79.000.000,00 APBD dokume 20.000.000
. Realisasi Anggaran n
Realisasi Anggaran
[ KEGIATAN ] Jumlah ASN yang mendapat
Administrasi pelayanan administrasi Prov. 82 orang 987.429.861 APBD 86 1.300.000.000,00
Kepegawaian Perangkat kepegawaian perangkat Kaltim Orang
Daerah daerah
[SUB KEGIATAN ] . Jumlah Paket Pakaian
Pengadaan Pakaian Dinas Dinas Beserta Atribut Prov. 3 paket APBD 3 paket
Beserta Atribut Kaltim P 284.373.000,00 P 400.000.000,00
Kelengkapan
Kelengkapannya
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Orang yang Mengikuti Prov
Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Peraturan . 78 orang 526.627.901 APBD 85 orang
Kaltim 700.000.000,00
Perundang-undangan Perundang-Undangan
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Orang yang
Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan Teknis Prov
Implementasi Peraturan Implementasi Peraturan Kaltim 10 orang 176,428,960,00 APBD 12 orang 200.000.000,00

Perundang-Undangan

Perundang-Undangan




No

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Lokasi

82

Rencana Tahun 2025

Target
Capaian

Kebutuhan Dana

catata
n

pentin
4

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Target
Capaian

2026

Kebutuhan Dana

[ KEGIATAN ] Jumlah Fasilitas Pelayanan Prov 117
Administrasi Umum Kantor yang berfungsi . 113 unit 2.612.085.937 APBD . 3.656.000.000,00
. Kaltim unit
Perangkat Daerah dengan baik
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Paket
Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Prov
Ipsta}am Listrik /Penerangan Kaltim 1 paket 25.478.425,00 APBD 1 paket 60.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bangunan Kantor yang Disediakan
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Paket Peralatan dan Prov
Penyediaan Peralatan dan P(?rler}gkapan Kantor yang Kaltim 6 paket 57.186.964,00 APBD 6 paket 300.000.000,00
Perlengkapan Kantor Disediakan
%’?Byié?iﬁllglﬁgrﬂg Jumlah Paket Barang Prov
Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan Kaltim 2paket | g3 471.714,00 APBD 2 paket 200.000.000,00
yang Disediakan
Penggandaan
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Dokumen Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prov 96
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Kaltim 96 dokumen | 15.791.600,00 APBD dOkr?me 16.000.000,00
Perundang-undangan Disediakan
[ SUB KEGIATAN | e
e . Jumlah Laporan Fasilitasi Prov. 1
?:;itam Kunjungan Kunjungan Tamu Kaltim 1 laporan 68.352.922,00 APBD laporan 400.000.000,00
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat Prov. 3 laporan APBD 3
Koordinasi dan Konsultasi | Koordinasi dan Konsultasi Kaltim p 1.481.172.312,00 laporan 2.480.000.000,00
SKPD SKPD
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Dokumen Prov 1
Penatausahaan Arsip Penatausahaan Arsip Dinamis L 1 dokumen APBD dokume
Dinamis pada SKPD pada SKPD Kaltim 110.632.000,00 a 200.000.000,00




No

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Lokasi

83

Rencana Tahun 2025

Target

A Kebutuhan Dana
Capaian

[F:1 £:1 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2026

Target

A Kebutuhan Dana
Capaian

[ KEGIATAN ] Pengadaan lah d b
Barang Milik Daerah Jumlah pengadaan barang Prov.
. milik daerah penunjang . 33 unit 1.649.365.310,00 APBD 34 Unit | 1.684.000.000,00
Penunjang Urusan A Kaltim
. urusan pemerintah daerah
Pemerintah Daerah
nggic:ﬁzﬁlﬁg?dl\la]raan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Prov
Dinas Operasional atau Operas_lona'l atau Lapangan Kaltim 1 unit 581.662.000,00 APBD 1 unit 784.000.000,00
yang Disediakan
Lapangan
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Unit Peralatan Prov
Pengadagn Peralatan dan da.m Mesm Lainnya yang Kaltim 30 unit 1.067.703.310,00 APBD 30 unit 900.000.000,00
Mesin Lainnya Disediakan
[ KEGIATAN ]
Penyediaan Jasa Jumlah jenis jasa penunjang Prov. s .. 4 jenis
Penunjang Urusan urusan pemerintah daerah Kaltim 4 jenis jasa 3.066.160.176,00 APBD jasa 3.227.000.000,00
Pemerintahan Daerah
Y Jasa Surat Menyurat Kaltim p 10.902.000,00 laporan 17.000.000,00
Menyurat
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Laporan
. Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Prov. 1 laporan APBD 1
Komunikasi, Sumber . St ¥ Kaltim P 809.182.200,00 laporan 700.000.000,00
. - Air dan Listrik yang
Daya Air dan Listrik .
Disediakan
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Jasa Peralatan dan Prov. 1
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Kaltim 1 laporan 9-360.000,00 APBD laporan 110.000.000,00
Perlengkapan Kantor Disediakan




No

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Lokasi

84

Rencana Tahun 2025

Target
Capaian

Kebutuhan Dana

[F:1 £:1 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Target
Capaian

2026

Kebutuhan Dana

[ SUB KEGIATAN ] Jumlah — Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan ~ Jasa Prov. 1 laporan APBD 1
Pelayanan Umum Kantor yang Kaltim 2,236.715.976,00 laporan 2.400.000.000,00
Pelayanan Umum Kantor . .
Disediakan
[ KEGIATAN ]
Pemeliharaan Barang Jumlah Sarana dan Prov
Milik Daerah li’enun_]ang Prasarana yang berfungsi Kaltim 87 unit 599.196.419,00 APBD 88 unit 885.000.000,00
Urusan Pemerintahan dengan baik
Daerah
[ SUB KEGIATAN |
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan
Pemeliharaan, Biaya perorangan dinas atau Prov
Pemeliharaan, Pajak dan k¢nd_araan Jabatgn yang Kaltim 1 unit 56.004.999,00 APBD 1 unit 65.000.000,00
Kendaraan Perorangan dipelihara dan dibayarkan
Dinas atau Kendaraan pajaknya
Dinas Jabatan
[ SUB KEGIATAN |
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional atau Prov
Perx}gllharaan, Pajak dan Lapangan yang D1p.e11hara Kaltim 24 unit 288.655.420,00 APBD 25 unit 250.000.000,00
Perizinan Kendaraan dan Dibayarkan Pajak dan
Dinas Operasional atau Perizinannya
Lapangan
[ SUB KEGIATAN ] .
Pemeliharaan Peralatan Jumlah peralatan dan mesin Prov. 60 unit APBD 60 unit
lainnya yang dipelihara Kaltim 94.332.000,00 70.000.000,00

dan Mesin Lainnya




No

Program dan Kegiatan

[ SUB KEGIATAN |

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Lokasi

85

Rencana Tahun 2025

Target
Capaian

Kebutuhan Dana

[F:1 £:1 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Target
Capaian

2026

Kebutuhan Dana

Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Sarana dan
i Sarana dan Prasarana Przsarana Pendukung Prov. . .
Pendukung Gedung Gedung Kantqr atau Kaltim 1 unit 160.204.000,00 APBD 1 unit 500.000.000,00
Kantor atau Bangunan Bgngg nan I',alnny'a . Yang
. Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG Prov.
PEMBERDAYAAN Kaltim 10.019.921.260,00 APBD 10.730.000.000,00
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
[ PROGRAM ] PROGRAM | Jumlah perempuan kepala
PENGARUSUTAMAAN keluarga (PEKA) didampingi Prov 300
GENDER DAN untuk peningkatan Kaltifn 300 orang | 2.527.267.258,00 APBD otang 2.135.000.000,00
PEMBERDAYAAN kapasitas dalam
PEREMPUAN kewirausahaan
[ KEGIATAN ]
Pelembagaan
Pengarusutamaan Penguatan kelembagaan PUG Prov. 10
Gen%ler (PUG) pada kewgenangan Provinfi Kaltim 10 lembaga | 563.730.648,00 APBD lembaga 715.000.000,00
Lembaga Pemerintah
Kewenangan Provinsi
[ SUB .KEQIATAN ] Jumlah laporan hasil
Koordinasi dan koordinasi dan sinkronisasi Prov 1
Sinkronisasi . . 1 laporan 337.599.560,00 APBD 465.000.000,00
penyelenggaraan PUG tingkat Kaltim laporan

Penyelenggaraan PUG
Kewenangan Provinsi

provinsi




No

Program dan Kegiatan

[ SUB KEGIATAN |
Advokasi Kebijakan dan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Jumlah SDM tingkat Provinsi

Lokasi

86

Rencana Tahun 2025

Target
Capaian

Kebutuhan Dana

catata
n

pentin
4

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Target
Capaian

1

2026

Kebutuhan Dana

. yang memperoleh advokasi Prov.
Pendampingan Kebijakan dan Pendampingan Kaltim 1 dokumen 126.131.500,00 APBD dokume 150.000.000,00
Penyelenggaraan PUG Penvelenesaraan PUG n
Kewenangan Provinsi Y g8
[ SUB KEGIATAN | o
T .. Jumlah peserta sosialisasi
Sosialisasi kebijakan kebijakan penyelenggaraan Prov. 30 oran APBD 35 oran
Penyelenggaraan PUG Jasan penyelenss Kaltim € 1 99.999.588,00 g 100.000.000,00
Kewenangan Provinsi PUG tingkat Provinsi
[ KEGIATAN ]
Pemberdayaan
Per-elznpuan Bidang . Jumlah organisasi
Politik, Hukum, Sosial, kemasyarakatan menuju Prov. 1 lembaga APBD
dan Ekonomi pada LPLPPy J Kaltim g 658.937.430,00 500.000.000,00
Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan Provinsi
Jumlah pengelola organisasi
[ SUB KEGIATAN | kemasyarakatan/profesi/duni
Sosialisasi Peningkatan arléxsl?r?se;/ mer;ligltliiilift
Partisipasi Perempuan di penin kezcgan kagasitas dalam Prov. 200 oran APBD 450
Bidang Politik, Hukum, p & p Kaltim g 260.999.568,00 orang 250.000.000,00

Sosial dan Ekonomi
Kewenangan Provinsi

rangka peningkatan
partisipasi perempuan di
bidang politik, hukum, sosial
dan ekonomi




No Program dan Kegiatan

[ SUB KEGIATAN |
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Jumlah organisasi
kemasyarakatan/ profesi/
dunia usaha/ media tingkat

Lokasi

87

Rencana Tahun 2025

Target
Capaian

Kebutuhan Dana

[F:1 £:1 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Target
Capaian

2026

Kebutuhan Dana

Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Provinsi

r/Kepemimpinan/Hukum pd
LPLPP Tingkat Provinsi

Peningkatan Partisipasi provinsi yg diadvokasi dan Prov. 2
1 lembaga APBD
Perempuan dalam Politik, | didampingi dalam rangka Kaltim 397.937.862,00 lembaga 250.000.000,00
Hukum, Sosial dan peningkatan partisipasi
Ekonomi Kewenangan perempuan di bidang politik,
Provinsi hukum, sosial dan ekonomi
Lff(;iﬁﬂ:ﬂdal’:r;gnuatan Jumlah perempuan kepala
Lemba f Pen egia keluarga (PEKA) didampingi Prov 300
g y untuk peningkatan . 300 orang 1.304.599.180,00 APBD 920.000.000,00
Layanan Pemberdayaan kapasitas dalam Kaltim orang
Perempuan Kewenangan keairausahaan
Provinsi
Jumlah LPLPP (Lembaga
][Asdlfllc?kleitE:iGI?(:‘bTiA all\{{an dan Penyedia Layanan
Pendampinea nJ kepada Pemberdayaan Perempuan)
Lemba :Pégn o diap dalam bentuk &Pusat Prov. 1 lembaca APBD 1 150.000.000,00
& Y Pembelajaran Perempuan& Kaltim & 139.040.455,00 lembaga

Layanan Pemberdayaan (PUTARAN) yang
PereTnp}lan Kewenangan terstandarisasi tingkat
Provinsi Provinsi

. . umlah perempuan
%SIII{E Iliil;:g?TKiNags1tas Jumlah p p SIAP
Sumb%r dava LerI;ba N (Suara dan Aksi Perempuan
Penyedia L}; anan ¢ Pelopor) di bidang Prov. 100 oran APBD 300

Y y Ekonomi/Lestari/Sehat/Pinta Kaltim g 999.559.157,00 orang 600.000.000,00




No Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Lokasi

88

Rencana Tahun 2025

Target
Capaian

Kebutuhan Dana

Prakiraan Maju Rencana Tahun

catata
n

pentin  Target
[3 Capaian

2026

Kebutuhan Dana

[ SUB KEGIATAN |
Pengembangan
Komunikasi Informasi Jumlah Pusat Informasi Prov
dan Edukasi (KIE) Sahabat Perem_puan_ (Prllsma) Kaltim 1 unit 165.999.568,00 APBD 1 unit 170.000.000,00
Pemberdayaan yg terbentuk di provinsi
Perempuan Kewenangan
Provinsi
[ PROGRAM | PROGRAM | Persentase korban Prov
PERLINDUNGAN kekerasan perempuan yang Kaltir.n 24.96% 3.066.626.186,00 APBD 24.96% | 3.359.907.948,00
PEREMPUAN terlayani
[ KEGIATAN ]
Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan Penguatan kelembagaan Prov 10
yang mt-ellbatkan para perlindungan perempuan Kaltim 10 lembaga 1.596.900.000,00 APBD lembaga | 1.700.000.000,00
Pihak Lingkup Daerah
Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
[ SUB .KEQIATAN ] Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan S . L
. L Koordinasi dan Sinkronisasi

Sinkronisasi Pelaksanaan ..
Kebijakan, Program dan Pelaksanaan Kebjjakan, Prov 3

. ’ Program dan Kegiatan . 1 dokumen APBD dokume 900.000.000,00
Kegiatan Pencegahan Kaltim 829.500.000,00

Pencegahan Kekerasan n
Kekerasan terhadap
terhadap Perempuan

Perempuan Kewenangan ..

.. Kewenangan Provinsi
Provinsi
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Perangkat Daerah
Advokasi Kebijakan dan yang Mendapat Advokasi dan Prov 20 Peranckat 10
Pendampingan Layanan Pendampingan Layanan . & APBD Perangka 800.000.000,00

. : Kaltim Daerah 767.400.000,00
Perlindungan Perempuan | Perlindungan Perempuan t Daerah
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi




No

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Lokasi

89

Rencana Tahun 2025

Target
Capaian

Kebutuhan Dana

sumbe

Prakiraan Maju Rencana Tahun

catata
n

pentin  Target
[3 Capaian

2026

Kebutuhan Dana

[ KEGIATAN ]
Per}yedlaan I:ayanan . Cakupan perempuan dan
Rujukan Lanjutan bagi
anak korban kekerasan yang

Pe1:mpuan Korban mendapatkan penanganan Prov. o o
Kekerasan yang .. | pengaduan oleh petugas Kaltim 80 % 1.111.658.820,00 APBD 85% 1.259.907.948,00
memerlukan Koordinasi R .

. .. | terlatih dalam unit
Tingkat Daerah Provinsi 1 ¢ d
dan Lintas Daerah pelayanan terpacu
Kabupaten/Kota
[ SUB KEGIATAN |
Penyediaan Layanan Jumlah Perempuan Korban
Pengaduan Masyarakat Kekerasan Tingkat Daerah
bagi Perempuan Korban Provinsi dan Lintas Daerah Prov.
Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Kaltim 40 orang 868.280.000,00 APBD 40 orang 770.500.000,00
Daerah Provinsi dan Mendapatkan Layanan
Lintas Daerah Pengaduan Masyarakat
Kabupaten/Kota
[ SUB KEGIATAN |
Koordinasi dan Jumlah Layanan Tindak
Sinkronisasi Pelaksanaan | Lanjut Pengaduan yang
Penyediaan Layanan Memerlukan Koordinasi dan Prov. 60
Rujukan Lanjutan bagi Sinkronisasi bagi Perempuan Kaltim 50 layanan 243.378.820,00 APBD layanan 489.407.948,00
Perempuan Korban Korban Kekerasan
Kekerasan Kewenangan Kewenangan Provinsi
Provinsi
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Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Lokasi
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Target
Capaian

Kebutuhan Dana

Prakiraan Maju Rencana Tahun

catata
n

pentin  Target
[3 Capaian

2026

Kebutuhan Dana

[ KEGIATAN ] Jumlah layanan tindak
Penguatan dan .
lanjut pengaduan yang
Pengembangan Lembaga memerlukan koordinasi dan Prov 10
Penyedia Layanan . e . . . 10 lembaga | 358.067.366,00 APBD 400.000.000,00
. sinkronisasi bagi perempuan Kaltim lembaga
Perlindungan
korban kekerasan

Perempuan Kk A

A ewenangan provinsi
Kewenangan Provinsi
[ SUB KEGIATAN |
Peningkatan Kapasitas Jumlah sumberdaya lembaga
Sumber Daya Lembaga penyedia layanan penanganan
Penyedia Layanan bagi perempuan korban Prov. 60 Orang | 358.067.366,00 APBD 60 Orang 400.000.000,00
Penanganan bagi kekerasan kewenangan Kaltim
Perempuan Korban provindi yang mendapat
Kekerasan Kewenangan peningkatan kapasitas
Provinsi
[ PROGRAM ] PROGRAM o
PEMENUHAN HAK ANAK | LroGikat kabupaten/kota Frov. 90 % 1.592.898.889,00 | APBD 90 % | 1.800.000.000
(PHA) ayak anak Kaltim
Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah, Jumlah lembaga yang Prov 10
Non Pemerintah, dan mendapatkan Penguatan . 10 lembaga 634.899.068 APBD 800.000.000,00

. Kaltim lembaga

Dunia Usaha pelembagaan PHA
Kewenangan Provinsi
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n

pentin  Target
[3 Capaian

2026

Kebutuhan Dana

[ SUB KEGIATAN |
?S;l]gl;?;;’ir?gasrllahsaSl dan Jumlah perangkat daerah
Pelaksanaan Kebijakan yang mempunyai dokumen
Pemenuhan Hak Anak pembangunan daerah yang Prov 3 perangkat 30
responsif hak anak dan . 330.999.529 | APBD perangka 350.000.000
pada Lembaga . Kaltim daerah
Pemerintah. Non berperan ak'Flf dalam Ggggs t daerah
Pemerin tah, Media dan Tugas KLA tingkat Provinsi
Dunia Usaha Kewenangan yang berfungsi
Provinsi
[SUB .KEGIATAN ] Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Prov 1
Sinkronisasi Pelembagaan . 1 Dokumen 303.899.539 | APBD dokume 450.000.000
Pelembagaan Pemenuhan Hak Kaltim
Pemenuhan Hak Anak L n
Kewenangan Provinsi Anak Kewenangan Provinsi
[ KEGIATAN ] Penguatan
dan Pengembangan jumlah lembaga layanan
Lembaga Penyedia penguatan dalam Prov. 10
Layanan Peningkatan peningkatan kualitas hidup Kaltim 10 lembaga 957.999.821 APBD lembaga | 1.000.000.000,00
Kualitas Hidup Anak anak
Kewenangan Provinsi
[ SUB KEGIATAN |
Ezr;qurrﬁiz?? alrriformasi Jumlah kegiatan KIE Prov. 1 kegiatan APBD 1
dan E dukas’i Pemenuhan Pemenuhan Hak Anak Kaltim & 393.999.911,00 kegiatan 400.000.000,00
Hak Anak
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Rencana Tahun 2025 2026

[F:1 £:1 1
n

Targ.et Kebutuhan Dana pentin Targ.et
Capaian g Capaian

Indikator Kinerja Tujuan,
No Program dan Kegiatan Sasaran, Program (outcome)
Kebutuhan Dana

dan Kegiatan (Output) Lokasi

[ SUB KEGIATAN | . .
L Jumlah Kegiatan kerjasama
Penguatan Jejaring Antar .
. antar Lembaga penyedia
Lembaga Penyedia layanan pemernuhan hak Prov 1
Layanan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Provinsi Kaltim 1 kegiatan 563.999.910,00 APBD kegiatan 600.000.000,00
Anak Kewenangan .
o . dan Lintas Daerah
Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota
Daerah Kabupaten/ Kota P
[ PROGRAM ] PROGRAM | Persentase penyelesaian Prov
PERLINDUNGAN kasus kekerasan terhadap Kaltir.n 3.88% 2.780.495.074,00 APBD 3.88% 3.446.907.948,00
KHUSUS ANAK anak
[ KEGIATAN ]
Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak yang Jumlah Lembaga Layanan Prov 1
Melibatkan para Pihak | Anak yang mendapatkan Kaltim | 11€MPa82 |4 550.000.000,00 | APBD Lembaga | 1.800.000.000,00
Lingkup Daerah Provinsi | Pelatihan
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Prov 1
Sinkronisasi Pencegahan Pencegahan Kekerasan . 1 dokumen APBD dokume
Kekerasan terhadap Anak | terhadap Anak Kewenangan Kaltim 900.000.000,00 n 900.000.000,00
Kewenangan Provinsi Provinsi
[ SUB KEGIATAN |
Penyusunan kebijakan Jumlah kebijakan Prov 1
perlindungan khusus perlindungan khusus anak di Kaltir;'l 1 Kebijakan | 700.000.000,00 APBD Dokume 900.000.000
anak kewenangan tingkat Provinsi n
Provinsi




No
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[ KEGIATAN ]
Penyediaan Layanan
bagi Anak yang

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Jumlah layanan pengaduan
masyarakat bagi anak

Lokasi
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Target
Capaian

2026

Kebutuhan Dana

Memerlukan Prov. 85

Perlindungan Khusus korban kekerasar} yang Kaltim 80 layanan 172.716.590 APBD Layanan 357.500.000

yang Memerlukan Memerlukan Perlindungan

Koordinasi Tingkat Khusus

Daerah Provinsi

[ SUB KEGIATAN |

Penyediaan Layanan Jumlah AMPK yang

Pengaduan Masyarakat kan 1

bagi Anak yang mendapatkan layanan Prov. 30 orang APBD 50 orang

Memerlukan pengaduan Kewenangan Kaltim 172.716.590,00 357.500.000,00

Perlindungan Khusus Provinsi

Kewenangan Provinsi

%(igr%iﬁgg Ilégﬁlljsllnaan Jumlah AMPK yang Prov

Layanan AMPK mendapatkan laya}na_n Kaltim 80 Layanan 314.018.484,00 APBD 50 orang 489.407.948,00

Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi

[ KEGIATAN ] Penguatan

dan Pengembangan

Lembaga Perfyedla Jumlah dokumen penguatan

Layanan bagi Anak yang dan pengembangan lembaga Prov 1

Memerlukan peng 8 8 v* | 1 dokumen APBD dokume | 800.000.000,00
. penyedia layanan Kaltim 693.760.000,00

Perlindungan Khusus n

Tingkat Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

perlindungan anak
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[ SUB KEGIATAN ]
Pengembangan KIE
(komunikasi, informasi,

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Lokasi
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Target
Capaian

1

2026

Kebutuhan Dana

. Jumlah KIE Perlindungan Prov.
dan edulkasi) AMPK Kewenangan Pr§vinsi Kaltim | 1 9°KU™en | 653 760.000,00 APBD dokume 800.000.000,00
perlindungan khusus n
anak Kewenangan
Provinsi
[ PROGRAM ] PROGRAM
PENGELOLAAN SISTEM Persentase Capaian Data Prov.
DATA GENDER DAN Gender dan anak Kaltim 80% 1.006.499.454,00 | APBD 80% | 1.150.000.000,00
ANAK
[ KEGIATAN ]
Pengumpulan,
Pengo!flhan Analisis dan Jumlah Data Gender dan Prov.
Penyajian Data Gender | , .y provinsi yang Tersedia | Kaltim 20data | ; 406.499.454,00 | APBED 20 data | ; 150.000.000,00
dan Anak dalam
Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah Provinsi
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Dokumen Data Prov 2
Penyediaan Da.ta Qender Gender dan .Anak Provinsi Kaltim 4 dokumen 505.249.714,00 APBD dokume 550.000.000
dan Anak Provinsi yang Tersedia n
[ SUB KEGIATAN |
Penyajian dan Jumlah Dokumen Penyajian 9
Pemanfaatan Data Gender | dan Pemanfaatan Data Gender Prov. 6 dokumen APBD dokume
dan Anak dalam dan Anak dalam Kelembagaan Kaltim 501.249.740,00 n 600.000.000,00

Kelembagaan Data
Provinsi

Data Provinsi
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Target
Capaian

2026

Kebutuhan Dana

URUSAN
PEMERINTAHAN Prov 2.450.000.000,00
BIDANG ADMINISTRASI Kal tir.n 1.930.713.873,00 APBD
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
[ PROGRAM ] PROGRAM | Persentase Cakupan Prov
PENDAFTARAN kepemilikan dokumen Kaltir.n 80% 705.455.220,00 APBD 80 % 900.000.000,00
PENDUDUK pendaftaran penduduk
Li{f}illﬁzgglilaan Jumlah Dokumen fasilitasi Prov 1
Pendaftaran layanan pendaftaran Kaltim 1 dokumen | 550.712.216,00 APBD dokume 700.000.000,00
penduduk n

Kependudukan
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Laporan Hasil Prov 1
Fasilitasi Terkait Fasilitasi Pendaftaran . 3 laporan APBD
Pendaftaran Penduduk Penduduk Kaltim 461.805.112,00 laporan ©600.000.000,00
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Laporan Hasil Prov 1
Sosialisasi Terkait sosialisasi Pendaftaran . 1 laporan APBD
Pendaftaran Penduduk Penduduk Kaltim 88.907.104,00 laporan 100.000.000,00
[ KEGIATAN ] Pembinaan | Jumlah dokumen 1
dan Pengawasan peningkatan kapasitas Prov.
Penyelenggaraan layanan Pendaftaran Kaltim 1 dokumen | 154.743.004,00 APBD Dol:lume 200.000.000,00
Pendaftaran Penduduk Penduduk
Lg‘iﬁfiﬁlggﬁN ] Jumlah Laporan Hasil Prov 1

. Pembinaan dan Pengawasan . 1 laporan APBD 100.000.000
Pengawasaan terkait . Kaltim 82.913.300,00 laporan

terkait Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran Penduduk
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Laporan Hasil Prov. 1
Bimbingan Teknis terkait | Bimbingan Teknis Terkait Kaltim 1 laporan 71.829.704,00 APBD laporan 100.000.000
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Pendaftaran Penduduk

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Pendaftaran Penduduk

Lokasi
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Target
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Persentase Cakupan

[ PROGRAM ] PROGRAM sy Prov. o
PENCATATAN SIPIL kepemilikan .dc:kumen Kaltim 100% 724.664.060,00 APBD 800.000.000,00
pencatatan sipil
Lgf)illﬁzlg&gl\:llaan Jumlah dokumen Prov 2
Pencatatan Sipil di :ierﬁvelenggaraan pencatatan Kaltim 2 dokumen | 380.172.620,00 APBD Dok:me 400.000.000,00
Provinsi P
[ SUB KEGIATAN | .
S . Jumlah Laporan Hasil Prov. 1
gjzlcl:i;gegfgff Fasilitasi Pencatatan Sipil Kaltim | | laporan | 297.004.620,00 APBD laporan 300.000.000,00
umlah Laporan Hasi
SUB KEGIATAN Jumlah Lap Hasil Prov 1
Sosialisasi Te_rk.alt Sgs.lahsam terkait Pencatatan Kaltim 1 laporan 83.168.000,00 APBD laporan 100.000.000,00
Pencatatan Sipil Sipil
[ KEGIATA.N ] Pemberian Jumlah dokumen Pemberian 2
Konsultasi Konsultasi Penyelenggaraan Prov. 2 dokumen APBD Dokume
Penyelenggaraan p A Kaltim 344.491.440,00 400.000.000,00
Pencatatan Sipil encatatan Sipi n
[ SUB. KEGIATAN | Jumlah Laporan Pembinaan
Pembinaan dan dan Pengawasan Terkait Prov. 1 laporan APBD 1
Pengawasan Terkait gawasa Kaltim P 88.920.000,00 laporan 100.000.000,00
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
[ SUB KEGIATAN | .
Bimbingan Teknis Terkait é?r;nl:l)?r}ll Ia:?lp’l?;ligi? ’T“zlrlkait Prov. 1 laporan APBD 1
Pencatatan Sipil g Kaltim p 255.571.440,00 laporan 300.000.000,00

Pencatatan Sipil
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[ PROGRAM ] PROGRAM

PENGELOLAAN Publikasi data Prov

INFORMASI kependudukan skala . 2 kali APBD 2 Kali

ADMINISTRASI provinsi Kaltim 500.594.593,00 750.000.000,00

KEPENDUDUKAN

[ KEGIATAN ]

Penyelenggaraan Persentase jumlah OPD yang Prov

Pengelolaan Informasi memanfaatkan data . 28 % 309.785.413,00 APBD 29% 500.000.000,00

A . Kaltim

Administrasi kependudukan

Kependudukan

[SUB. KEG IATAI.\I] Jumlah Laporan Hasil

Fasilitasi Terkait Fasilitasi Penyelenggaraan Prov 1

Pengelolaan Informasi Urusan Administrasi Kaltim | !1a&poran | 81.644.927,00 APBD laporan 200.000.000,00

Administrasi Kependudukan

Kependudukan P

[SUB I.{EG.IATAN]. Jumlah Laporan Hasil

Sosialisasi Terkait Sosialisasi Penyelenggaraan Prov 1

Peng.e lglaan 'Inforrna31 Urusan Administrasi Kaltim 1 laporan 86.125.496,00 APBD laporan 100.000.000,00

Administrasi Kependudukan

Kependudukan P

[SUB KEGIATAN]

gz;y:;?;lg{g:;ag‘:ta Jumlah Dokumen Hasil Prov 1

Kependudukan pemanfaatan data Kaltim 3 dokumen 192.014.990,00 APBD dokume 200.000.000,00
kependudukan n
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2026
catata
n
pentin  Target

g Capaian Kebutuhan Dana

[ KEGIATAN ] Pembinaan | Jumlah dokumen Pembinaan 1
dan Pengawasan dan Pengawasan Pengelolaan Prov.
Pengelolaan Informasi Informasi Administrasi Kaltim 1 dokumen | 190.809.180,00 APBD Dokume 250.000.000,00
Administrasi Kependudukan n
Kependudukan Provinsi
[SUB KEGIATAN]
Pembinaan dan
Pengawasan tekait Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Informasi Pembinaan dan Pengawasan Prov. 1 laporan 37 760.000.00 APBD 1
Administrasi terkait Pengelolaan Informasi Kaltim ) ’ ’ laporan 50.000.000,00
Kependudukan Administrasi Kependudukan
[SUB KEGIATAN]
Bimbingan Teknis Terkait | Jumlah Sumber Daya
Pengelolaan Informasi Manusia yang Mengikuti
Administrasi Bimbingan Teknis Terkait Prov
Kependudukan dan Pengelolaan Informasi . 60 orang 153.049.180,00 APBD 40 orang 200.000.000
. . Kaltim
Pendayagunaan Data Administrasi Kependudukan
Kependudukan dan Pendayagunaan Data
Kependudukan
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Target
Capaian
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Kebutuhan Dana

URUSAN
PEMERINTAHAN Prov
BIDANG PENGENDALIAN Kaltir;1 2.368.437.338,00 APBD 2.530.000.000,00
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
[ PROGRAM ] PROGRAM Prov
3 * O, o,
ggggﬁgﬁﬁLMN Angka kelahiran total Kaltim 60% 607.890.285,00 APBD 60% 730.000.000,00
[ KEGIATAN ] Pemaduan | Jumlah sektor yang
dan Sinkronisasi menyepakati dan
Kebijakan Pemerintah memanfaatkan data profil
Pusat dengan (parameter dan proyeksi Prov.
Pemerintah Daerah penduduk) untuk Kaltim 5 sektor 607.890.285,00 APBD 5 sektor 730.000.000,00
Provinsi dalam rangka perencanaan dan
Pengendalian Kuantitas | pelaksanaan program
Penduduk pembangunan
[ SUB KEGIATAN | Jumlah laporan Pelaksanaan Prov 1
Advokasi dan Sosialisasi Advokasi dan Sosialisasi Kaltirﬁ 3 laporan 277.901.588,00 APBD lavoran 300.000.000.00
GDPK GDPK P RSt
[ SUB KEGIATAN |
Implementasi Pendidikan | Jumlah Laporan Pelaksanaan
Kependudukan Jalur Pendidikan Kependudukan
Formal, Non Formal dan Jalur Formal, NonFormal dan Prov 1
Informal Pada Jenjang Informal pada Jenjang SLTA- Kaltim 2 laporan 329.998.697,00 APBD laporan 430.000.000,00

SLTA-MA Melalui Sekolah
Siaga
Kependudukan/SSK dan
Pojok Kependudukan/PJK

MA Melalui Sekolah Siaga
Kependudukan/SSK dan
Pojok Kependudukan/PJK
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Angka prevalensi Prov.
PEMBINAAN KELUARGA q . 68.42% 641.647.945,00 APBD 68.42%
BERENCANA (KB) kontrasepsi modern Kaltim 800.000.000,00
[ KEGIATAN ]
Pengembangan Desain
Program, Pengelolaan
dan Pelaksanaan
Advokasi, Komunikasi, . Prov. o o
Informasi dan Edukasi Ratio akseptor KB Kaltim 0.76% 641.647.945,00 APBD 0.76% 800.000.000,00
(KIE) Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana (KB) Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
Jumlah fasilitasi Kerja Sama
[ SUB KEGIATAN ] dengan Stakeholders dan
Fasilitasi Kerja Sama Mitra Kerja dalam
f/lei{tliarléesr?:kdea}igﬁers dan Pelaksanaan Advokasi, Prov. 1 daerah 170.648.532,00 APBD 1 daerah
J . Promosi dan KIE Program Kaltim ’ ’ ’ 300.000.000,00
Pelaksanaan Advokasi,
Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga,
Baneea Kencana g Kependudukan, dan Keluarga
&8 Berencana (Bangga Kencana)
g’slggsgr?gﬁiﬁljc}kasi Jumlah Dokumen Hasil
dan KIE Program Bangga | -avokasi dan KIE Program Prov. 1 daerah | 370.999.800,00 APBD 1 daerah
& &g Bangga Kencana Melalui Mitra Kaltim ) ) ’ 250.000.000,00

Kencana Melalui Mitra
Kerja

Kerja
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[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Dokumen Hasil Prov. 1 dokumen APBD 1

Pengembangan dan Pengembangan dan Kaltim 99.999.613,00 dokume | 250.000.000,00

Penyediaan Materi Penyediaan Materi Promosi n

Promosi dan Konseling dan Konseling Kesehatan

Kesehatan Reproduksi Reproduksi dan Hak-Hak

dan Hak-Hak Reproduksi | Reproduksi sesuai dengan

sesuai dengan Kearifan Kearifan Budaya Lokal

Budaya Lokal

[ PROGRAM | PROGRAM

gg#[?\]]f}l:{]:\érill\vAN Do Indeks Pembangunan Prov. 65,54 APED 65,54

KELUARGA SEJAHTERA Keluarga (iBangga) Kaltim indeks 1.118.899.108,00 indeks | 1.000.000.000,00

(KS)

[ KEGIATAN ]

Pengelolaan Pelaksanaan s .

. Jumlah organisasi

Desain Program

Pembangunan Keluarga perempuan yang Prov. s . 4 .

Melalui Pembinaan mendapatkan pembinaan Kaltim 4 organisasi | 1.019.899.556,00 APBD organisa 850.000.000,00
ketahanan dan si

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Kesejahteraan Keluarga J g

[Pjr[jlgirlfa]zil?{z?gl;nan Jumlah Dokumen Hasil Prov 1

. Pembinaan Ketahanan dan . 1 dokumen APBD dokume 700.000.000,00

dan Kesejahteraan X Kaltim 920.900.000,00

Kesejahteraan Keluarga n

Keluarga
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Target

A Kebutuhan Dana
Capaian

[ SUB KEGIATAN | Jumlah PIK-R yang Mengikuti
e Pengembangan Kelompok
Fasilitasi Pengembangan . ) 1
Kelompok Pusat Informasi Pusat Informasi Konseling- Prov. 2 organisasi APBD organisa
. . Remaja (PIK-R) di Kampung Kaltim 98.999.556,00 . 150.000.000,00
Konseling-Remaja (PIK-R) si
. KB
di Kampung KB
[ KEGIATAN ]
Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran serta | Persentase Organisasi
Organisasi ke Pemberdayaan dan
Masyarakatan Tingkat Peningkatan Organisasi Prov. o o
Daerah Provinsi dalam Kemasyarakatan dalam Kaltim 40% 98.999.552,00 APBD 40% 150.000.000,00
Pembangunan Keluarga Pembangunan Ketahanan
Melalui Pembinaan Keluarga
Ketahaanan dan
Kesejahteraan Keluarga
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Laporan Hasil
Sosialisasi dan Promosi Sosialisasi dan Promosi
Tentang Pemberdayaan Tentang Pemberdayaan Prov. 1 laporan APBD 1
Ekonomi Keluarga dan Ekonomi Keluarga dan Kaltim p 98.999.552,00 laporan 150.000.000,00
Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan
Keluarga Keluarga
41.767.605.000 41.183.426.292
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan rencana kerja tahun 2025 memuat indikator kinerja
outcome/output masing-masing Program/kegiatan, serta perkiraan maju tahun anggaran 2026 pada DKP3A Provinsi

Kalimantan Timur dapat diihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Tahun 2025 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2026
catata

Indikator Kinerja Tujuan,
Program dan Kegiatan Sasaran, Program (outcome)

MeLe Kebutuhan Dana Target

dan Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Capaian

Kebutuhan Dana

NON URUSAN 26.494.666.928 24.311.610.396
[ PROGRAM ] PROGRAM
PENUNJANG URUSAN Indeks Kualitas Layanan 84 indeks 84
PEMERINTAHAN Kesekretariatan indeks
DAERAH PROVINSI 26.494.666.928 24.311.610.396
Persentase Keluhan
Pengguna Layanan yang 100 % 100 %
Ditindaklanjuti




No

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Lokasi
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Rencana Tahun 2025

Target

A Kebutuhan Dana
Capaian

catata
n
pentin

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Target
Capaian

2026

Kebutuhan Dana

[ KEGIATAN ]
Perencanaan, o1
Penganggaran, dan Nilai SAKIP Perangkat Prov. 71,00% 994.815.101 | APBD 71,50% | 911.500.000,00
s 17 . Daerah Kaltim
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
[P’SrllJ . ffni?’gﬁil,]lmen Jumlah Dolumen Prov 3
yu Perencanaan Perangkat . 6 dokumen 126.560.000 | APBD dokume | 129.000.000,00
Perencanaan Perangkat Kaltim
Daerah n
Daerah
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Dokumen RKA-SKPD 5
Koordinasi dan dan Laporan Hasil Prov. 15 dokumen 175.597.068 | APBD dokume | 133.000.000,00
Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan Kaltim a
RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
%{igrl?ﬁigglggﬁl\l ] RKA-SKPD dan Laporan Hasil Prov 1
Koordinasi Penyusunan . 1 dokumen 8.000.000 APBD dokume | 10.500.000,00
Penyusunan Dokumen Kaltim
Dokumen Perubahan RKA- n
Perubahan RKA-SKPD
SKPD
[ SUB KEGIATAN | é;;nlig (])Dr(;l;unﬁzgﬂ DPA-SKPD broy 1 10.500.000,00
Koordinasi dan Aapor . 1 dokumen 8.000.000 APBD dokume
Pen nan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Kaltim n
yus Dokumen DPA-SKPD
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Dokumen Perubahat} 10.500.000,00
Koordinasi dan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Prov 1
Koordinasi Penyusunan . 1 dokumen 8.000.000 APBD dokume
Penyusunan Perubahan Kaltim
Dokumen Perubahan DPA- n
DPA-SKPD SKPD




No

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)
dan Kegiatan (Output)

Lokasi
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Rencana Tahun 2025

Target
Capaian

Kebutuhan Dana

Prakiraan Maju Rencana Tahun

[F:1 £:1 1

Target
Capaian

2026

Kebutuhan Dana

Jumlah Laporan Capaian
[ SUB KEGIATAN | Kinerja dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja  SKPD
Penyusunan Laporan dan  Laporan Hasil Prov. 23 laporan 166.999.610 | APBD 3 168.000.000,00
Capaian Kinerja dan Koordinasi Penyusunan Kaltim laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Capaian Kinerja dan
SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Laporan Prov 1
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Kaltir.n 1 laporan 286.549.943 | APBD laporan 288.000.000,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah p
[ SUB KEGIATAN |
Pelaksanaan Forum Jumlah Berita Acara Hasil
Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah
Berdasarkan Bidang Berdasarkan Bidang Urusan Prov 5 Berita
Urusan yang Diampu yang Diampu dalam Rangka . 215.108.480 | APBD - 162.000.000,00
Kaltim Acara
dalam Rangka Penyusunan Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Perencanaan Perangkat Daerah
Daerah
[ KEGIATAN | Persentase realisasi Prov
Administrasi Keuangan . 94.50% 16.585.614.124 APBD 95% 12.648.110.396
anggaran Kaltim
Perangkat Daerah
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Orang yang Menerima Prov. 71 45
genY ediaan Gaji dan Gaji dan Tunjangan ASN Kaltim | orang/bulan | 16.116.374.124,00 | ~FBD orang/b 12.548.110.396
unjangan ASN ulan
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Rencana Tahun 2025 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2026
catata
n

Targ.et Kebutuhan Dana pentin
Capaian g

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)
dan Kegiatan (Output)

No Program dan Kegiatan

Target
Capaian

Lokasi Kebutuhan Dana

[ SUB KEGIATAN |

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan Penatausahaan dan Prov 1 -
Penatausahaan dan .. . . . 2 dokumen | 261.240.000,00 APBD dokume
.. . . Pengujian/Verifikasi Kaltim
Pengujian/Verifikasi Keuanean SKPD n
Keuangan SKPD g
%igriiﬁgglggﬁl\l ] Jumlah Dokumen Hasil Prov 12
. Koordinasi dan Pelaksanaan . 12 dokumen | 40.000.000,00 APBD dokume -
Pelaksanaan Akuntansi . Kaltim
Akuntansi SKPD n
SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
[SUB .KEQIATAN ] Akhir Tahun SKPD dan
Koordinasi dan Laporan Hasil Prov 1
Penyusunan Lgporan Koordinasi Penyusunan Kaltim 1 laporan 30.000.000,00 APBD laporan 45.000.000
Keuangan Akhir Tahun .
SKPD Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumlah Laporan
[ SUB KEGIATAN | Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Triwulanan/Semesteran
Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Prov. 18
Keuangan Koordinasi Penyusunan Kaltim 18 laporan 59.000.000,00 APBD laporan 35.000.000
Bulanan/Triwulanan/Se Laporan Keuangan
mesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semeste
ran SKPD
%Sr?yi;{lili?’;‘:g ]g])oran Jumlah Dokumen Pelaporan Prov 2
dan Analisis Prognosis dan Ana.hs1s Prognosis Kaltim 2 dokumen 79.000.000,00 APBD dokume 20.000.000
Realisasi Anggaran n

Realisasi Anggaran




No

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Lokasi
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Target
Capaian

Kebutuhan Dana

[F:1 £:1 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2026

Target

A Kebutuhan Dana
Capaian

[ KEGIATAN ] Jumlah ASN yang mendapat
Administrasi pelayanan administrasi Prov. 82 orang 987.429.861 APBD 86 1.300.000.000,00
Kepegawaian Perangkat kepegawaian perangkat Kaltim Orang
Daerah daerah
nggic:ﬁzﬁlggﬁgin Dinas Jumlah Paket — Pakaian Prov
Beserta Atribut Dinas ~Beserta Atribut Kaltim 3paket | 554 373.000,00 APBD 3 paket 400.000.000,00
Kelengkapan
Kelengkapannya
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Orang yang Mengikuti Prov
Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Peraturan Kaltim 78 orang 526.627.901 APBD 85 orang 700.000.000,00
Perundang-undangan Perundang-Undangan
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Orang yang
Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan Teknis Prov.
Implementasi Peraturan Implementasi Peraturan Kaltim 10 orang 176,428,960,00 APBD 12 orang 200.000.000,00
Perundang-Undangan Perundang-Undangan
[ KEGIATAN ] Jumlah Fasilitas Pelayanan Prov 117
Administrasi Umum Kantor yang berfungsi . 113 unit 2.612.085.937 APBD . 3.656.000.000,00
. Kaltim unit
Perangkat Daerah dengan baik
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Paket
Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Prov
Ir}stal'la51 Listrik/Penerangan Kaltim 1 paket 25.478.425,00 APBD 1 paket 60.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bangunan Kantor yang Disediakan
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Paket Peralatan dan Prov
Penyediaan Peralatan dan P(?rler}gkapan Kantor yang Kaltim 6 paket 57.186.964,00 APBD 6 paket 300.000.000,00
Perlengkapan Kantor Disediakan
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Paket Barang Prov
Penyediaan Barang Cetakar} dgn Penggandaan Kaltim 2 paket 853.471.714,00 APBD 2 paket 200.000.000,00
Cetakan dan yang Disediakan




No

Program dan Kegiatan

Penggandaan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Lokasi
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Rencana Tahun 2025

Target
Capaian

Kebutuhan Dana

catata
n
pentin

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Target
Capaian

2026

Kebutuhan Dana

[ SUB KEGIATAN |

Jumlah Dokumen Bahan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prov. 96 dokumen | 15.791.600.00 APBD dol?gme
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Kaltim ’ ’ ’ a 16.000.000,00
Perundang-undangan Disediakan
[ SUB KEGIATAN | e

e . Jumlah Laporan Fasilitasi Prov. 1
’l;“:rsrlll&tam Kunjungan Kunjungan Tamu Kaltim 1 laporan 68.352.922,00 APBD laporan 400.000.000,00
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat Prov. 3 laporan APBD 3
Koordinasi dan Konsultasi | Koordinasi dan Konsultasi Kaltim p 1.481.172.312,00 laporan 2.480.000.000,00
SKPD SKPD
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Dokumen Prov 1
Penatausahaan Arsip Penatausahaan Arsip Dinamis . 1 dokumen APBD dokume
Dinamis pada SKPD pada SKPD Kaltim 110.632.000,00 a 200.000.000,00
| ECIATAN | POnSttes™ | e pongudsen barens | o,

g milik daerah penunjang . 33 unit 1.649.365.310,00 APBD 34 Unit | 1.684.000.000,00
Penunjang Urusan . Kaltim
. urusan pemerintah daerah
Pemerintah Daerah
%esgiizilﬁzﬁdNaLaan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Prov
Dinas Operasional atau Operaspna} atau Lapangan Kaltim 1 unit 581.662.000,00 APBD 1 unit 784.000.000,00
yang Disediakan

Lapangan
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Unit Peralatan Prov
Pengadaan Peralatan dan | dan Mesin Lainnya yang Kaltim 30 unit 1.067.703.310,00 APBD 30 unit 900.000.000,00

Mesin Lainnya

Disediakan
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Rencana Tahun 2025 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2026
catata
n
Targ.et Kebutuhan Dana pentin Targ.et
Capaian g Capaian

Indikator Kinerja Tujuan,
No Program dan Kegiatan Sasaran, Program (outcome)
Kebutuhan Dana

dan Kegiatan (Output) Lokasi

[ KEGIATAN ]
Penyediaan Jasa Jumlah jenis jasa penunjang Prov. s s 4 jenis
Penunjang Urusan urusan pemerintah daerah Kaltim 4 jenis jasa 3.066.160.176,00 APBD jasa 3.227.000.000,00
Pemerintahan Daerah
Y Jasa Surat Menyurat Kaltim p 10.902.000,00 laporan 17.000.000,00
Menyurat
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah - Laporan
. Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Prov. 1 laporan APBD 1
Komunikasi, Sumber . St ¥y Kaltim p 809.182.200,00 laporan 700.000.000,00
. - Air dan Listrik yang
Daya Air dan Listrik .
Disediakan
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Jasa Peralatan dan Prov. 1
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Kaltim 1 laporan 9-360.000,00 APBD laporan 110.000.000,00
Perlengkapan Kantor Disediakan
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah — Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan ~ Jasa Prov. 1 laporan APBD 1
Pelayanan Umum Kantor yang Kaltim 2,236.715.976,00 laporan 2.400.000.000,00
Pelayanan Umum Kantor .U
Disediakan
[ KEGIATAN ]
Pemeliharaan Barang Jumlah Sarana dan Prov
Milik Daerah l:’enun_]ang Prasarana .yang berfungsi Kaltim 87 unit 599.196.419,00 APBD 88 unit 885.000.000,00
Urusan Pemerintahan dengan baik
Daerah




No

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Lokasi
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Rencana Tahun 2025

Target

A Kebutuhan Dana
Capaian

catata
n

pentin
4

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Target

Capaian

2026

Kebutuhan Dana

[ SUB KEGIATAN |
Peny ed1aan Jasa' Jumlah kendaraan
Pemeliharaan, Biaya .
. - perorangan dinas atau
Pemeliharaan, Pajak dan kendaraan jabatan yan Prov. 1 unit APBD 1 unit
Kendaraan Perorangan one jabaan yang Kaltim 56.004.999,00 65.000.000,00
. dipelihara dan dibayarkan
Dinas atau Kendaraan aiaknva
Dinas Jabatan payj Yy
[ SUB KEGIATAN |
Peny ed1aan Jasa. Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya . .
. . Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak dan Lapangan yang Dipelihara Prov. 24 unit APBD 25 unit
Perizinan Kendaraan pangan yang L1p Kaltim 288.655.420,00 250.000.000,00
. . dan Dibayarkan Pajak dan
Dinas Operasional atau ..
Perizinannya
Lapangan
[ SUB KEGIATAN |
Pemeliharaan Peralatan Jumlah peralatan dan mesin Prov. . .
dan Mesin Lainnya lainnya yang dipelihara Kaltim 60 unit 1 94 332.000,00 APBD 60 unit 70.000.000,00
[ SUB KEGIATAN |
Pemeliharaan/Rehabilitas | Jumlah Sarana dan
i Sarana dan Prasarana Prasarana Pendukung Prov
Pendukung Gedung Gedung Kant(?r atau Kaltim 1 unit 160.204.000,00 APBD 1 unit 500.000.000,00
Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
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Prakiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2025 2026

Indikator Kinerja Tujuan, catata

No Program dan Kegiatan Sasaran, Program (outcome)

e Kebutuhan Dana Target

2 2 Kebutuhan Dana
Capaian Capaian

dan Kegiatan (Output) Lokasi

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG Prov.

PEMBERDAYAAN Kaltim 10.019.921.260,00 | “FBED 10.730.000.000,00
PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

[ PROGRAM | PROGRAM | Jumlah perempuan kepala

PENGARUSUTAMAAN keluarga (PEKA) didampingi Prov 300

GENDER DAN untuk peningkatan Kaltir'n 300 orang | 2.527.267.258,00 APBD oran 2.135.000.000,00
PEMBERDAYAAN kapasitas dalam g

PEREMPUAN kewirausahaan

[ KEGIATAN ]

Pelembagaan

Pengarusutamaan Penguatan kelembagaan PUG Prov. 10

Gender (PUG) pada kewenangan Provinsi Kaltim 10 lembaga | 563.730.648,00 APBD lembaga 715.000.000,00
Lembaga Pemerintah

Kewenangan Provinsi

%{igr%iigglggﬁl\l ] Jumlah laporan hasil

Sinkronisasi koordinasi dan sinkronisasi Prov. 1 laporan | 337.599.560,00 APBD 1 465.000.000,00
Penyelenggaraan PUG penyelepggaraan PUG tingkat Kaltim laporan

Kewenangan Provinsi provinst

[ SUB KE.;GIAT.A N] Jumlah SDM tingkat Provinsi

Advokasi Kebijakan dan yang memperoleh advokasi Prov 1

Pendampingan Kebijakan dan Pendampingan Kaltim 1 dokumen 126.131.500,00 APBD dokume 150.000.000,00
Penyelenggaraan PUG 1 n

Kewenangan Provinsi Penyelenggaraan PUG




No

Program dan Kegiatan

[ SUB KEGIATAN |

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Jumlah peserta sosialisasi

Lokasi
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Target
Capaian

Kebutuhan Dana
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Prakiraan Maju Rencana Tahun

Target
Capaian

2026

Kebutuhan Dana

Sosialisasi kebijakan . Prov.
Penyelenggaraan PUG kebijakan penyelenggaraan Kaltim 30orang | 49 999.588,00 APBD 35 orang 100.000.000,00
. PUG tingkat Provinsi
Kewenangan Provinsi
[ KEGIATAN ]
Pemberdayaan
Perempuan Bidang s .
Politik, Hukum, Sosial, i:ﬁal;haz;gl:::::s;mnu'u Prov. 1 lembaga APBD
dan Ekonomi pada LPLPPy J Kaltim g 658.937.430,00 500.000.000,00
Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan Provinsi
Jumlah pengelola organisasi
[ SUB KEGIATAN | kemasyaraka‘Fan / profesi/duni
T . a usaha/media tingkat
Sosialisasi Peningkatan provinsi yg mengikuti
Partisipasi Perempuan di . . Prov. 450
Bidang Politik, Hukum, peningkatan kapasitas dalam | i) 200 orang | 564 999.568,00 APBD orang 250.000.000,00
. . rangka peningkatan
Sosial dan Ekonomi - . .
Kewenangan Provinsi partisipasi perempuan di
bidang politik, hukum, sosial
dan ekonomi
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah organisasi
Advokasi Kebijakan dan kemasyarakatan/ profesi/
Pendampingan dunia usaha/ media tingkat
Peningkatan Partisipasi provinsi yg diadvokasi dan Prov. 1 lembaga APBD 2
Perempuan dalam Politik, | didampingi dalam rangka Kaltim & 397.937.862,00 lembaga 250.000.000,00

Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan
Provinsi

peningkatan partisipasi
perempuan di bidang politik,
hukum, sosial dan ekonomi




No

Program dan Kegiatan

[ KEGIATAN ] Penguatan
dan Pengembangan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Jumlah perempuan kepala
keluarga (PEKA) didampingi

Lokasi
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Target
Capaian

2026

Kebutuhan Dana

Lembaga Penyedia untuk peningkatan Prov. 300 orang | 1.304.599.180,00 | APBD 300 1 920.000.000,00
Layanan Pemberdayaan R Kaltim orang
kapasitas dalam
Perempuan Kewenangan .
o s kewirausahaan
Provinsi
[ SUB KEGIATAN Jumlah LPLPP (Lembaga
. - Penyedia Layanan
JAdvokasi Kebijakan dan
Pendampinean kepada Pemberdayaan Perempuan)
Lo gp egn i dif dalam bentuk &Pusat Prov. | lembasa APED 1 150.000.000,00
g Y Pembelajaran Perempuan& Kaltim g 139.040.455,00 lembaga
Layanan Pemberdayaan
(PUTARAN) yang
Perempuan Kewenangan S
L terstandarisasi tingkat
Provinsi ..
Provinsi
[ SU.B KEGIATAN | . Jumlah perempuan SIAP
Peningkatan Kapasitas .
(Suara dan Aksi Perempuan
Sumberdaya Lembaga 1 di bid
Penyedia Layanan Pe opor)' 1 bieang . Proy. 100 orang APBD 300
Ekonomi/Lestari/Sehat/Pinta Kaltim 999.559.157,00 orang 600.000.000,00
Pemberdayaan P
Perempuan Kewenanean r/Kepemimpinan/Hukum pd
bt g LPLPP Tingkat Provinsi
Provinsi
[ SUB KEGIATAN |
Pengembangan
Komunikasi Informasi Jumlah Pusat Informasi Prov
dan Edukasi (KIE) Sahabat Perempuan (Prisma) Kaltim 1 unit 165.999.568,00 APBD 1 unit 170.000.000,00

Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Provinsi

yg terbentuk di provinsi




No

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Lokasi
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Target
Capaian
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Prakiraan Maju Rencana Tahun

catata
n

pentin  Target
[3 Capaian

2026

Kebutuhan Dana

[ PROGRAM ] PROGRAM | Persentase korban Prov
PERLINDUNGAN kekerasan perempuan yang Kaltir.n 24.96% 3.066.626.186,00 APBD 24.96% | 3.359.907.948,00
PEREMPUAN terlayani
[ KEGIATAN ]
Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan Penguatan kelembagaan Prov 10
y'fmg mc.allbatkan para perlindungan perempuan Kaltim 10 lembaga 1.596.900.000,00 APBD lembaga | 1.700.000.000,00
Pihak Lingkup Daerah
Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
[SUB .KEG.IATAN ] Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan . . . .
. S Koordinasi dan Sinkronisasi
Sinkronisasi Pelaksanaan ..
Kebijakan, Program dan Pelaksanaan Kebijakan, Prov 3
. ’ Program dan Kegiatan . 1 dokumen APBD dokume 900.000.000,00
Kegiatan Pencegahan Kaltim 829.500.000,00
Pencegahan Kekerasan n
Kekerasan terhadap
terhadap Perempuan
Perempuan Kewenangan ..
L Kewenangan Provinsi
Provinsi
[SUB KE.:GIAT.A NJ Jumlah Perangkat Daerah
Advokasi Kebijakan dan .
Pendampingan Layanan yang Mendapat Advokasi dan Prov 20 Perangkat 10
: Pendampingan Layanan . APBD Perangka 800.000.000,00
Perlindungan Perempuan : Kaltim Daerah 767.400.000,00
s Perlindungan Perempuan t Daerah
Kewenangan Provinsi .
Kewenangan Provinsi




No

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Lokasi
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[ KEGIATAN ]
Per}yedlaan I:ayanan . Cakupan perempuan dan
Rujukan Lanjutan bagi
anak korban kekerasan yang

Pe1:mpuan Korban mendapatkan penanganan Prov. o o
Kekerasan yang .. | pengaduan oleh petugas Kaltim 80 % 1.111.658.820,00 APBD 85% 1.259.907.948,00
memerlukan Koordinasi R .

. .. | terlatih dalam unit
Tingkat Daerah Provinsi 1 ¢ d
dan Lintas Daerah pelayanan terpacu
Kabupaten/Kota
[ SUB KEGIATAN |
Penyediaan Layanan Jumlah Perempuan Korban
Pengaduan Masyarakat Kekerasan Tingkat Daerah
bagi Perempuan Korban Provinsi dan Lintas Daerah Prov.
Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Kaltim 40 orang 868.280.000,00 APBD 40 orang 770.500.000,00
Daerah Provinsi dan Mendapatkan Layanan
Lintas Daerah Pengaduan Masyarakat
Kabupaten/Kota
[ SUB KEGIATAN |
Koordinasi dan Jumlah Layanan Tindak
Sinkronisasi Pelaksanaan | Lanjut Pengaduan yang
Penyediaan Layanan Memerlukan Koordinasi dan Prov. 60
Rujukan Lanjutan bagi Sinkronisasi bagi Perempuan Kaltim 50 layanan 243.378.820,00 APBD layanan 489.407.948,00
Perempuan Korban Korban Kekerasan
Kekerasan Kewenangan Kewenangan Provinsi
Provinsi
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[ KEGIATAN ] Jumlah layanan tindak
Penguatan dan .
lanjut pengaduan yang
Pengembangan Lembaga memerlukan koordinasi dan Prov 10
Penyedia Layanan . e . . . 10 lembaga | 358.067.366,00 APBD 400.000.000,00
. sinkronisasi bagi perempuan Kaltim lembaga
Perlindungan
korban kekerasan

Perempuan Kk A

A ewenangan provinsi
Kewenangan Provinsi
[ SUB KEGIATAN |
Peningkatan Kapasitas Jumlah sumberdaya lembaga
Sumber Daya Lembaga penyedia layanan penanganan
Penyedia Layanan bagi perempuan korban Prov. 60 Orang | 358.067.366,00 APBD 60 Orang 400.000.000,00
Penanganan bagi kekerasan kewenangan Kaltim
Perempuan Korban provindi yang mendapat
Kekerasan Kewenangan peningkatan kapasitas
Provinsi
[ PROGRAM ] PROGRAM o
PEMENUHAN HAK ANAK | LroGikat kabupaten/kota Prov. | 90 persen | 1.592.898.889,00 | APBD 90 | 1.800.000.000
(PHA) ayak anak Kaltim Persen
Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah, Jumlah lembaga yang Prov 10
Non Pemerintah, dan mendapatkan Penguatan . 10 lembaga 634.899.068 APBD 800.000.000,00

. Kaltim lembaga

Dunia Usaha pelembagaan PHA
Kewenangan Provinsi
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[ SUB KEGIATAN |
?S;l]gl;?;;’ir?gasrllahsaSl dan Jumlah perangkat daerah
Pelaksanaan Kebijakan yang mempunyai dokumen
Pemenuhan Hak Anak pembangunan daerah yang Prov 3 perangkat 30
responsif hak anak dan . 330.999.529 | APBD perangka 350.000.000
pada Lembaga . Kaltim daerah
Pemerintah. Non berperan ak'Flf dalam Ggggs t daerah
Pemerin tah, Media dan Tugas KLA tingkat Provinsi
Dunia Usaha Kewenangan yang berfungsi
Provinsi
[SUB .KEGIATAN ] Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Prov 1
Sinkronisasi Pelembagaan . 1 Dokumen 303.899.539 | APBD dokume 450.000.000
Pelembagaan Pemenuhan Hak Kaltim
Pemenuhan Hak Anak L n
Kewenangan Provinsi Anak Kewenangan Provinsi
[ KEGIATAN ] Penguatan
dan Pengembangan jumlah lembaga layanan
Lembaga Penyedia penguatan dalam Prov. 10
Layanan Peningkatan peningkatan kualitas hidup Kaltim 10 lembaga 957.999.821 APBD lembaga | 1.000.000.000,00
Kualitas Hidup Anak anak
Kewenangan Provinsi
[ SUB KEGIATAN |
Ezr;qurrﬁiz?? alrriformasi Jumlah kegiatan KIE Prov. 1 kegiatan APBD 1
dan E dukas’i Pemenuhan Pemenuhan Hak Anak Kaltim & 393.999.911,00 kegiatan 400.000.000,00
Hak Anak
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n

Targ.et Kebutuhan Dana pentin Targ.et
Capaian g Capaian

Indikator Kinerja Tujuan,
No Program dan Kegiatan Sasaran, Program (outcome)
Kebutuhan Dana

dan Kegiatan (Output) Lokasi

[ SUB KEGIATAN | . .
L Jumlah Kegiatan kerjasama
Penguatan Jejaring Antar .
. antar Lembaga penyedia
Lembaga Penyedia layanan pemernuhan hak Prov 1
Layanan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Provinsi Kaltim 1 kegiatan 563.999.910,00 APBD kegiatan 600.000.000,00
Anak Kewenangan .
o . dan Lintas Daerah
Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota
Daerah Kabupaten/ Kota P
[ PROGRAM ] PROGRAM | Persentase penyelesaian Prov
PERLINDUNGAN kasus kekerasan terhadap Kaltir.n 3.88% 2.780.495.074,00 APBD 3.88% 3.446.907.948,00
KHUSUS ANAK anak
[ KEGIATAN ]
Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak yang Jumlah Lembaga Layanan Prov 1
Melibatkan para Pihak | Anak yang mendapatkan Kaltim | 11€MPa82 |4 550.000.000,00 | APBD Lembaga | 1.800.000.000,00
Lingkup Daerah Provinsi | Pelatihan
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Prov 1
Sinkronisasi Pencegahan Pencegahan Kekerasan . 1 dokumen APBD dokume
Kekerasan terhadap Anak | terhadap Anak Kewenangan Kaltim 900.000.000,00 n 900.000.000,00
Kewenangan Provinsi Provinsi
[ SUB KEGIATAN |
Penyusunan kebijakan Jumlah kebijakan Prov 1
perlindungan khusus perlindungan khusus anak di Kaltir;'l 1 Kebijakan | 700.000.000,00 APBD Dokume 900.000.000
anak kewenangan tingkat Provinsi n
Provinsi
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[ KEGIATAN ]
Penyediaan Layanan
llzfegrln‘:ﬂill‘{z:ng Jumlah layanan pengaduan
Perlindungan Khusus masyarakat bagi anak Prov. 85
korban kekerasan yang . 80 layanan APBD 357.500.000
yang Memerlukan luk lind Kaltim 172.716.590 Layanan
Koordinasi Tingkat Memerlukan Perlindungan
. Khusus
Daerah Provinsi
[ SUB KEGIATAN |
Penyediaan Layanan
Pengaduan Masyarakat Jumlah AMPK yang
bagi Anak yang
Memerlukan mendapatkan layanan Prov. 30 oran APBD 50 oran
Perlindunean Kh pengaduan Kewenangan Kaltim g 172.716.590,00 g 357.500.000,00
g usus Provinsi
Kewenangan Provinsi
[ SUB KEGIATAN ]
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah AMPK yang Prov
Layanan AMPK mendapatkan layanan . 80 Layanan 314.018.484,00 APBD 50 orang
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi Kaltim 489.407.948,00
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Target
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Kebutuhan Dana

dan pengembangan lembaga Prov. 1
Menr.lerlukan penyedia layanan Kaltim 1 dokumen 693.760.000,00 APBD Lembaga 800.000.000,00
Perlindungan Khusus lind Kk
Tingkat Daerah Provinsi periindungan ana
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
[ SUB KEGIATAN |
Pengembangan KIE
(komunikas.i, informasi, Jumlah KIE Perlindungan Prov 1
dan edulkasi) AMPK Kewenangan Provinsi Kaltim | ! 9OKUmen | 53 760.000,00 APBD dokume 800.000.000,00
perlindungan khusus n
anak Kewenangan
Provinsi
[ PROGRAM ] PROGRAM
PENGELOLAAN SISTEM Persentase Capaian Data Prov. o o
DATA GENDER DAN Gender dan anak Kaltim 80% 1.006.499.454,00 | APBD 80% 1 1.150.000.000,00
ANAK
[ KEGIATAN |
Pengumpulan,
Pengo!?han Analisis dan Jumlah Data Gender dan Prov.
qonyajian Data Gender | pnak Provinsi yang Tersedia | Kaltim | 20 922 | 1.006.499.454,00 | APFP 20 data | 4 ;54 000.000,00
an Anak dalam
Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah Provinsi
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Dokumen Data Prov 2
Penyediaan Da.ta Qender Gender dan .Anak Provinsi Kaltim 4 dokumen 505.249.714,00 APBD dokume 550.000.000
dan Anak Provinsi yang Tersedia n
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Rencana Tahun 2025 2026

Indikator Kinerja Tujuan, catata
No Program dan Kegiatan Sasaran, Program (outcome)

Targ.et Kebutuhan Dana Targ-et
Capaian Capaian

dan Kegiatan (Output)

Kebutuhan Dana

[ SUB KEGIATAN |

Penyajian dan Jumlah Dokumen Penyajian 5

Pemanfaatan Data Gender | dan Pemanfaatan Data Gender Prov. 6 dokumen APBD dokume

dan Anak dalam dan Anak dalam Kelembagaan Kaltim 501.249.740,00 a 600.000.000,00
Kelembagaan Data Data Provinsi

Provinsi

URUSAN

PEMERINTAHAN Prov 2.450.000.000,00
BIDANG ADMINISTRASI Kaltil:n 1.930.713.873,00 APBD

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

[ PROGRAM ] PROGRAM | Persentase Cakupan Prov 80

PENDAFTARAN kepemilikan dokumen Kaltir.n 80% 705.455.220,00 APBD Persen 900.000.000,00
PENDUDUK pendaftaran penduduk

[ KEGIATAN ]

Penyelenggaraan Jumlah Dokumen fasilitasi Prov 1

Pendaftaran layanan pendaftaran Kaltim 1 dokumen | 550.712.216,00 APBD dokume 700.000.000,00
Kependudukan penduduk n

[ SUB KEGIATAN | Jumlah Laporan Hasil Prov 1

Fasilitasi Terkait Fasilitasi Pendaftaran . 3 laporan APBD

Pendaftaran Penduduk Penduduk Kaltim 461.805.112,00 laporan 600.000.000,00
[ SUB .KE(.}IATAN. ] Jumlah Laporan Hasil

Sosialisasi Terkait sosialisasi Pendaftaran Prov. 1 laporan APBD 1

Pendaftaran Penduduk Penduduk Kaltim p 88.907.104,00 laporan 100.000.000,00
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Target
Capaian

2026

Kebutuhan Dana

1
dan Pengawasan peningkatan kapasitas Prov.
Penyelenggaraan layanan Pendaftaran Kaltim 1 dokumen | 154.743.004,00 APBD Dol;ume 200.000.000,00
Pendaftaran Penduduk Penduduk
%Srggifiilg’iﬁl\l ] Jumlah Laporan Hasil Prov 1
. Pembinaan dan Pengawasan . 1 laporan APBD 100.000.000
Pengawasaan terkait . Kaltim 82.913.300,00 laporan
terkait Pendaftaran Penduduk
Pendaftaran Penduduk
g?rﬁlirﬁfgziI’?gﬁrll\Is] terkait Jumlah Laporan Hasil Prov 1
Bimbingan Teknis Terkait . 1 laporan 71.829.704,00 APBD 100.000.000
Pendaftaran Penduduk Kaltim laporan
Pendaftaran Penduduk
Persentase Cakupan
[ PROGRAM ] PROGRAM . Prov. o
PENCATATAN SIPIL kepemilikan .dkaumen Kaltim 100% 724.664.060,00 APBD 800.000.000,00
pencatatan sipil
Li{fyill‘:zggl\:llaan Jumlah dokumen Prov 2
Pencatatan Sipil di :ier;{elenggaraan pencatatan Kaltim 2 dokumen | 380.172.620,00 APBD Dok:me 400.000.000,00
Provinsi P
[ SUB KEGIATAN |
Fasilitasi Terkait Jumlah Laporan Hasil Prov. 1
Pencatatan Sipil Fasilitasi Pencatatan Sipil Kaltim 1 laporan 297.004.620,00 APBD laporan 300.000.000,00
[SigiaBliIs{fsci}%’l;ﬁgit] Jumlah Laporan Hasil Prov 1
Pencatatan Sipil Sosialisasi terkait Pencatatan Kaltim 1 laporan 83.168.000,00 APBD laporan 100.000.000,00

Sipil
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Target
Capaian

2026

Kebutuhan Dana

. Jumlah dokumen Pemberian 2
Konsultasi Konsultasi Penyelenggaraan Prov. 2 dokumen APBD Dokume
Penyelenggaraan nyelenge Kaltim 344.491.440,00 400.000.000,00
. s Pencatatan Sipil n
Pencatatan Sipil
[ SUB. KEGIATAN | Jumlah Laporan Pembinaan
Pembinaan dan dan Pengawasan Terkait Prov. 1 laporan APBD 1
Pengawasan Terkait g .. Kaltim p 88.920.000,00 laporan 100.000.000,00
L. Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Laporan Hasil Prov 1
Bimbingan Te:k.nls Terkait | Bimbingan Te:k.nls Terkait Kaltim 1 laporan 255.571.440,00 APBD laporan 300.000.000,00
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
[ PROGRAM ] PROGRAM
PENGELOLAAN Publikasi data Prov
INFORMASI kependudukan skala . 2 kali APBD 2 Kali
ADMINISTRASI provinsi Kaltim 500.594.593,00 750.000.000,00
KEPENDUDUKAN
[ KEGIATAN ]
Penyelenggaraan Persentase jumlah OPD yang Prov
Pengelolaan Informasi memanfaatkan data . 28 % 309.785.413,00 APBD 29% 500.000.000,00
. s . Kaltim
Administrasi kependudukan
Kependudukan
[SUB. KEG IATAN] Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Terkait Fasilitasi Penyelenggaraan Prov 1
Pengelolaan Informasi Urusan Administrasi Kaltim 1 laporan | 81.644.927,00 APBD laporan 200.000.000,00
Administrasi Kependudukan
Kependudukan p
[SUB KEGIATAN] Jumlah Laporan Hasil
Sosialisasi Terkait Sosialisasi Penyelenggaraan Prov. 1
Pengelolaan Informasi Urusan Administrasi Kaltim 1 laporan 36.125.496,00 APBD laporan 100.000.000,00

Administrasi

Kependudukan
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Kependudukan
[Fi g?eﬁicg}glggzﬁ\g Jumlah Dokumen Hasil Prov 1
Pemanfaatan Data pemanfaatan data Kaltim 3 dokumen 192.014.990,00 APBD dokume 200.000.000,00
kependudukan n
Kependudukan
[ KEGIATAN ] Pembinaan
dan Pengawasan Jumlah dokumen Pembinaan 1
Pengelolaan Informasi dan Pengawasan Pengelolaan Prov.
Administrasi Informasi Administrasi Kaltim 1 dokumen | 190.809.180,00 APBD Dok:me 250.000.000,00
Kependudukan Provinsi | Kependudukan
[SUB KEGIATAN]
Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan tekait Pembinaan dan Pengawasan Prov. 1
Pengelolaan Informasi terkait Pengelolaan Informasi Kaltim 1 laporan 37.760.000,00 APBD laporan 50.000.000,00
Administrasi Administrasi Kependudukan
Kependudukan
[S.UB .KEGIATAN} . Jumlah Sumber Daya
Bimbingan Teknis Terkait : SR
. Manusia yang Mengikuti
Pengelolaan Informasi o ) -
Administrasi Bimbingan Teknis Terkait Prov
Pengelolaan Informasi . 60 orang 153.049.180,00 APBD 40 orang 200.000.000
Kependudukan dan . . Kaltim
Administrasi Kependudukan
Pendayagunaan Data
dan Pendayagunaan Data
Kependudukan
Kependudukan
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URUSAN
PEMERINTAHAN Prov
BIDANG PENGENDALIAN Kaltir;1 2.368.437.338,00 APBD 2.530.000.000,00
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
[ PROGRAM ] PROGRAM Prov
3 * O, o,
ggggﬁgﬁﬁLMN Angka kelahiran total Kaltim 60% 607.890.285,00 APBD 60% 730.000.000,00
[ KEGIATAN ] Pemaduan | Jumlah sektor yang
dan Sinkronisasi menyepakati dan
Kebijakan Pemerintah memanfaatkan data profil
Pusat dengan (parameter dan proyeksi Prov.
Pemerintah Daerah penduduk) untuk Kaltim 5 sektor 607.890.285,00 APBD 5 sektor 730.000.000,00
Provinsi dalam rangka perencanaan dan
Pengendalian Kuantitas | pelaksanaan program
Penduduk pembangunan
[ SUB KEGIATAN | Jumlah laporan Pelaksanaan Prov 1
Advokasi dan Sosialisasi Advokasi dan Sosialisasi Kaltirﬁ 3 laporan 277.901.588,00 APBD lavoran 300.000.000.00
GDPK GDPK P RSt
[ SUB KEGIATAN ]
Implementasi Pendidikan | Jumlah Laporan Pelaksanaan
Kependudukan Jalur Pendidikan Kependudukan
Formal, Non Formal dan Jalur Formal, NonFormal dan Prov 1
Informal Pada Jenjang Informal pada Jenjang SLTA- Kaltim 2 laporan 329.998.697,00 APBD laporan 430.000.000,00

SLTA-MA Melalui Sekolah
Siaga
Kependudukan/SSK dan
Pojok Kependudukan/PJK

MA Melalui Sekolah Siaga
Kependudukan/SSK dan
Pojok Kependudukan/PJK
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Angka prevalensi Prov.
PEMBINAAN KELUARGA q . 68.42% 641.647.945,00 APBD 68.42%
BERENCANA (KB) kontrasepsi modern Kaltim 800.000.000,00
[ KEGIATAN ]
Pengembangan Desain
Program, Pengelolaan
dan Pelaksanaan
Advokasi, Komunikasi, . Prov. o o
Informasi dan Edukasi Ratio akseptor KB Kaltim 0.76% 641.647.945,00 APBD 0.76% 800.000.000,00
(KIE) Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana (KB) Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
Jumlah fasilitasi Kerja Sama
[ SUB KEGIATAN ] dengan Stakeholders dan
Fasilitasi Kerja Sama Mitra Kerja dalam
f/lei{tliarléesr?:kdea}igﬁers dan Pelaksanaan Advokasi, Prov. 1 daerah 170.648.532,00 APBD 1 daerah
J . Promosi dan KIE Program Kaltim ’ ’ ’ 300.000.000,00
Pelaksanaan Advokasi,
Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga,
Baneea Kencana g Kependudukan, dan Keluarga
&8 Berencana (Bangga Kencana)
g’slggsgr?gﬁiﬁljc}kasi Jumlah Dokumen Hasil
dan KIE Program Bangga | -avokasi dan KIE Program Prov. 1 daerah | 370.999.800,00 APBD 1 daerah
& &g Bangga Kencana Melalui Mitra Kaltim ) ) ’ 250.000.000,00

Kencana Melalui Mitra
Kerja

Kerja
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Promosi dan Konseling . Prov.
Kesehatan Reproduksi dan Konseling Kesehatan Kaltim | ! 90KUmen | g9 999 613,00 APBD dokume 250.000.000,00
. | Reproduksi dan Hak-Hak n
dan Hak-Hak Reproduksi . )
. . Reproduksi sesuai dengan
sesuai dengan Kearifan Kearifan Budava Lokal
Budaya Lokal uday
[ PROGRAM ] PROGRAM
gg#l?\;%l:{]:\"\ri?lv DAN Indeks Pembangunan Prov. 65,54 APED 65,54
KELUARGA SEJAHTERA Keluarga (iBangga) Kaltim indeks 1.118.899.108,00 indeks | 1.000.000.000,00
(KS)
[ KEGIATAN ]
Pengelolaan Pelaksanaan | Jumlah organisasi
Desain Program perempuan yang Prov 4
Pembaflgunan. Keluarga mendapatkan pembinaan Kaltim 4 organisasi | 1.019.899.556,00 APBD organisa | g o). 000,00
Melalui Pembinaan ketahanan dan si
Ketahanan dan kesejahteraan keluarga
Kesejahteraan Keluarga
[Pjrlrjlgirlfiil?{’gﬁgllman Jumlah Dokumen Hasil Prov 1
. Pembinaan Ketahanan dan . 1 dokumen APBD dokume 700.000.000,00
dan Kesejahteraan X Kaltim 920.900.000,00
Kesejahteraan Keluarga n
Keluarga
[ SUB KEGIATAN | Jumlah PIK-R yang Mengikuti
Fasilitasi Pengembangan Pengembangan Kelompok Prov 1
Kelompok Pusat Informasi | Pusat Informasi Konseling- Kaltim 2 organisasi 98.999.556,00 APBD organisa 150.000.000,00

Konseling-Remaja (PIK-R)
di Kampung KB

Remaja (PIK-R) di Kampung
KB

S1
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Indikator Kinerja Tujuan,

Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Persentase Organisasi
Pemberdayaan dan
Peningkatan Organisasi

Lokasi

Prov.
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Rencana Tahun 2025

Target
Capaian

Kebutuhan Dana

Prakiraan Maju Rencana Tahun

catata
n

pentin  Target
[3 Capaian

2026

Kebutuhan Dana

O, o,
Daerah Provinsi dalam | Kemasyarakatan dalam Kaltim 40% 98.999.552,00 APBD 40% | 150.000.000,00
Pembangunan Keluarga Pembangunan Ketahanan
Melalui Pembinaan Keluarga
Ketahaanan dan
Kesejahteraan Keluarga
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Laporan Hasil
Sosialisasi dan Promosi Sosialisasi dan Promosi
Tentang Pemberdayaan Tentang Pemberdayaan Prov. 1 laporan APBD 1
Ekonomi Keluarga dan Ekonomi Keluarga dan Kaltim 98.999.552,00 laporan 150.000.000,00

Pengelolaan Keuangan
Keluarga

Pengelolaan Keuangan
Keluarga

41.767.605.000

41.183.426.292
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BAB V
PENUTUP

Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025
berfungsi sebagai Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti
petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur. Renja  sebagai dokumen perencanaan, memuat
program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan
pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan
pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat
melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional
dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir

sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

a. DKP3A Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk
mengimplementasikan  pecapaian tujuan, sasaran, program = dan
kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun
2025 serta diselaraskan dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2025 -2026

b. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2025,
wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan
tahun 2023 dan tahun 2022

c. Harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu
melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan seluruh bidang
teknis

d. Penyusunan Renja sesuai dengan yang diamanatkan di dalam
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

e. Penyusunan Renja Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi

pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya



Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman
pada Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. RENJA Perangkat
Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala
Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan

yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
daerah yang telah ditetapkan.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK




LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

JALAN DEWI SARTIKA NOMOR 13 TELP. (0541) 747481 Fax. 0541 741405
e-mail - dkp3a. rovkaltlm mall com

SAMARINDA 75117

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 050/184/1/DKP3A/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

Menimban : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28
g Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan
Perempuan dan  Perlindungan Anak  Provinsi
Kalimantan Timur perlu didukung dengan Rencana
Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim
Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025
denganmenetapkannya dalam Keputusan Gubernur

Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-
Undang no 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,

N

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2009;

Peraturan Presiden Nomor 117 /P Tahun 2008;

No AL

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun

2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
08 tahun 2011;

9. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

Nomor 050/K. 180 Tahun 2013



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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MEMUTUSKAN

Membentuk Tim RENJA di Dinas Kependudukan,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2025, dengan susunan personil sebagaimana

tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Tim RENJA di Dinas Kependudukan, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagaimana

dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas

sebagai berikut;

a. Menghimpun program dan kegiatan serta pagu
anggaran belanja langsung tahun 2025.

b. Menyusun RENJA  Dinas Kependudukan,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

c. Mengisi format tabel Rumusan Rencana dan
Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2025

d. Menyampaikan RENJA Tahun 2025 kepada
Bappeda sesuai RENSTRA Dinas Kependudukan,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Kalimantan Timur untuk Anggaran
Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2025 untuk diverifikasi.

Memberikan wewenang kepada Ketua RENJA untuk

mengangkat  sekretaris dan  anggota  sesuai

kebutuhan;

Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut harus

senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggung

jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur;

Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan

ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada

anggaran pendapatan dan belanja daerah Perangkat

Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



KEENAM
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkannya, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tangg : Juli 2024
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LAMPIRANI : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR NOMOR : 050/ /I/DKP3A/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

Pengarah

Penanggung

Jawab

Ketua

Anggota

Kesekretariatan :

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Sekretaris Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan

Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas
Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak Provinsi Kalimantan Timur

1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan
Anak

2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Kepala Bidang Kesetaraan Gender
Kepala Bidang Sistem Informasi Data Gender dan Anak
Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan  Administrasi
Kependudukan
Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum

Penyusun Laporan dan Evaluasi
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LAMPIRANII : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR :
050/184/1/DKP3A /2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA  (RENJA)DINAS KEPENDUDUKAN,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025
1. Pengarah
a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan
penyusunan RENJA tahun 2025, baik dalam hal persiapan,
mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan penyusunan, hasil akhir
dokumen maupun legalisasi RENJA tahun 2025
b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan
memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim

kelompok kerja RENJA tahun 2025

2. Penanggung jawab

a. Bertanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada
tim penyusun RENJA tahun 2025

b. Mengkoordinasikan setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim
penyusun RENJA tahun 2025

c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim
penyusun RENJA tahun 2025 untuk disampaikan kepada Kepala
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Prov. Kaltim

3. Ketua
a. Mengevaluasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusunan
RENJA tahun 2025 dengan RENJA tahun lalu
b. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan
petunjuk kepada tim penyusun RENJA tahun 2025
c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim

penyusunan kepada penanggung jawab RENJA tahun 2025
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d. Menganalisis permasalahan dan kinerja Dinas Kependudukan,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim

4. Anggota

a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu

b. Mengumpulkan dan mengelola data pendukung RENJA tahun 2025

c. Melakukan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Prov.Kaltim

d. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim

e. Melakukan telaahan terhadap rancangan RKPD

f. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan

g. Menghitung capaian kinerja program kegiatan Dinas Kependudukan,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim

Ditetapkan di : Samarinda

J

wolii Sorayalith, SE, MMT
2ubina UtamA Muda



















143



